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ABSTRAK

Nama : Chandra Sugiarto

Prograra Studi : Hukum Ekonomi

Judel « Dualisme Pengaturan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank-Bank
BUMN

Tesis I membahas mengenal dualisme penyelesaian masalsh kredit bermasalgh
{Nan Performing Loar) bank-bank BUMN, Di satu sisi menurat UU No. 49/Prp/1960
Tentang Pamitia Urusan Plutang Negama (PUPN) yang mengatur bahwa kredit
bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara schingga harus diselesaikan
melalui Panitia Urosan Pintang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No.,
17 Talm 2003 Tentang Keoanpan Negara yang mengatur bahwa kekayasn BUMN
merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan inj adalah pengataran UU No.
15 Tahun 2006 Tentang BPK. bahwa BPK berhak untuk memeriksa kevnangan BUMN
yang sehanusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di
stsi lzin, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur
bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan pegara dan
pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang schat. Pendapat ini
didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang
mengatur bahiwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah juraiah wang yang
wajib dibayar kepada pemerintah pusaf. Pendapat ini kemudian didokung oleh Fatwa
Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2008, Cara
penyelesaian kredit bermasafab Bank-Bank BUMN dilakukan melalui care-cara yang
fazim digunakan di dalam dupia perbankan. Pepelitian ini menggunskan kalian
hukum npormatif, Pengumpulan data dilakukan melalui peneliian kepusiakaan
(library research). Penclitian ini menyamankan bahwa perlu diadakan suatu
harmonisasi antara U No. 19 Tahun 2003 dengen UU Neo. 17 Tshun 2003 fo. UU
No. 4%/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tabun 2006 dan persturan perundang-undangan
turunannysa; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2 bahwa
BPK berwenang memeriksa BUMN., Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah
jelas babwa yang berhak memeriksa BUMN adalab akuntan publik;

Kata kunci:
Keuangan Negara, Bank BUMN
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ABSTRACT

Name : Chandra Sugiarto

Study Program : Economic Law

Title : Dualism Regulation Settlement Non Performing Loan of State
Owned Banks

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of
state owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) regulates that non performing loan of state owned banks is a
credit of state, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that
regulates the wealth of state owned enterprises is wealth of state. The effect of this
regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK regulates that BPK have authority to
check state owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant.
In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises regulates that the
wealth that owned by state owned enterprises is separate from the state wealth and its
management is according to the health corporation principles. This statement is support
by UU No. 1 Tzhun 2004 about State Treasury that regulates the one that referred by
state credit is amount money that must pay to central government. This statement also
support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus
2006. the way to settle non performing loan of state owned banks is by using the way that
usually do in banking world. This study is using normative law perspective. The data are
collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization
between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU
No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19
Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check
state owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that
the one that has authority to check state owned enterprises wealth is public accountant.

Key words:
Public Finance, State Enterprises Banks, Receivable State Enterprises Banks
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BAR)
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan ketipa UUD 1945, khususnya ketentuan Undeng-Undang Dasar
yang mengatur bidang keuanpan negam telah membawa dampak hukum yang
sangat serius bagi pemerintah maupun baden usaha baik milik negars, daerah
maupun swasta. Keadaan ini dipersulit lagi dengans hadimya tiga paket undang-
undang yang mengatur keuangas, yelnt Undang-Undang Republik Indonesiz
Momor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-{ndang Republik
Indonesia Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbeadaharsan Negara, dan Undang-
Undang Republik Indonesis Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,'

Dengan sering berkembangnya faman, di Indonesia banyak bermunculan
perusahean-perusabpan  vang bergerak di  berbagei bidang. Modal-modal
perusshaan yang ada di Indonesia tidak hanya disetor oleh pihak swasta saja
namun juga ada yang disstor oleh pemerintah maupun gabungan dari pihak swasts
dan pemerintah. Modal vang disetorkan oleh pemerintah sgia maupun gabungan
antarg pemerintah dan swasta dinsrmakan Badan Ussha Milik Negara (BUMN).
BUMN ini bergerak di berbagal bidang, salah satunya adaleh di dalam bidang
perbankan.

Definisi BUMN menurut Pasal 1 angka 1 dari UL No. 1€ Tahun 2063
tentang BUMN adalah scbagai berikut ini:

BUMN adalah badan ussha yang seluruh atan sehagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan  secar
langsung dari kekayaan negara yang dipis %

' Arifin P.Soeria Atmmdin (1) Kewangan Publik Dalam Perspelaif Hukum Teori, Projaik
dan Kritik, (Jakertn: PT. Rajegrafindo Persada, 2003}, Hal. 83,

? Indonesia (8), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Takem 2003 Tentang
Badun Uscha Milik Nepara Lembuoron Negara RepubBik Indonesin Tohun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4287, Pasal | angks 1.

1 Urilvarsitas Indonosia
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BUMN menurut bentuknys ini dapat dibedakan menjadi dua {2) buaks
bentuk yakni:

L.

Perusahasn Perseroan, yang selanjutnys disehut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya ferbag
dalam sgham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lims puluh
satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
vang tujusn ulamanya mengejar keuntungan ®

Perusatman Umum, yang selaniutmyz disebut Perum, adalsh
BUMN yang seluruh modalnys dimiliki negara dan tidak terbagi
atas sahem, yang bertujpan unfuk kemanfastan umum berups
penyedisan berang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar  kountungan  berdasarkan  prinsip  pengelolaan
perusahaan *

BUMN bergerak di berbagai bidang ekonomi, salah satunye adalh di
bidang perbankan, BUMN yang bergerak di bidang perbankan adalah:’

1.
2.

3

4.

5

a

PT. Bank Bkspor Indonesia {Persero)

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk

PT. Bank Rakyat Indonesia {(Persero) Tok

PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero)
PT. Bank Mandiri (Persero} Tbk

¥ 1bid. Passl Y angkn 2

4 1bid. Pasel | angkn 4,

' wikipedia. Dafar Bank o Indoresia.  hnpsfid wikipedinorghwiki/Dafer baok
di_Indonesia. diunstuh pade tangpal 31 Agusmes 2009,

Universitas indonsesia
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Posisi bank-bank BUMN dalam perbankan Indonesia dapat dilihat di
dalam rekapitulasi instifusi perbankan di Indonesia Desember 2008, sepert:
dingram di bawah ini.®

BANK UMUM
{124)
BANK BANK
PEMERINTAH SWASTA
) 119
BANK BANK UMUM BANK UMUM
PEMBANGUNAN SWASTA (£8) SWASTA
DAERAH (26) SYARIAH (5)
BPD UNIT BANK UMUM
USAHA SWASTA UNIT
SYARIAH (13) USAHA
SYARIAH {13)

Bank-bank BUMN ini sama seperti bank pada umumnyz karena
mempunyal kredit bermasalzh. Kredit bermasalah di dalam istflah pecbankan
dinampkan Nen Performing Leon (NPL), Definisi NPL adalah kyedit dalam
kualitas kurang lancar, diragukan dao macet.”

Memwut data statistic yang dipercieh dari Bank Indonesia menunjukan
bahwa NPL yvang dipunyai bank-bank BUMN ini sangatiah besar, Pada Desernber

S Institusi Perbankan Indonesia.  bitpiperew.bige.idivebfid/Perbankan/Tkhtisar+

Perbankan/ Lembapa+Perbankan’. Diundsh pada tanggel | September 2009,

7 Stwistik  Perbardon Indonesic. Vol 7 WNo 7 Tahun 2009, Hal XIL
httpdAarwwe blgo ddAveb/Td/ Statistik/StatistikrPerbankary/Stutistik+ Perbankan HIndonesiaBPE
GEOY.htro, diunduh peds tanggal 31 Agustes 2009,

Unfvarsitas hdonesia
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2004 total NPL sebesar 13,111 milyer rupiah, sedangkan peda bulen desember
2005 total NPL sebesar 37.813 milyar rupiah. Pada wakiu berlakunys PP No. 14
Tahun 2005 Teotang Tata Cara Penghapusan pistang Negara/Deersh terjadi
peningkatan drastis NPL yang dapat dilihat di atas dari 13.111 milysr rupigh
menuju 37.813 milyar rupiabk, ®

Pada waltunya berlakunye PP No. 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemeriotsh Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Dagrab, total NPL pada tahun 2006 berjumizh
30.803 milyar rupinh. Ada sedikit penunman dari tahun 2005 menuju ke tahun
2006, Jumiah WPL pada tahun 2007 berjumiah 23.148 milyar rupish. Dan pada
Desember 2008 jumlah NPL 17.594. Namun pada akhir tabun 2009 jumiah NPL
adalah 25.160.°

Terjadi peningkatan NPL pads tahon 2009, dan yang perlu diperhatikan
adalah dengan berlakunys PP No, 33 Tahun 2006 tetap saja tidak menyelessikan
permasaiahan NPL pada bank-bank BUMN.

Mengenai kredit bermasalah ini mengundang suatu kontroversi diantara
dua buah pendapat yaitu:

{. Pendapat pertema mengatakan bahwa ini merupakan pintang
negara. Penyelesaian kredit bermasalah harus dilakukan menurut
UU No. 49 Prp Tahun 1960 Tenteng Panitia Urusan Plutang
Negara '

2. Pendapat kedoa mengataken behwa kredit bermaselah ini bukan
merupakan piutang negars  sehingga penyelesaian  kredit
bermasalah bank-bank BUMN gdilakukan menurot cara-cars yang
lazim dilakukan di dalam dunia perbankan

Pihak yang berpendapat bahwa kredit bermasaleh ini merupskan piutang
negara berlandaskan pada pasal 8 Undapg-Undang No. 49 Prp Tsbun 1960
Tentang Panitia Urusan Piutang Negara berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pintang Negara atau hutang kepada
negara oleh persturan ind, ialsh jumlab uang yang wajib
dibayar kepada negara stau badan-badan yang baik secara

* Ihid. Hal. 40.
¥ Ibid.
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lanpsung atau tidak langsung dikueasat oleh negara berdasarkan
suatu peraturan, perjaniian atau sebab apapun.™®

Di dalam penjelasan pasal 8 pada Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960
Tentang Panitia Urusan Piutang Wegara yang sama berbunyi sebagai berikut:

“Dengan piutang negara dinaksudkan hutang yang:

1. Langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus
dibayar kepada perserintah pusat atav pemerintah dacrah,

2. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayasn dan
modainya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya
bank-bank negara, PT-PT negam, perusshsan-perusahsan
negara, yayasan perbekalan dan persedizan, yayasan urusan
bahan makanan dan schagainya. Hutang pajak tetap
merupakan piutang negara, akan tetapi diselesatkan tersendiri
dengan gndang«rmdang penagibian pajak negara dengan surat

Menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Prp Tahun 1960 Tentang
Panitia Urusan Piutang Negars berbunyi scbagai berikut:

“Instansi-instansi pemerintzh dan badan-badan negara yang
dimaksudkan dalam pasal 8 perstursn ini diwajibken
menyerehkan piutang-piotangnya yang sdanya dan besamya
telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya
tidak mau melunasi schagaimana mestinya kepada Panitia
Urusan Piutang Negara.” '?

Di dalem pasal 2 Usdanp.Undang Nomer 17 Tahun 2003 Tentang
kevangan negara berbunyl schagss berflcut:

“Keuangan segara sehagaimana dimaksud dalam Pasal | angks
1, meliputi:

a. Hak ncgam untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban pegarg wntuk menyelenpparakan  tugas
Iayanan umurm pemerintahan negera dan membayar
tagihan pibak ketigs;

c. Penerimazn Nepara;

*® Yadenesin {¢). Undang-Undang Repubiik Indonesic Nomer €9 Tahun 1960 Tenang
Panitia Urnsen Piutang Negara Lembarar Negurn Republik Indonesia Tebnn $9686 Nomor 156
Tambahan Lembuoron Negaro Republik tndoresin Nominr 2164, Rassl 8.

1 1bid. petjeissan pasol 8.

% 1bid. Pasal 12 ayat 1.

* Indonesia (d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Takun 3003 Tentong
Kevangan Negara Lembaran Negare Republik Inderesia Tohun 2003 Nomor 47 Tambohan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 4286, Pasal 2.
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Pengeluaran Negara;

Penerimsan Dacrah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayasan nepara’kekayaan daerah yang dikelola

sendiri atau oleh pitak fain berupa vang, surat berharga,

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisabkan pada
perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
dalam rangka penyelengparaan fugas pemerintahan
dan/atau kepentingan unurn;

i. Kekayoan pihak lain yang diperoleh denpsn

nienggunakan fasilitas yeng diberikan pemerintah.”

LR

Dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang kevangan
negara di atas pada huraf g dapat dilibat bahwa kekayaan negara/kekaynan daerah
vang dikelola sendiri atan oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serte hak-hak lain veang depat dinilai dengan uang, tenmasuk kekayaan
vang dipisahkan pada perusshasn negare/ perusahaan daerah. modal BUMN
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan oleh karena itu kevangan BUMN itu
termasuk ke dalam keuangan vegara sehingga kredit bermasalah dard bank BUMN
itu adalah plutang negara, Dengan kesimpulan tersebut maka kredit bermasaleh
bank BUMN merupaksn bagian dan kegangan ﬂegara dan penyelesaiannya harug
berdasarkan UU No. 49 Prp Tabun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara,

Pendapat yvang kedua mengaiakan bahwa- koedit bermasalah dari Bank
BUMN bukanlah piutang negara NPL ini bukan merupakan piutang negara
sehingga penyelesaian NPL bank-bank BUMN dilakukan menurut cara-cara yang
lazim dilakukan di datam dunis perbankan.

Menurot  pasal 4 ayat | Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

*“Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan nepara
yang dipisakkan,” !

* Indonesia (8}, Op.Clt, Pasal S ayat L
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Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

“Yang dimaksud deogen dipisabkan adalsh pemisehan
kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pads BUMN
wntuk selanjutmyz pembinaan dan pengelolsannya tidak lagi
didasarkan pada sistem Anggaren Pendapatan dan Belanja
Negara, namun pembinzan dan pengelolaannya didasarksn
pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat” '*

Menurut pasal 1 angka 6 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara menjelaskan mengenai piutang negera. Definisi tersebut adalah sebagal
berikut ini:

“Piutang nogara adalah adalab jumlsh vang vang waiib dibayar

kepada Pemerintah Pusat dan/atau hek Pemerintah Pusat yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat

laimnya berdasarkan petaturan geumdangfandangan yang berlaku

atau akibat laingya yang sah.™ ’

Pendapat ini didukung oleh Fatwa Makamah Agung No.
WEKMA/Yud/20/VIIL/2006 yang menyatakan bahwa piutang dari BUMN bukan
ruerupakan plutang negara.

Dengan adanys dua buab pendapat ini mengenai kredit bermasalah Bank
BUMN maka hal ini menimbulkan ketidakiclasan mengenai pengelolaan kredit
bermasalsh dari Bank BUMN. Di sstu sisi kredit bermasalah Bank BUMN
dianggap sebagal piutang negam dan harus diserahkan kepada Panitia Urusan
Pintang Negars dan di sisi lain kredit bermasalah Bank BUMN bukan merupakan
piutang negara sehingga cara penyelesaiannya didasarkan kepada prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat.

'* thid. Penjelasan pasal 4 syat 1.

' Indonesin (b). Undang-Undang Republik Indpnesia Nomor | Takun 2004 Tewtang
Perbendahargan Negara Lembaran Negara Republik Indenesia Tatnen 2011 Nomor § Yambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Pasal 1 angka &,
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1.2. Rusousan Masalsh

Dari Istar belakang di alas mengenai pintang BUMN dapat ditarik
permasalahan-permasalahan sebagai berikut ini;
1. Bapsimaena status hukem pintang benk BUMN dalam rangka
pengelolaan perekonomian negara?
2. Mengapa kredit bermasalah (NPL) BUMN sampai ssat ini tidak dapat
disclesaikan?

1.3, Tujusn Penelitian

1. Untuk mengeshui status hukom kredit bermesaiah Bank BUMN dalam
rangka pengelolasn perekonormian negara

2, Untuk mengetahui kredit bermasalah (NFL) BUMN sam;;ai saat ini tidak
dapat diselesaikan .

1.4. Kerangka Teori

Keuangan negara berlandaskan pada Bab VI pasal 23 UUD 1945 dengan
fudul “Hal Keuangan”. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kewangan pada UUD
1945 dapat dilihat pada bagian di bawah ind, yaitu:

“Pasal 23"

{1} Anggaran pendapatan dan belanjs negars sebagsi wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
denpgen undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka
dan  bertangpung fewab untuk  sebesar-besamyas
kemakonuran rakyat,

{2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara digivkan oleb Presiden untuk dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat densgan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

{3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidsk menvetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanjz negara vang
diusalkan clch  Presiden, pemerintah  menjalankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun yang lahu,

¥ tndonesia (2). Undang-Undung Dasar 1945, Pasel 23.
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Pasal 23A
Pajak dan punputan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang. *

Pasal 23B
Macam dan harga mata vang ditetapkan dengan undang.
undang. 1

Passl 23C
Hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang-
r.mdang.m

Pasal 23D

Negara memiliki  suatn bank sentral yang susunan,
kedudukan  kewenangan, tangpung  javab,  dan
indepedensinya diatur dengan undang-undang.*™

Berdaserkan pagal 23 C UUD 1943 ini memberikan landasan kepada UU
Mo, 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hal ini dapat dilihat di dalam
pertimbangan  UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.?’ Di dalam
periimbangan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga dijelaskan
bahwa penyelenggaraan pemerintaban negara untuk  mewujudkan fujuan
bernegara menimbulkan hak dan kewajiban pegara vang dapat dinilai dengan
vang®

Dari ketentuan pasal 23 tersebut dapat diketahui babwa inti penguresan
keunngen negera adalah dalam bentuk pengelolaan Anggaran Pendepatan dan
Belanja Negara.”

Pelaksansan APBN ini mulal 1 April sampai dengan 31 Maret tzhun
berikutnya. APBN penyusunannya disgspaikan dengan kemampuan kevangan
negara, dan karena itu anggaran negara dilakukan dengan menganut prinsip
berimbang (balance-budges), yakni untuk menyesuaikan pengeluaran dengan
pencrimaan kevengan negara sedemikian rupa sehingge pemerintsh dapat

** hid, Pasal 23A.

*® 1bid. Pasel 23B.

* 1hid. Pasal 23C.

* Jbid. Pasal 23D.

2 Indonesia (). Op.Cit. Pertimbangan huraf b dan ¢,

* Ibid. Pertimbangan huruf a.

* Ujang Baher. Hukum dan Pengurnsan Keuangan Negaro. (Jakarin:Penerbit dan Balai
Buku lchtiar Baru, 1986). 7.
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menghimpun  tzbungan pemerintah  yang diperiuken  bagi  pembiayann
pembangunan

Mepuryt Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Kevangan Negara
pasal 1 angka | yang berbunyi sebaai berikut:**

“Keunangan negara adalah semua hak dan kewsjiban negars
vang dapat dinilai dengan vang, serta segala sesvatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negars berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.”

D3 dalam pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara berbunyi sebegai berikut”’

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

angka 1, meliputi :

a. Hak negars unfuk memungut pajak, mengefuarkan dan
mengedarkan nang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelengparakan tugas layanan

umuin pemeriotahan negara dern membayar fagibhan pihak

ketiga;

Penerimaan Negars;

Pengeluaran Negara;

Penerimuan Daerah;

Pengeluaran Daerab;

Kekayaan nepara/kekayaan daerab yang dikelola sendiri

atau oleh pihak Iain berupa uang, surat berhargs, plistang,

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilal dengen vang,
termasuk kekayasn yang dipisahkan pada perpsahsan
nepars/ perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuvasal ofeh pemerintah dalam
rangka penyelenggarasn tugas pemerinizhan dan/atau
kepentingan umum;

i, Kekayaan pihak lzin yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitds yang diberiken pemerintah ™

Wrhe 5o

¥ Basir Barthos, Pengelafuan Anggaran Belanja Negara. (Jakorte: Bumi Aksara, 1990
Hal, 2.

#* mdonesie {d). Op.Cr, Pasal 1 angka 1.

# Ibid. Pasal 2,
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pengeluaran negara, pendapatan negara, perpajakan, kevangan nepera, dan
anggaran negara.’

Adapun bidang administrasi keuangan antara lain sebagai berikut:>°
1. Pengurusan, pertanggungjawsban dan pengawasan atas kevangan negara
2. Pemerintah yang memegang pimpinan (manigement} di bidang keuangan

3. Penguasa-pengussa yang diserahi  penyelenggaraan penguasaan  dan
pengurusan keuangan untuk bagiannva masing-masing.

4. Peiabat-peiabat yang dizgerahi tugas penyimpanan sebagian dari kevangan
berupa uang dan barang

5. Aparatur pengawasan atas penyelenggaraap  penguasasn/perigurusan
kevangan

6. Hal ikhwal vang menyangkut peranggungjawaban  atas
PERBUIUSAN/PENRUASARN keuangan

7. Hal ikhwal yang menyangkut fata pembukuan
8. Caracara menjalankan peradilan administrasi di bidang keusngan.

Sesual dengan amanat pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undmg tamtang Keuangan Negara perfu menjabarkan aturan pokok vang telah
ditetapkan dalam undang undang dasar tersebut ke dalam asas-ssas vmum yang
meliputi baik asas-asas yang felah Jama dikenal dalam pengelolaan keuangan
negara, seperti 2338 tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas
maupun asas-asas bary sebagai pencerminan bewr preciises (penerapan kaidah-
kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuvangan negara, antarz lains®!

(1) akuniabilitas berorientasi hasil,
(2) profesionalitas,

* Abdullah. Sisiem Administrasi Kewangan Negara Jikid I. (Jakerts; Bhratars Karya
Alksara, 1982). Hal. 4

* M. Subagio. Hukum Keuangan Negara K, (Jekarta: Rajowal] Pers, 1988), Hal. 3-4.

¥ Sospomo.Op Cit.
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i1

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 ini adalah dari sisi objek, subjek, proses
dan tujuan, Pendekaten-pendekatan yaitu:*

£1) Dari sisi objek, yang dimaksud dengen kevangan nepars meliputi semua
hek dan kewaiiban negora vang dapat dinilal dengan uang, lermasuk
kebijakan den kegistan dulam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan
keksyaan negars yang dipisabkan, serta segala sesuatu baik berupa vang,
maupun barang yang dapat dijadikan milik negara bertbung dengan
pelaksanaan hak dan kewaiiban tersebut.

(2) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh
ohiek sebagaimena tersebut di atas yang dimiliki negara, dap atau dikuassi
oleh pemerintah pusal, pemeriniah dacrah, perusahaan negara/decrsh, dan
badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

{3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup selurvh rangkaisn kegiatan
yang berkaitan dengan pengelolaan objek schagaimans tersebut diatas
mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai
dengan pertanggungiawaba,

(4) Dari sist tujuan, kevangan negara meliputi seluruh kebijekan, kegiatan dan
hubungan hukum vang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan
objek scbagaimana tersebut daitas dalam rangka penyelengparaan
pemeriniahan negara,

Apabila administrasi keuangan ditinjau dari sudut peadekatan keuangan
negara, maka pembahasannya mencakop keuvangan badan hukum publik, baik
kenanpan negara maupun keuangan badan hukum publik vang lebih rendah.
Pembahasannya bissanya lebih ditekankan pada segi-segi yvang berkaitan dengan

# Soepomo. Pemahamon Kewangan Negora. httpifkorup$)Tsordpress.cony
opiatartikel pakar- hukum/pemsheman-houangue-segars. Diunduh pads tanggal 29 Agusius 2009
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B. Anggaran Belana Negara

Anggaran Belanja MNepars adalah susty perkiraan mengenai batas
penpeluaran tertinggl keuangan negars bagi pembiayaan pelsksanaan
kegiatan oraganisasi pemerintah untuk waktu sato tahun, Anggaran belaja
negars ferdini dari:

(i)  Belania Pembangunan, yaitu suatu perkirsan batas pengeluaran
tertinggi pemerintah  yang diperlukan pada setiap tshun
anggaran untuk pembiayaan pelaksanasn proyek pembangunan
selama rencana pembangunan ity ada dan masih berguna,

(i) Belanja Rufin, yaitu perkiman batas pengeluarsn tertinggi
pemeriniah yang diperlukan secara terus mensrus pada setiap
tahun angparan bagi pembieysan Kkegistan vyang meliputt
belanjd pepawai, belanis barang, belanjs pemelibarean dan
belanja jssa dinas.

Beberapa definisi  yang  digunakan sebegai  definisi  operasional

{operational definitiony diberi batassn penpertiannva sntuk  menghindarkan
kesalahpahaman dalam menginterpretasikan konscp-konsep yang dipunakan
dalam penelitian ini. Definisi-definisi tersebut adalah;

L

Keusngan Negara adalgh semua hak dan kewajiban negars yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesunty baik berups vang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung deagan pelaksanzan
hak dan kewajiban tersebu >t

Anggarari Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
adalah rencana kevangan tahunan pemerintahen negars yang disetuiui ofeh
Dewan Perwakilan Rakyat®

Perusahasn Nepara adalah badan ussha vang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.®

%4 Indonesia {df). Cp.Ci. Pasal 1 angka 1.
* fbid. Pasal § sngha 7.
¥ 16id. Pusal 1 angka 3.
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{3} proporsionalilas,
{4) keterbukaan dalam pengelolnan keuangan negars,
{5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Asas-asas  wmum  fersebut  diperlukan  pula  guna  menjamin
terselenggaranya  prinsip-prinsip pemerintahan  daerah  sebagaimana  telah
dirumuskan dajam Bab V] Undang-Undang Dasar 19435, Dengan dianutnya asas-
asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang Kenangan negara,
pelaksanaan undang-undang ink selain meniadi acuan dalam reformast manajemen
keusngan negara, sckeligus dimaksudkan wuntuk memperkokoh Jandasan
pelaksanasn desentralisasi den olonomi daerah di Negara Kesstuan Republik

Indonesia””

Berdasarkan rusng lingkupnya, keuangan negara dapat dikelompokan menjadi
dua bagian, yaitu:>

I. Dikelola lanpsung oleh nepgara

Dikelola langsung oleh negara yang berarti termasuk dalam APBN terdiri
dard:

a. Anggaran Pendapatan Negara

Anggaran pendapaten segars adalsh sustu perkirsen mengenal batas
penerimaan tortinggd kewangan negara sebagal sumber pendapatan negara
sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang akan
diterima guna membiayai belanja negara. Anggaran pendapatan terdiri dari
pendapatan rufin (pajak, bea cukai, pendapatan jasa, denda khusus dan
lain-lain) dan pendapatan pembangunan/bantuan luar negeri {bantuan
program dan bantuan proyek).

12
hid.
* Yuswar Zainul Basri den Mulyadi Subsi. Kewemgan Negara dan Anatisis Kebijakan
Urang Lugr Negeri, (Jakarie T, Rajaprafindo Persada, 2005), Hal. 3.
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4. Badan Ussha Milik Negara, yvang selanjutmya discbut BUMN, adalah
badan usaha yang scluruh sieu sebagian besar modainva dimiliki oleh
negara meladui penyertaan secars langsung vang berasal dari kekayean
negara yang dipisahkan.®

5. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya discbut Persero, adalah BUMN
yeng berbentuk perseroan ferbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atay paling sedikit 31 % (fima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang twjuan ulsmanya mengejar
keuntungan®®

6. Perusahaan Perseroan Terbuks, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka,
adalah Persero yang modal dan jumiah pemegang sahamnyz memenuhi
kriteria terientu atau Persero vang melakukag penawaran umum sesusi
dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal®

7. Perusshsan Umum, yaog selanjutnys disebut Perum, adaleh BUMN yang
seluruh modainya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saharn, yang
bertujuan untuk kemeanfaatan umuem berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan sckaliges mengejar keurntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan pemsahann,*®

8. Kekayaan Negara yang dipisabkan adaleh kekavaan negara yang berasal
dari Angparan Pendspatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan
penyertaan modal negars pada Persero dan/atan Perum serta perseroan
terbatas lainnya.*!

9. Perbendaharasn Negara adalah pengelolzan dan pertangeungjawaban
keuangan negars, termasuk investasi den kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD¥

10. Piutang Negara jumlah nang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat
dan/ateu hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atan akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

7 tndonesie {83, Op.C¥ Passl | angke 1.
%8 thid, Posal 1 angka 2.

% Ihid, Passl | angka 3.

2 oid. Pesal | angka 4.

“ thid. Pasal | augka 10

*2 Indonesia (b), Op.Cir, Pasal 1 angka 1.
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undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.** Piutang Negara
yang dimaksudkan di dalam pen¢litian ini adalab terbatas kepada kredit
bermasalah berupa kredit dalam kualitas kurang lancer, diragukan dan
mace! pada bank BUMN,

11. Pemeriksaan adalah proses wlentifikasi mesalsh, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secars independen, obyektif, dan profesional berdssarkan
standar pemerikssan, untuk menilai kebensran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenal pengelofaan dan tanggung jawab
keuangan negara.*

12, Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruban kegistan pejabat
pengelola keuangan negara sesval dengan kedudukan dan kewenangannys,
yvang melipnii  perencanaan, pelaksamann, pengawssas, dan
pertanggungjawaban *

i3. Badan Pemeriksa Keuvangan, vang sclapjuinya disingkat BPK, adalah
lembaga negara yang bertugas untuk. memeriksa penpelolaan dan tanggung
Jawab keuangan negara sebagaimans dimaksod datam Undang-Undang
Diusar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

4, Perseroan Terbatas, yvang selanjutnya disebut persercan, adalsh badan
hukum yang merupakan persckutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kepiaten ussha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dao memenuhi persyaratsn yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaarmya.*’

15. Rapat Umum Pemegang Saham, vang selanjutirys disebut RYUPS, adalah
Organ Perseroan yeng mempunyai wewenang vang tdak diberikan kepada

 ihid Pasal 1 sngks 6.
* twdonesta (f). Undong-Undang Regublik Indonesia Nomor 15 Tobun 2004 Tewang

Pemariksoon Pengelolaan dan Tonggung Sawab Keuangan Negara Tambaron Negora Republik
Irdonesia Tabtmm 2004 Nomer 66 Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
Pasal 1 angka 1,

% Ibid. Pasal 1 angka 6.
* Indonesia (g). Undang-Undang Republik Indonesiac Nemor 13 Takun 2606 Tentang

Hewdan Pemeriksa Keuangan Lemboaras Negare Republik Indonesie Takun 2008 Nomor 35
Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4654, Pesal 1 angka 1,

** Indongsiz ¢h). Undang-Undang Republit Indencsia Namor 3 Tahen 2007 Tentang

Perserapn Terbatas Lembaran Negera Republik ndonesia Takn 2007 Nomor 166 Tombohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Passl T angka 1.
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Direksi atau Dewan Komisaris dalsm batas yang ditentukan dalam
undang-undang ini dan/atay angparen dasar.*®

1.5. Metodglogi Penclitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah.
Pemecahan masalabh  dilakukan dengan jalan mengindentifikesi dan
mengkualifikasi fakia-fakta dan mencari norma hukum yang berlaky, kemudian
mengambil kesimpulan berdasarkan falta-fakta dan norma hukurn tersebut*
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas ise hukum vang
timbul. Oleh karena itulsh, penelitian hukum menspskan suatu penelitian di dalam
kerangka know how di dalam hukum.> Hasil yang dicepai adalah untuk
memberikan preskripsi mengensi apa yang segoyanya atas isu yang diajukan.
Penelitiac hukum juga berarti suatu proses untuk menemukan aturan hukuom,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isn hukum
yang dihadapi.”

Penelitian ini menggungkan kajian hokum normatif untuk memahami
penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. kajfan empiris dipergunakan
dalarn kegiatan menpgali dan mengkealifikasi fakia-fekts untuk indentifikas
terhadap fakior-fakior yang berperun dalam peristiwa hukum yang besangkutan,
Pilihan tersebut dilakukan agar dapat momperolch gambaran yang utub dari
fenomena hukum yang dikaji schingga gamberan yang dibasilkan tidak bias
normatif dan juga tidak biss fakiual. Pengumpulan data dilakukan melatui studi
dokumen,

Date yeng digunakan di dalamn penelitian terbagi menjadi dua buah,
yaitn:™

1. Data Primer.
Dazta Primer adalah data yang diperoleh dard masyarskat.

* Ihid Pasal | angka 4.

** Agus Brotosusile, Pemudison Hukum : Buku Pegangan Dosen, (Jakoris: Konsorsiom
Departemen PDK, 1994). Bim. &

5% peter Mahmud Marsuki, Pepelition Hukum, (Jakerta: Prengds Media, 20035). Hal, 41,

** fbif, Hal.. 35.

# Sri Mamudil. Penelosaran Literatwr Hukom. Hand Out Bahan Kuliah Penulisen
Propossl {imish. Pasca Sarfana Fakultas Hokum Indonesia,
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data vang diperoleh dari kepustakaan. Data
sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:
a. Data Sekunder Bersifat Pribadi
Data sekunder bersifat pribadi diperoleh dart surat, catatan
harian, arsip pribadi.
b. Data Sekunder Yang Dipublikasikan
Data sekunder yang dipublikasikan diperoleh dari berbagai
tulisap,  peratwran  perundang-undangan,  putusan
pengadilan, arsip pada lembaga.

Penelitian ini gkan menggunakan dats sekunder, kbususnya data sekunder
yang dipublikasikan, Datn sekwnder yang dipublikasikan ini lebih banyak
membahas meagenai peratuzan perundang-undangan.

Sumber-sumber hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah;

i.

Sumber Hukum Prmer: terdepat dalam bahsn.bahan vang isinga
bersifst mengikst. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan
perundang-urdangan yang berhubungan dengan keuangan negars,
piutang * negara, BUMN dan perseroan terbatas. Peraturan
perundang-undangan yang dipskai adaleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tshuos 2003 Tentang Badan Usahs
Milik Negwra, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia
Urusan Piotang Negara, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Keusngan Negara, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolasn dan Tanggung Jaweb Keuangan Negara,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang.Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahue 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Sumber Hukum Sekunder: terdapat dalam bahen-bahan yang
membahas atan menjelaskan sumber primer. Sumber hukum

Liniversitas indonaala
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sekunder diperoleh dari buku-buku, makalah ilmish, majalah
hukum dan hasil karangan flmiah yang berkaitan dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas.

3.  Sumber Hukum Tertier: tordapat dalam bshan-bahan yang
menunizag sumbet primer dan sumber sekunder. Sumber hukum
tertier diperoleh dari sbsirak almanak/buku tahunan, bibliografy,
buku pegangan, buku pefunjuk, ensiklopedi, kamuvs, sumber
biografi, sumber geografl, terbitan pemerintah, timbangan buku
vang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibabas.

Untul melakukan pengumpulan daiz vang diperlukan dalam menyusun
lapozan penelitien ini melalui penclitian kepustzkaan (Library Research) yaitu
suaty cara memperoieh data melalui penelitian kepustakaan, peneliti mencari data
dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku, baban kuliah, kerya
ilmiah, dan berbagai pemturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
piutang negara di Indonesia. >

1.8. Sistematiks Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum secara singkat dan jelas tentang
materi suaty pokok pikiran yang fercakup dalam fesis ini, maka perln
dikemuokakan sistemstika tertentu. Laporan hasi pecelitian yanp akan disusun
dibagi dalam beberapa hab dan subbab yang penguraiannya sebagai berikut:

BAB1: PENDAHULUAN
1.} Latar Belakang Masalah
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian.
1.4 Kerangka Teori
1.5 Metodologi Penelitian
1.6 Sistematika Penulisan

5 Soerjono Soekanto dan 5ri Mahmudji, Penelition Hukum Normatif suatu Tiiawan
Singkat, {Iukerta: Rajowali Pess, 1595} hal: 8§6-67
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BABII: BEBERAPA PENDAPAT TENTANG STATUS HURKUM
KREDIT BERMASALAH BANK-BANK BUMN
2.1 Pendapat Teptang Statms Hukum Kredit Bermasalah Bank-
Bank BUMN Ditinjsu Dari Peraturan Perundang-Undangan
Dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

2.11

212

2.1.3

2.14

2.3.3

2.1.6

2.1.7

Undang-Undang 49 Prp Tehun 1960 Tentang Panitia

Urusan Pintang Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharean Negara

Undang-Undang No 17 Tshun 2003 Tentang Keuangan

Negara

Undang-Undang Mo 19 Tahun 2003 Tentang Badun Usaha

Milik Negara

Peraturan Pemerintab No, 14 Tahun 2005 Tentang Tata

Cara IPenghapusan piutang Negara/Daerah

Peraturan  Pemerintsh  Nomor 33 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintsh Nomor 14 Tahun

2005 Tentang Tata Cera Penghapusan  Piuiang

Negara/Daerah

Kepuinsan-Keputusan  Menteri Keuangan  Repoblik

Indonesia

2.1.7.1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomoer. 61/KMEK.08/2002 Tentang Panitia Urusan
Piutang Negara

2.1.7.2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 30KMK 012002 Tentang Pengurusan
Piutang Negara Kredit Perumahian Bank Tabungan
Negara

2.1.7.3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indoncsia
Nomor: J2/KMK 0172002 Tentang Pemberian
Pertimbangen  Atas Usul Penghapusan Piutang
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Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau
Lembaga Negara
2.2 Pendapat Mengenai Status Hukum Kredit Bermasalah Bank
BUMN Ditinjau Dari Sudut Sistem: Hokum
2.2.1  Struktur Hukum
2.2.2  Substansi Hukum
2.2.3 Budays Hukum

BAB I : KEUANGAN NEGARA
3.1 Pengertian Keuangan Negara
3.2 Subyek Hukum
3.2.1 Manusia Sebagat Subyek Hokum
3.22 Badan Hukum
3.2.2.1 Pengertian Badan Hukum
3222 Tewri-Teori Badan Hukum
3.223 Pembagian Badan Hokum  Berdasarken
Kewenangannya
3224 Syarat-Syarat Berdirinya Badan Hokum
3.2.3 Badan Hukwo Persercan
3.3 Badan (ysaha Miltk Negara (BUMN)
3.4 Pemeriksasn Keuangan Negars Dan Pemeriksaan Keuangan
BUMN {Persero)
3.5 Pertanggungiawaban Keuangan Negara Dan
Pertanggungiawaban Keuangan BUMN (Persero)

BAB IV  STATUS HUKUM KREDT BERMASALAH BANK BUMN
DALAM  RANGKA  PENGELOLAAN PEREKONOMIAN
NEGARA DAN TERHAMBATNYA PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH

4.] Status Hukem Kredit Bermasalah Bank BUMN
4.1.1 Status Hukum Kredit Bermasalah BUMN Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan

Universitas Indonasia
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4.12 Status Hukum XKredit Bermasalsh Bank BUMN
Ditinjau Dari Sudut Teori Badan Hukum

4.1.3 Status Hukwn Kredit Bermasalah Bank BUMN
Ditinjew Dari Sudut Sistem Hukum

4.14 Penyelesaian Kredit Bemmasalsh (Non Performing
Loar)

4.2 Terharabatnys Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank-Bank

BUMN

4.2.%  Dampak UUD 1945 Passl 23 E Ayat {13 Dan UU No. |
Tahun 2004 jo UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Fungsi
Pemeriksaan BPK Terhadap Bank BUMN

4.2.2 Perbandingan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
dan UU No. 40 Tshun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas

423 Perbedean Pendapat Antara Undang-Undang No. 15
Tahon 2006 Denpan Undang-Usndang No. 40 Tehun
2007 Tentang Perseroan Terbatas

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
3.2 Saran

Univarsitas Indonasks
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BABH
PENDAPAT-PENDAPAT
TENTANG STATUS HUKUM
KREDIT BERMASALAH BANK-BANK BUMN

2.1 Pendapat Tentang Status Hukum Kredit Bermasalah Bank-Bank BUMN
Ditinjaa Daid Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan-Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pendapat-pendapat mengensi status hukum kredit bormasalah BUMN
dapat ditemukan di dalem peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri
Kevangan. Di dalam passl 2 Undang-Undang No 10 Tabun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturen Perundang-Undangan dijelaskan mengenai jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan adslsh sebagai berikue™
&, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggardi Undang-Undang;
¢. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
¢. Peraturan Daerah terdiri dari:
& Peraturan Dacrsh provinsi dibuat oleh dewan perwakiian rakyat daerah
provinst bersama dengan gubernur;
» Peraturan Daerah kabupaten/kota dibust oleh dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
» Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan
desa atau nama ainnya bersama dengan kepala desa afap nama Ininnya.

* Indonesia (i), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Talun 2004 Tentang
Pembentnkan FPeraiuran Perundong-Undangan Lemboran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 53 Tambakan Lembaran Negara Republitk Indonesia Nomor 4389, Pasal 2.
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Ada beberapa pendapat mengenal statws hukum dard kredit bermasalah
BUMN. Dari beboreps pendapat ind ada yang mengaiakan behwa kredit
bermasalah benk BUMN meropaken piutang negara dan pendapat lain
mengataksn babwa kredit bermasalah bank BUMN bukan menupakan piutang
negara, Pendapat-pendapat mengenal siatus hukum dari kredit bermasalah bank
BUMN tersehut berasal dari:

1. Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang
Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan MNegara
Undang-Undang No 19 Tebun 2003 Tentang Badan Usahs Milik Negara
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan
piuteng Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peratoran  Pemermiah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piuteng Nepara/Daerah
7. Reputusan-Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

W oW

2.1.1 Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang
Negara

Menurut Pasal 8 UU No. 49 Prp Tahun 1960 memberikan penjelasan
mengenai yang dimaksud piutang negara yaita:

“Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada
Negars oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibavar
kepada Negara stau Badan-badan yang baik secars lapgsung stay
tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan sustu Peraturan,
perjaniian atau sebab apapun.” >

I dalam penjelasan pagal 8 UU No, 49 Prp Tahun 1960 berbunyi sebagal
berikut;
“Dhengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang ©

** tndonesis {c). Op Cit. Pasal 8
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a. Langsunpg terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus
dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,

b. Terhutang kepads badsn-badan yang wmumnya kekayaan dan
modalnys scbagian stau selorehnya milik Negars, misalnys Bank-
Bank WNegsra, PT-PT Negara, Perusshaan-Perusahaan Negara,
Yayasan Perbekalan dan Persediean, Yayasan Urusan Bahan
Makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan plutang
Negarn, akan tetapi disclesatkan tersendini dengan Undang-undang
Penagihan Pajak Negars dengan surat paksa.™®

Menurut pasal 9 UU Ne. 49 Prp Tahun 1960 mengenao penanggung
hutan berbunyi sebagai berikul:

“Penanpgung hutang kepada negara ialah orang atau badan yang
berhutang menuwrut perjanjian atau persturan yang bersangkutan,
Sepanjang tidak diatr dalam perjeniian atau peraturan yang
bersangkutan,maka para anggota penguras dari Baden-baden yang
berhutang tanggunp renteng terhadap hutang kepada negara’™’

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960 dan penjelasannys tersebut dapat diketahui beberapa hal yang terkait dengan
pengertian pittang negara, yaitr™ ‘
1. piutang negara adalah hutang vang waiib dibayar;
2. pihak vang wajib membayar piutang negara adzish orang per orang atan
badan {berdasarkan Pasal § Undang-undang Nomor 49 Prp, Tahun 1960);
3. dasar {exjadinya pintang negara atau hutung kepada negarn:
a. suatu peraturan, misalnya:

-  kewajiban pemegang konsesi pengunsahaso huten untuk membayar luran
Hasil Hutan don PSDH;

- kewsajiban perusshaan untuk smcagikutsertakan poegawainye dalam
prograts JAMSOSTEK sehinggs perusahesn tersebut haros membayar
premi;

- pengenaan denda oleh BAPEPAM atas pelanggaran vang dilskukan eleh
perusahaan yang telah masnk bursa;

% 164d, Penielason Pasel 8,

Y Ibid, Pasal 9.

* Sumsul Cherib, Boeditijanto, Andy Pardede. Pengurusen Piuleng Negare. (Jakarta:
Departemsen Kewangan R Baden  Pendidiken  dan Pelatihan  Keuangan),
hitpswenw bppk depken go idfindex php/  pengurasan -pluteng-negarafview-category irml.
Driunduh pada fenggal 4 Oklober 2009. hal. 36,
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- dan sebagainya;

b. Suatu perjanjian, misalnya perjanjian kredit antara Bank BUMN dengan
Debitor, perjanjian kontrak kerja antara suatu departemen dengan perusahaan
kontraktor, tagihan rekening listrik dari PT. PLN (Persero), tagihan rekening air
dari PDAM, tagihan rekening telepon dari PT. TELKOM (Persero), tagihan
rumah sakit, dan sebagainya; atau

¢. sebab apapun, misalnya tuntutan ganti atas kasus penggelapan uang oleh
Pegawai Negeri Bendahara, dan sebagainya.

4. Pengertian negara adalah:

- Pemerintah Pusat, seperti Departemen/Kementerian, Lembaga Negara Non
Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, dan Sekretariat
Lembaga Tinggi Negara;

- Pemerintah Daerzh, Instansi-instansi Pemerintah di daerah baik tingkat
"Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; dan

- Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara, seperti BUMN
dan BUMD; dan

- Badan-badan yang secara tidak langsung dikuasai oleh negara, seperti
anak perusahaan (subsidiary) BUMN/BUMD (misalnya PT. Telkomsel
yang merupakan anak perusahaan PT. TELKOM (Persera);

5. Hutang pajak merupakan piutang negara, tetapi penagihannya dilakukan dengan
undang-undang khusus bidang pajak.

Dengan demikian menurut pendapat UU No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang
Panitia Urusan Piutang Negara bahwa kredit bermasalah dari bank-bank BUMN
merupakan piutang negara dan cara penyelesaiannya dilakukan menurut UU No.
Prp Tahun 1960.

2.1.2. Undang-Undang No. 1 Takun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan

piutang negara sebagai berikut:

“Piutang negara sebagai jumlah vang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai
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dengan uang schagal akibst perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan  peraturan “genmémguadang:m yang berleku atan
akibat {ainnya yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang terkait
dengan piutang negars, yainu™
1. Piutang negara adalah:
- sejumlah vang yang wajib dibayar oleh orang per orang stau badan;
dan/atau
~ hak negara yang dapat dinilat dengan wang. Hak ini tentu harus
diupayakan uniuk ditagih.
2. Piutang negara tersebut terjadi karena:
« suatu perjanjian, misalnyz perjanjien konlrak Kkerja antara  suatu
departemen dengan perusabsan kontraktor, dan schagainya;
- suaty peraturan, misalnya
o kewaithan pemegang konsesi pengusabaan hutan untuk membayar Iuren
Hasil Hutan dan Dana Reboisasi;
» pengensan denda oleh BAPEPAM atas pelaniggaran yang dilakokan oleh
perusahaan yang telah masuk bursa;
e dan sebagainya;
- akibat lainnva yang sah misalnya tantutan ganti atas kasus penggelapan
uang oleh Pegawal Negeri Bendaharawan, dan sebngainya.
3. Pengertian Negura adalah Pemerintah Pusat vang ferdiri dari Kementerian
Negara, Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara
{berdasarkan Pasal 1 anghka 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004},

Berdasarkan uraian di atag, pikek yang memiliki piutang negara banyalah
Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Dacrah tidak memibiki piutang negara
tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 undeng-undang yang sama, hanya
memiliki Piutang Daerah. Selain i, piutang regara juga tidak termasak piutang
Badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasal mg&m.“

* mdonesia (b). Op.Cit. Pasal | angks 6.
® Samsul Chorib, Boedirfiants, Andy Pardede. Op. Cit. Hal. §-4.
® fbid Hal. &.
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Dibsndingkan dengan pengertian pemilik piutang nepara berdasarkan
Undang-undang Nomor 45 Prp. Tahun 1960, pengertian pemilik piutang negara
berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahim 2004 sangatlah sempit. Keadsan
tersebut  tersebut  disebabkan oleh perkembangen situasi  hukum, sosial
kemasyarakatan, dan keadaan politik pada pada saat penyusunan Undang-undang
Nomor 1 Tahen 2604, vaite antara lain:%

1. Undangundeng Perbendaharasn Indonesialfndische Comptabiliteitswer
{(QCW Staatsblad Tzhun 1925 Nomor 448, sebagaimans ichah beberapa
kali diubsh dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tghun
1968} dan Peraturan Keuangan Perusahaan Negars Indonesia / Indische
Bedrijvenwet (IBW Staaishbled Tabun 1927 Nomor 419 jo. Staotsblad
Tahun 1936 Nomor 445} telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak
berlakunys Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan
Megara. Dengan tidak berlakunya ketentuan tentang IBW fersebut, maka
pengelolaan keuangsn perusahaan negars (BUMN/BUMD) tidak Iagi
dimasukken ke dalam sistem pengelolaan kenangan negara, dan pada
gilrannya menyebabkan pengurusan piutang BUMN/BUMD dan piuvtang
anak perusabaan BUMN/BUMD fidak dimasukkan sebagal bagian dalam
PenguItSan piutang Negara SSLAra unum.

2. Sistern pemerintaban telah melaksanakan azas desentralisasi dan otonomi
daeral, schingga fielah ada pembagian dan perimbangan roda
pemerintzhan, termasuk pengelolaan kenangan nepgara, antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Keadaan ini menyebabkan piutang
Pemerintah Dacrab, tidak termasuk dalam lingkup piutang negara.

Berikut ini tabel perbandingan pengeriian piutang negara berdasarkan
ketentuun Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara dan pengertian berdasarkan Undang-undang Nomeor 1 Tabun 2004
tentang Perbendaharaan Negara ®

2 thid,
“ Ibid. Hal, 7.
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No. Uraian UL No. 49 Prp. Tahan Ul No. | Tahun2tid
1960
I | Definisi hutang kepada negara yang | a.sejumlah vang yang
piutang wiajib dibayar oleh orang wajib dibayar oleh orang
per orang atau badan per orang atau badan;
dan/atau
b.hak negara yang dapat
dinilai dengan uang.

2 | Dasar 4. suatu perjaniian; a. susty perjaniian;
terjadinya b. suatu persturay; atan 1| b. suatu peraturan; atau
plutang ¢. akibat lainnya c. akibat lainnya yang sah,

3 | pamilik 8. Pemerintah Pusat; Pemerintah Pusat
piutang b. Pemerintah Daerah;

Negara ¢ BUMN/BUMD;
d. Subsidiary
BUMNBUMD

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat

menyolok dart kedua pengertian piutang negara di atas adaleh perbedaan pibak-
pihek pemilik piutang negars. Namun demildan, schagaimana diumiken di stas,
dalam pengurusan plulang negars yang sampai saat i masih dilaksanakan,

pengertian piutang negara veng dianut adalah pengertian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 49 Prp, Tahun 1960, undang-nndang vang sampsai saat ini masih
berlaku dan belum dicabut.%
Dari UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendasharaan Negara dapat
disimpuikan bahwa keuangan BUMN bukan bagian dari keuangan negara dan
kredit bermasalah Bank BUMN bukan merupakan piutang negara,

¥ Ihid,
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2.1.3 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Pendapat Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
mengenai status hukum kredit bermasaiah bank BUMN dapat dilihat &f dalam
pasal 2 endang-undang ini. Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang
Keunngan Negara berbunyi:

“Keuangan Megara sehagaimnana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,

meliputt:

a. bak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. kewajiban negara wntuk menyelenggarakan tfugas layanan

umum pemeriniahan negara den membayar tagihun pihak

ketiga;

Penerimaan Negara:

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Dacraly

Penpeluaran Dacrah;

kekayaan negara/kekaysan dsersh yang dikelola sendiri atau

oleh pibak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusshaan
daerah;

h. kekayaan pihsk lain yang dikussal oleh pemerintah dalam
rengka penyelenggaraan  tugas  pemerinfghan  dan/stay
kepentingan umiun;

i, kekayaan pibak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Worhe g

Dengan melihat kepada pasal 2 khususnya huruf g Undang-Undang No 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dapat diketahui mengenai status hukum
kredit bermasalah bank BUMN. Di dalam pasal 2 huruf g ini jelas sekali diatur
bahwa yang termasuk kenangan negara salab satunya adalah kekayasn yang
dipisabkan pada perusahsan negara‘perusahzan daersh. Bentuk dari kekayaan
yang dipisshkan disini menunjuk kepada bentuk dari BUMN. Modal BUMN vang
sclurih atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pegara melelui penyertaan
secara langsung yang berasal dani kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan kata
lain keuangan BUMN itu termasuk ke dalam keuangan negara. Implikasi yang ada
di sini adalah ketika bank BUMN itu mempunyai kredit bermasalah wmaka kredit

* Indonesia (4). Op.Cif Passl 2,
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bennasalah itu bisa discbut sebagai piutang negara. Dengan pengaturan yang
dimiliki oleh Undang-tndang No 17 Tahun 2003 Tentang Kevangan Negara
maka kekayaan negars adalah kekaysan bank BUMN, kvedit bermasalah yang
dimiliki oleh bank BUMN adalah pintang negara.

Dengan demikian Pendapat Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Teatang
Keuangan Negara daput disimpuikan bahwa keuangan BUMN merupakan bagian
dari keuangan negara dan status hokum kredit bermasalah bank BUMN adalak

piutang negara.

2.1.4 Undang-Undang Ne 19 Tabun 2003 Teniang Badan Usaha Milik
Negara

Dengan melinat kepada definisi BUMN yang ada di dalam Pasal 1 angka 1
UU No, 19 Tahun 2003 ini vang berbunyi sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,
adalah badan useha yang sclurub atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”®

Menurut Pasel 1 angka 10 ULl Mo, 19 Tahun 2003 yang dimaksud
“kekavaan negara yang dipisahkan™ yaitu:

“Y¥ang dimaksud Negara yang dipisahkan adalah kekayann negara
yang berasal dari Anggaran Pendspatan dan Belaniz Negarz
{APBN) untuk dijadikan penvertzan modal negara pads Persero
dan/atan Perum serta perseroan terbatas lainnya.™’

Pemnveataan mengenal modal BUMN yvang berasal dari kekaysan negara
yang dipisahkan dipertegas di dalarn pasal 4 ayat (1) UU No, 19 Tahun 2003 ini
vang berbunyi:

“Medal BUMN merupakan dan berasal dart kekayaan negara yang
dipisahkan” ™
Dari keduz pasal di atas menunjukan adanya perbedsan keuaogan antars

negara dengan BUMN dan adanya suatu transfonmasi status hukum vang publik-

* Indonesis fay, Op. Cit. Pasal 1 angke 1.
% mpid. Pasal 1 angks 10,
S thid. Pasal 4 ayat 1.
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vang privat. Transformasi status hukum vang publik-uang privat di sini dapat
dilihat dalem perubshan status yang tadinya uang yang berasal dari kekayaan
negara kemudian berubah status menjadi uang yang dimiliki oleh BUMN.

Menurut pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 mengenai sumber modal
yang dimiliki oleh BUMN berbunyi sebagai berikut:

“Penyertaan modal negare dalam ranpka pendirian atau penyertaan
pada BUMN bersuruber dari:

a. Angparan Pendapatan dan Belanja Negara;

Termasuk dalam Angparsn Pendapatan dan Belanja Negara vaitu
meliputi pula proyek-proyck Angearan Pendepatan dan Belanjs
Negara yang dikelola olch BUMN dan/atas

plutang negara psda BUMN yang dijadikan scbagal penyeriasn
modal negara

b. kapitalisasi cadangan;

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adslsh penambahan
maodal disetor yang

berasal dari cadengan,

¢, sumber Jainnya,

Yang dimaksod dengsn sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah
keuatungan revaluasi aset”

Modal yang dimiliki oleh BUMN pada awalnya merupakan kekayean
negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (APBN).
Namun kekayaan negara yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan negara yang
dipisahkan. Ketika BUMN itu telah berdiri maka kekayasn yang dimiliki oleh
BUMN tidak sama dengan dengan kekayaan negara. Walaupun modalnys BUMN
tersebut berasal dari kekayasn negarn, Di sini terjadi tranformasi status bukum
nang pubitk-uang privat dari yang dimiliki oleh negara (kekayaan negars yang
dipisahkan) kemudian dimiliki oleh BUMN. Implikasi dari adanys pemiszhan
kekayaan negera pada BUMN ini adsleh pembinasn dan pengelolasn BUMN
tidak berdasarkan pada Anggaren Pendapatan dan Belanfe Negars (APBN}.

Ketika pembinasn dan pengelolaan BUMN tidak berdasarkan pade
Anggaran Pendepatan dan Belanja Negara (APBN), pembinaan dan pengelolsan
BUMN berdasarkan kepada UU perseroan Terbatas yaita UlJ No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, Hal ini dipertegas dengan bunyi penjelasan pasal 4
ayat {1} UU ini yang berbunyi:

 Ibid. Pasal 4 ayet (2) dan penjelasannya,
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“Yang dimaksud dengan dipisabkan adalah pemisahan kekayaan
negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara untuk
dijadikan penyertaan mixial negara pads BUMN untuk selanjutnya
pembinasn dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem
Anggaran Pendapatan dan Belania Negara, namun pembinaan dan
pengei%iaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusshasn vang
sehat.”

Diengan melihat kepada penjelasen di atas maka BUMN it mernpakan
suaty badan usaha walsupun sebagian atsu selurdh modalnya dimiliki oleh negara
tetap merupakan suatu perusahaan yaog tunduk kepads UU No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikias keknyaan yang dimiliki oleh
BUMN bukanlah kekayasn negara. Ketika suatu bank BUMN memberiksn suaty
kredit kepada nasabahnya, dan kemudian kredit tersebut bermasalsh. Kredit
bermasalah terscbut bukan merupakan piutang yang dimiliki oleh negara.

Dengan demikian pendapat Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negars mengenal status hukem kredit bermasalah bank
BUMN adatah kredit bermasalah bank BUMN bukanlah piutang negara.

2.1.5 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 28058 Tentang Tata Carn
Penghapusar piutang Negara/Daersh

Seperti telah dijelaskan di atas mengenai undeng-undang yang lale di
dalam pengurusan piutang oegara dan salah satu dasar dikelvarksnnya Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Camm Penphapusan Piutang
Negara/Dseerah Mengensi Piutang Nepgara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia Urusen Piutang Negara (PUPN). PP No. 14 Tahun
2005 int meropakan peraturan pelaksanz bagi Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 tentang Panitia {Urasan Piutang Negara (PUPN).

Mengenal penghapusan piutang negars dapat dilthat di dalam pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2003 Teatang Teta Cara Penghapusan
Phutang Negara/Dacrsh yang borbunyi schagai berikut:

Indonesia (% Perafuren Pemerintuh Noo 4 Tohun 2005 Temurng Tata Cara
FPenghapuzan Piutang Negara/Daerak Lembararn Negara Republik Indonesia Fotmn 2005 Nomor
31 FTumbahan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 4488, Paszal 4 ayat (1).
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“Penphapusan Sccara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak
atas piutang Perusahean Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky””

Di dajam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dimyatakan sebagai
berikut:

“Termasuk di dalam pengertian Perusahaan Negara/Daerah anf&ra

lain adalah badan usaha yang dimiliki negara/daerah dan berbentuk
Perseroan atau Perusatiaan Umum.”™

Pengurusan mengenai penghapusan piutang negara diternukan joga di
dalam pasal 20 Persturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Dacrah yang berbunyi sebagai berikut:

*“Fata cara Penghapusan Secars Bersyarat dan Penghapusan Secars
Mutlak atas piutang Perusahasn Negara/Dzcrah yeng pengurusan
piutangnys disershkan kepada PUPN, diatw lebik lanjut dengan
Persturan Menteri Kenangan” ™

Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negare/Daorah ini menganut pendapat bahwa kredit
bermasalah vang dimiliki gleh BUMN merupakan piutang yang dimiliki oleh
negara dan cara penyelesaisnnys dilakekan memuut UU No. 49 Prp Tahun 1960
Tentang Panthia Urusan Piutang Negara..

2,1.6. Peraturan Pemerintek Nowmor 33 Tahun 2086 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tafta Cara
Penghapusan Pinfang Negara/Dacrak

Persturan Pemerintah Nomor 33 Tahug 2005 ind mesupakan perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nosnor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghepusan
Piutang Negara/Deersh. I dalam Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

 thidasal 19,
™ i, Penjelasan Pasal 19,
8 thid, Pasal 20,
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ini menghapus pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Momor 14 Tehun 2005
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Dlengen muncolnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini
maka pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Tata
Cara Penghapusan Plutang Nepera/Daerah ini dihaposkan. Hal ini bisa dilihat di
dalam pasal | Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ysng berbunyi
sebagal berikut:

“Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cam
Penghapusan Piutang Negara/Daereh dihapus,”™

Hal ini membawa dampak-dampak sehapai berikut:

1. Kredit bermasalah vang dimiliki oleh bank BUMN bukanlah
merupakan piutang dari negara

2. Pengurusan kredit bermasalah bank BUMN bukan lagi ditangand
aleh PUPN

Di dalam pasal 2 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahan 2006
menyatakan bahwa:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Penguwrusan Piuteng Perusahass Negara/Daerah onfuk
selanjutnya  dilakukan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku di bidang Perseronn
Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan
pelaksanazannya.

2. Pengurusan Plutang Perusshaan Negara/Daerah yang telah
discrahken kepade Panitia Urusan Piutang Megarz c.q.
Direktoral Jenderal Piutang dan Lelang Negarg das usul
penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah
diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direkfur
Jenderal Piutang dan Lelang Negara tefap dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Plutang Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentung Tata Cara

™ Indonesia (k). Peraturan Pemerintah No. 33 Tehun 2066 Tenlang Tentang Perubakion
Ataz Paraturan Pemeriniph Nomor 14 Takun 2005 Tenang Tote Cora Penghapusan Piatang
Negara /Daerah Lembaran Negara Republik indonesia Talun 2008 Nomor 83 Tambahen
Lemboran Negora Republik indonesia Nomor 48353, Pasal 1.
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Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan
pelaksanaannya.™

PP ini dengan jelas memberikan peniclasan bahwas piutang yang dimiliki
oleh BUMN itu diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang perseroan terbatas dan BUMN. Ketika dibilang dalams PP ini bahwa
yang berlaku adslah perundang-undangan persercan terbatas maka sudah jelasiah
bahwa posisi kredit bermasalah BUMN ini bukanlah merupakan piutang negarg,
Ketika Bank BUMN mengeluarkan suatu keedit kepada nasababnya maeka kredit
bermasalah yang dimiliki oleh bank BUMN bukanlah merspakan piutang negara.

Dengan demikian Persturan Pemerintah  Nomor 33 Tabun 2006 Tentang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2008 Tentang Tata Cara
Penghapusen Piutang Negara/Daerah mengatur bahwa keusngan vang dimilikd
oleh bank BUMN bukan merupakan bagisn deri keusngan negara dan kredit
bermasalah yang dimiliki oleh bask BUMN bukanish merupakan plutang negara.
Peagelolaan kredit bermasalsh bank BUMN barus didasarkan kepads persturan
perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dalam hal inf adalah Ul No, 40
Tahun 2067 Temang Perseroan Terbatas,

2.1.7. Keputusan-Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia

2111, Keputosan  Menieri  Keuaugaes  Republik  Indonesia
Nemor: 61/KMEK.08/2602 Tentang Panitia Urnsan Piufang Negars

Di dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur mengenal panitia
urusan piutang negara, Hal-hal yang diatur oleh Keputusan Menteri kevangan ini
adalah:

1. Tugas dan wewenang PUPN

. Organisgasi

. Pengangkatan dan pemberhentian
. Sumpah jabatan

2
3
4
5. Penunjukan pengangkatan pengganii ketus PUPN

™ fhid. Pasel 2 ayat (1)
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6. Tatakega
7. Pembiayaan

Di dalam pasal 1 angka 6 Keputusan menteri Keuangan inf juge dijelaskan
mengenai definisi dari piutang negars ysit

“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
negare atay badan-badan yang baik secara langsung maupun
tidak langsung dikuasai oleh negam, berdasarkan suate peraturan,
perjanjian atau sebab apapun.”’

Dari definisi piutang negara tersebut dapat dilibat bahwa pintang negara
ini melingkupi piutang yang harus dibayar kepada negara dan  badan-badan yang
baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasal olch negara. Badan-badan
yang baik secars fangsung maupun fidak langsung dikuasai oleh negars ini
menujuk kepada BUMN dan hal xm sesuai dengan definisi dari BUMN itu sendin,

Dari penjelasan di ates menunjukan bahwa Keputusan Menteri Keuangan
ini dengan jelas menegaskan babwa kredit bermasalah yung dimiliki oleh bank
BUMN merapekan piutang negara. Dengan demikian kredit bermasalah yang
dimiliki oleh bank BUMN adalah piutang negars mesurut Keputusan Menter
Keuangan Republk Indonesia Nomor: 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan
Piutang Negam.

2.1.7.2, Kepatusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 301/KMK
01/2602 Tentang Pengurussn Piutnng Negara Kredit Perumabhan Bank
Tabungan Negara

Keputusan Menteri keuzangan ini mengatur mengenai pengurusan piutang
negara kredit perumahan Bank Tabungan Negara. Hal-hal vang diater di datam
keputusan menteri kevangan ini adaleh:

. Ruang lingkup meliputi KP-BTN dengan jumlah kredit yang diberikan
paling banyak Rp 350,000.000,00 {tiga ratus lima puluh juta rupiah)
2. Penyerahan piutang negara

bl

Indonssia  €1).  Kepufusan  Memeri  Keuangan  Republik  Indomesio
Nomor: GEFKMK 0872002 Tentang Panitia Urusen Piwtang Negmra, Pasal ¥ angis 6.
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3, Pembebanan

4. Pelunasan funggakan

5. Pernyataan bersama dan penctapan jumlah piutang negara

6. penarikan

7. penyerahan kembali

Keputusan Menteni Keuénga:z ini menunjukan dengan sangat jelas bahwa

plutang negara itu meliputi kredit bermasalak bank BUMN dalam hal ini
khususnya Pank Tabungan Negara. Hal ini terlibat dengan jelas di dalam judul
dari Keputusan Menteri Kevangan yaite “Pesgurusan Piutang Negara Kredit
Perumahan Bank Tabungan Negars”.”?

2.1.7.3. Keputusan Menteri Kenangan Republik Indonesin Nomeor: 302/KMK
01/2602 Tentang Pemberian Pertimbanpan Atas Usat Penghapusan Pintang
Megarn Yaag Berasal Dari Instasnsi Pemerintah Atau Lembaga Negara

Keputusan Menteri Kepangan ini mengatur mengenal pemberian
pertimbangan atas usul penghapusan piviang negara vang berasal dari instansi
pemerintah atag kembaga negara. Hal-hal yang diatur di delamn Keputusan Menteri
Keuangan ini adalsh:

Obiek penghapusan

Penyershan piutang negare

Penelitian dokumen

Penelitian Lapangan

Pertimbangan atas usul penghapusbukuan
Pemberian pertimbangan atas usul penghapustagihan
Persetujuan atau penolakan penghapusan

el A ol T

¥ mdonesia {m). Keputosan Menteri Keusngan Republik Indonesia Nomor: 301/KME
032002 Tentang Peogurusan Pioteng Negara Kredit Perumehan Bank Tabungan Negara. Judul.

iInivarsifas Indonesia
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Di dalam pasel I anpka 1 Keputusan Menteri kevangan ini diatur juga
mengenai definisi dari piutang negara yaitu;

“Piutang negara menuryt Keputusan Menteri Kevangan ini adalah
jumlah vang yang waiib dibayar kepads negare atau badan-badan
vang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh
negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjizn atsu sehab apapun.™™

Dari definisi mengenai piutang negara di atas dapat diketahui bahwa
Menteri Kevangan mengakui bahwa piuitang yang berasal dari badan-badan vang
baik secara langsung rusupun tidak langsung dikuaesat oleh negars ind merupakan
piutang negara. Sebagaimana telah diketshul bahwa dari badun-badan yang baik
secara langsung maupun tidak langseng dikuasai oleh negsra ini menunjuk kepada
BUMN. Denpgen demikian Keputusan Menteri Keuangan ini menunjukan bahwa
kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank BUMN adalah piutang negara.

Dari penjelasan-penielasan peraturan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa ada 2 bush pendspat yakni pendapat bahwa kredit bermasalah Bank
BUMN adalab piutang pegara dan pendapat yang menunjukan bahwa kredit
bermasalah Bank BUMMN bokan pietang negars. Kedua pendapat tersebut dapat
dirsngkum di dalam tabel berikut ini,

’* tndonesia (n). Keputusan Menteri Kewangan Repubiik Indonesia Nomor: 302KMK
0172002 Tentong Pemberion Pertlmbangan Atas Cisul Perghagson Piutang Negmra Yang
Berasal Dari Instunsi Pemeriniah Atau Lembage Negora. Pasal 1 angka §,
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Kredit Bermasalah Bank BUMN
Adalsh Pivtang Negara

Kredit Bermasalsh Bank BUMN
Bukanlah Platang Negara

. Undang-Undang No. 49 Tahun
1960 Tenteng Panitia
Piutang Negara

. Undang-Undang No 17 Tahun 2003
Tentang Keuvangan Negar

. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun
2005 Temtang Tata Cara
Penghapusan piutang
Negara/Dagrah

. Keputusan Menten
Republik

Nomor: 61/KME.08/2002 Tentang
Panitia Urusan Piutang Negara
Keuvangan

Urusan

Kevangan
Indonesia

. Keputusan  Menteri
Republik  Indonesin  Nomor:
V/KME. - G12002  Tentang
Pengurusan Plutang Negara Kredit
Perumahan Bank Tebungan Negara
. Keputusan Menterd  Keuangan
Republik  Indonesia
302EKNMK - B12002

Pemberian Periimbangan Atas Usul

Nomorn:

Penghapusan Piatang Negara Yang
Berasal Dari Instansi Pemerintah
Atau Lembaga Negara

. Undang-Undang No.

. Undang-Undanig No 19 Tahun

. Peraturan Pemerintsh  Nomor 33

Tentang |

I Tahun
2004 Tentang Perbendsharaan
Nepgara

2003 Tentang Badlan Usaha Milik
Megara

Tzhun 2006 Tentang Perubahen
Alas Peratursn Penmeriotah Nomor

14 Tahun 2065 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang
Negara/Daerah

Universiias (ndonesia
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2.2 Pendapat Mengenai Status Hukom Kredit Bermasslah Bank BUMN
Ditisjau Dari Sudut Sistem Hukam

Menurut Friedman, pada prinsipaya ada tiga komponen sistem hukum
dalam suatu negara, yaitu;
1. struktur tructure)
2. substansi (substance)
3. budaya hukure (legal culiure}

2.2.1 Stroktur Hakum

Struktur merupakan komponen perfama. Friedman berpendapat sebagai
berikut.
“The siructure of o legal system consists of elemens of thia
kind: the member and size of cowrts) their jursdivtion (thas is ,
what &ind; of cases they hear, and whyl; and modes of appeal
Jfrom one court fo amother. Structure olsp means how the
legislatur is orgamized, how many mermbers sit on the Federal
Irade Commission, whot a president con (legaily} do or nof
do, what procedures the police department foliows, and so on
Struciure, in o way, is a kind of cross section of legal system —
a kind of still photograph, which freezes the action.™”

Dari pendapat fersebut, struktur dari sistern hukum ferdin dari unsur-
unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya serta cara banding dari
satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem hukorn terus berubah, namun
bagian-bagian sistem ite berubah dalam kecepatan vang berbeda dan setisp
bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada polz jangka
panjang yang berkesinambungan aspek sistemn yang berada di sini kemarin
(atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka
panjang. Inilsh struktur sistem hukum-kerangka atan rangkanys, bagian

* Lawrence M. Friedman, dmerican Law {London: W.W. Norton & Comypany, 1984),
Hal, 7
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yang tetap berishan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan
terhadap keseluruhan.*®

Bila kita menggunskan struktur hukum ini uptuk memperbandingkan
antara BUMN dengan perseroan biasa, maka perbandingan tersebut dapat
dilihat di dalam tabel Ji bawah ini,

BUMN (Persero) Perseroan Terbatas
Pengadilan Negeri untuk kasus Pengadilan Negeri untuk kasus
selain kepailitan dan HAKI selain kepailitan dan HAKI
Pengadilan Niaga untuk kasus Pengadilan Niaga untuk kasus
kepailitan dan HAKI kepailitan dan HAKI

Pengadilan negeri merupskan pengadilan sehari-hari biasa untuk sepala
peaduduk vang mempunyal wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam
peredilan tingkat perfama segale pekars perdate dan pidana  (Pasal § ayat 3a
Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 195).%

Undang-Undang Pedoman 19 tahun 1964, Lembaran Negara nomor 107
tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasazn Kehskiman, berlaku
tanggal 31 Oktober 1964, maka pemadilan Negara Republik Indonesis
menjafankan dan meleksanaskan hukum yang mempunyai fungsi pengavoman,
yang dilaksanakan dalam lingkungen

o Peradilan Umum;
¢ Peradilan Agama
s Peradilan Militer,
e Peradilan Tats Usaha Negara

% fbid. Hal. 7.

1 Eman Suparman. Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan
Sengkela Komersied, hipifresources.unpad.ac.idunpadeontent/uploads/publikast dosen/ZA%20
Kompetensi-PN-Bergeser.pdf, diunduh pada tanggel 5 Qktober 2009,

82 Depariemen  Hukum  dan Hak  Asasi  Maausia  RI Sejarab
htipfiwerw.depkumham.go.idd  xdepkumbamweb/  xdeniengkamifsejarshobhim.  Dianduk  pada
tengeal 5 Oktober 2009,
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Pada lingkungan Peradilan Umum berdasarksn Undang-Undang Nomor
13 tahus 1965. Lembaran Negarm Nomor 70 tahun 1965 mencgaskan bahwa
Kekuasaan Kehakiman dalam Hingkungan Peradilan Umwn dileksanakan oleh:®

o Mahkamah Agung;
o Pengadilan Tinggi;
o Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 167
fahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai
Iagi dengan keadaan, maka dikeluarkan Undang-Urdang Nomor 14 tahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakisan dan mulai berlakn
tanggal 17 Desember 1970 yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman sdalah
Kekuasaan yang Merdeka, dilaksanakan oleh : ®

» Peradilan Umam;
+ Peradilan Agama;
o Poradilan Militer;
« Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam Undang-Updang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dischutkan bahwa Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ditakukan
oleh sebuah Mahkamaly Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam linglkungan peradilan smum, lingkusgen peradilas agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungao peradilan fata usaha negars, dan oleh scbuah
Mahkamah Konstitusi®

Pada 22 April 1998 pemerintah menelapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 fshun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Kepailitan yang kemudian disabkan menjadi Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan {selanjutnys UUK) pada 24 Juli 1998,

™ thid.

® Ibid.

¥ Indonesia (o). Undang-Undang Republik Indomesia No. 4 Tahun 2004 Tesvarg
Rekuasuan Kehokiman Lembaran Negara Tofwn 2004 Nomor § Tambahan Lembaron Negora
Nomor 4358, Pasel 2,

Undvergitas Indonesia
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VUK merupakan penyempurnaan dari Failissement Verordening Staatsblad tahun
1908 Nomor 217 jo. Staatsblad tahun 1506 No. 384, UUK diharapkan menjadi
sarana efekiif vang dapat digunakanp secara cepat schagai landasan penyelesaian
utang pintang.™

Sampai saaf ini, ada dua masaleh dan dua UU yang mengatur tentang
penunjukan Pengadilan Niaga scbagai lembaga penyelesaian senghkets, yaitu UU
tentang Kepailitan dan paket UU tentang HaK1"

Dari sejarah pengadilan negeni di atas sesuai dengan {eori Friedman
mengenai struktur hukum yang tidak mudsh berubah (kalaupun berubah dalam
kecepatan yang berbeda dengan sisiem bukum). Dari sejarab pengadilan negeri
yang panjang hingga ke UU No 4 Tahun 2004, pengadilan negeri tetap ada untuk

~menangani perkara perdata dan pidana dengan komposisi hakim terdiri dari 3
orang. Pengajuan banding dilakukan di Pengadilan Tinggi dan pengajuan Kasasi
dilakukan di Makamah Agung. Di dalam pengadilan niaga baru ditarbahkan pada
tahun 1998 setelah sekian lama pengadilan dalam bentuk yang same. Pengadilan
niaga berwenang unfuk menangani perkara kepailitan dan HAKT,

Dari Tabel di atas menunjukan bahwa BUMN dan persercan memilici
kesamansn di dalam stroketor hukumnyva, Hal ind dapat dimengertt bshwa BUMN
ity sendiri delam pembinaan dan peagelolaennya didasarkan pada prinsip-prinsip
perusshasn yang sehat ™ BUMN ity diperlakukan sama seperfi peruszhaan biasa
sehingen dalam penyeleseian masalshnya jugs menggunaken struktsr hukum yang
sama.

2.2.2 Substanst Hukam

Komponen kedus dari sisten hukum Friedman adalah  substansi
{substance). Fricdman moengatakan sebagai berikut.:
“Another aspect of the legal system is ity substance. By this is meant

the actual rules, norms, and behaviour patlerns of people inside the

¥ Direktorat Hokum dan Hek Asasi Manusia, Ehksistensi pengadilon riags dan
perkembangannya  dalom  era  globalisasi.  www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2508,
Diunduh oada tanggal 5 Oktober 2008.

Y 1bid.

* Indonesta (a). Op. Cit. Penjelusan pasel 4 ayst (1),

Univarsiias indonasis
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system.... Substance also means the “product™ that people within the
legal systens mumufactirer — the decisions they fwrm out, the new rules
they contrive. hid

Yang dimaksud dengan substansl menurut Friedman adslah peraturan-
perafuran yeng nvatd, norma<porma yang ada dan pola toagkah lake dan
masyaraket yang berada dalam sistem hukum itu sendiri.

Bila komponen substansi ity kita hubungan dengan perbandingan BUMN
dengan perseroan maka perbandingannya dapat dilihat di dalam tabel berikat ind.

BUMN {Persere) Persercan Terbatas
Persero: U No, 40 Tahun 2007 Tentang
1. UU NMo. 19 Tahun 2003 Tentang Persercan Terbatas
BUMN
2.UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas

Di dalam persero BUMN selzin berlake UU BUMN jugs berlaku UU
Perseroan Terbatas, Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 11 VAT No, 19 Takuen 2003
Tentaog BUMN vang berbunyic

*Terhadap Persero berlaku sepala ketentusn dan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi perseroan ferbatas sebagaimana distur dalem
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perseroan
Terbatas.”

Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tolsk digantikan dengan 1JU No. 40
Tahun 2007 Tenteng Perseroan Terbatas.

Dari tabel di ates dapst dilihat bahwa adanya persamazn astare BUMN
dengan perseroan dalam hal substansi bukum yaitu sama-sama menggunakan UL
Ko. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Perbedaannya adalah untuk persero den perum selain menggunakan UL Mo,
40 Tahun 2007 Tentang Perscrosn Terbatas, jups menggunakan UU No. 19 Tahun

2y swrence M. Friedman, Op.Cit. Hal, 7.
* fndonesis (8). Op.Cir. Pasal 11,

Universitas indonagia
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2003 Tentang BUMN, Untuk perseroan hanya menggunakan UU No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas. Khusus untuk perum, di dalam perdirian,
pembinaan, pengurusan dan pengawasan difetapkan di dalam  persturan
pemerintah sedangkan di dalam pengelolaanya tetap menggunakan UU No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbutas.

2.2.3 Budays Hokum

Komponen vang ketiga adalah budays hukum, Berkaitan dengan budaya
hukum ini Friedman menyatskan sebagsi berikut,
“And thiz brings us to the third compenent of legal system, which is in
some ways, the least obvious: the legal cultwre. By this we mean
people’s attitudes toward law and the legal system ~ their beliefy,
values, ideas, and expeciations. In other words, it is that part of the
general culture which concerns the legal system. "

Dalam hal ini, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah sikap
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu yang berkeiten dengan
kepercayasan, nilsi-nilai, pikiran-pikitan, dan harapan-harapan mereka, Dengan
kata Iain budaya hukum adalgh suasana pikiran sosial, dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunskan, dihindari atau disalshgunakan, Tanga
budaya hukum sistern hukum it sendiri tidak akan berdaya — seperti ikan mati
yang terkapar di keranjang, bukan seperti tkan hidup vang berenang di lsutnya.™

Perhandingan anfara BUMN dengan persercan apabila ditinjsu dalam
budays hukum dapat dilihat di dalem tabel bedkut ini. Perbandingan ini akan
menggunakan status direksi sebagat tolak ukur perbandingannya.

" it Hal 8.
" thid,
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BUMN (Persero)

Persercan Terbatas

Kedudukan Direksi sebagal  organ
Persero shrategis dalam  mengorus
perusahaan guna mencapai maksud dan
tujuan perusahaan untuk  mengisi
jabatan tersebut diperlukan calon-calon
anggota direksi yang mempuayal
keahlian, intepritas, keinjuran,
kepemimpinan, pengalaman, perilal
vang baik, dan dedikasi yang tinggi,
serta mempunyai visi penpembangsn
perusahean. Unfuk memperoleh calon-
calon anggota Dirgksi vang terbaik,
diperluken  seleksi  melalui  yji
kelayakan dan kepatutan (fit and proper
test) yang dilakukan secara teansparan,
profesional,  mandiri  dan  dapat
dipertanggumgiawabkan

Direksi  berwenang  menjalankan
pengurusan sesuai dengan kebijakan
vang dipandang tepat yaits kebijakan
yvang, antara lain didasarkan pada
keahlian, peluang yang terscdia, dan
kelaziman dalam duniz usaha vang
sejenis.

Yang dapat dianpkat menjadi angpota
Direksi adalah orang perseorangan
yang cakap melakukan perbuatan
hukum, kecnali dalam waktu § (Jima)
tahun  sebelum  pengangkatannya
pernah;

a. dinyatzakan pailit;

b. menjadi snggota Direksi atas
angsota  Dewan Komisaris  vang
dinyatakan bersaleh  menyebabkan
suaty Perseroan  dinyatekan pailit;
atay

¢. dibukum karena melakukan tindak
pidana  yang merugikan  kenangan
negara  danfataw vang  berkaitan
dengan sektor keuangan,

Di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dijelagkan

buhwat
“Pengangkatan  dircksi

berdasarkan  pertiimbengan  keshlian,

integritas, kepemimpiran, pengalaman, jujur, perfiaku yang batk,
serta deiigmsi yang tingpt untuk memajukan dan wengembangkan

Persere.”

D1 datam Pasat 16 ayat (2) mengenal pengangkatan anggota-angpota direksi

berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekenisme uji

kelayakan dan kepatutan,’”*

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang
ditunjuk cleh Menteri selaku RUPS dalam hal sclaruh sabamnya dimiliki oleh

¥ Ibid. Pasal 16 ayat (1},
* thid. Pasal 16 ayat {2}
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negars, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian
sahamnya dimiliki oleh nepara, khusus bagi Direksi yang mewskili unsur
pemerintah. Angpota-anggots tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuki
kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha
BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of
interest) dengan calon anggota direkst yang bersanghkutan dan memiliki integritas
serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pule menunjuk lembaga profesionsl
yang independen untuk melakukan ujt kelayakan dan kepatutan terbadap calon-
calon anggota dircksi Persern.”

Di dalam perseroan yang distur dalam Pasal 92 ayat (2 Undang-Undang
No 40 Tahun 2007 Tentang Porseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut

“Direkst berwenang menjalankan pepgurossn  sebagaimana
dimaksnd pada pyat (1) sesual dengan kebijakan yang dipandang
tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini
dan/atao anggaran dasar. ™

Di dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2} Undang-Undang No 44 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kebijskan yang dipandang tepat” adalsh
kebijakan yang antara lein didasarkan pada keahlian, paleang yang
tersedia dab kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis™’

Persyaratan lain vang ditefapkan di dalam Pasal 93 ayat (1) Usdang-
Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perscroan Terbatas mengensi pongangkatan
direksi ditetapkan balrwa:

“Yang dapat ciangkat menjadi anggota Direksi adalah orang

perseorangan yang cakap meiakukan perbuatan hukum, kecwali

dalam waktn 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Dincksi atau anggofa Dewan Komdgaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suata Perseroan
dinvatakan pailit;

¢. dihukum karena melakokan tindak pidana vang merugikan
keuzngan nogara danfatau yang berkaitan dengan sektor
keuangan ™"

*® bid. Penjolasan Pasal 16 ayat (3).

% Indonesia (B).0p. O, Pasal 92 wyst (3.
¥ Ihid. Penjelosa Pesal 92 eyat (.

% fbid. Pasal, 93.
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Dari perbandingan di ates mengenai BUMN (persero) dan perseroan dalam
hal pengangkaetan direksi diperfuken orang yang mempunyei kezhlian di
bidangnya. rapat umum pemegang saham mempunyai kepercayaan kepada hikum
sebagal bentuk suatu budaya hukum deagan mengangkat direksi yang mempunyai
persyarataa seperti yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. i
fain pihak sebagai calon direksi maka akan berusaha untuk memenuli persyamtan
yang diminta oleh peraturan perundang-undangan. Baik pemiliban direksi di
BUMN (Persero) dan persercan memiliki kesamazn yaitu diperiukan direksi yang
memiliki keahlian di dalam memimpin dengan mengutamakan kejujuran, dedikasi
yang tinggi, seria mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Dari ketige buah komponen sistemn hukum Friedman dapat difikat bahwa
antara BUMN (Persero) dengan perseroan memiliki banysk kesamaan dan
perbedaan, Perbedaan aptara BUMN (Persero} dengen perseroan ferletak di
subtansi dimana BUMN menggunakan [JU Ne. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
selain juga menggunakan U1 no. 40 Tahun 2007 Tenteng Persercan Terbatas, Di
sini dapat terlihat bahwa antara BUMN dan persercan memiliki banyak
persamaan-persamaan,

Dengan demikian seperti halnys perseroan, ketike BUMN memiliki sebush
pintang tmeka pivtung terschut bukaniah merupskan pilutasg negura. Pintang
BUMN dimiliki oleh BUMN dan tidak ada hubungannya dengan keusngen
negara,

Universitas Indonasia
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BAB I
KEUANGAN NEGARA

3.1 Pengeriian Kenangan Negara

Penigertian keuangan negara mevupakan susty istilab yang hingga saat ini
masih menjadi suafu perdebatan,

Harun Al Kasid dalam memberiken pengertian keusngan negara
sebagaimana pertama kali dipakai di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen)
pagal 23 ayst 4 dan 5 menpggunakan 3 buah penafsiran. Pensfsiran-penafiivan
tersebut adalah:™

1. PenafSiran menurut tata bahasa (grammaricale interpretatie). Awalan “ke”
dan skhiran “an” yang ditambahkan pada kata vang itu maksudnya jalsh
segala sespatu yang bertalian dengan uvang,. Pengertian ini tenfu saja terlatu
fuas sehinggs #idak memberikan kepastian, bahkas dapat menimbulkan
kesulitan baik yang mefakukan pemeriiksasn vaity Badan Pemeriksa
Keuvangan {(BPK), maupun bagi yang memberikan tanggung jawab yaitu
pemerintah,

2. Penafsiran menurot sejarab (historiche interpretatie). Belian menemukan
ketentuan dalam “Indische Staatsregeling” dalam bab empat pasal 117,
Hnglamgan keija {werkkring) Algemene Rekerkamer waitu mengenai
kontesl  terhadap pelsksanaananggaran dacat kita temukan  dalem
kepustakaan Hindia Belanda,

3. Penafsican menrot fwjuan  kaideh hkum dimeksud (releologische
imerpreiatie). Tugas Badan Pemeriksg Keuangan dalam memerikse
tanggung iawab pemerintah tentang keuangan negara dihvbungkan dengan
APBN yang sudah disetuiui oleh Dewan Perwakilan rakyat, kepada siapa
badan tersebut harus memberiktahukan basil pemeriksaanya, agar
diketahui apakah pemcrintab teizh melaksanakon bujet sebagaimana

mestinya,

# Arifin P Soeris Atmadia {1). Op. Cit. hal, 2-4.
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Albasil istilah “kevangan negara” yang tercantum di dalam UUD 1945
{sebelum amandemen) pasal 23 ayat (5) harus diartikan secara reskirikdif vaitu
mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negars. Perlu dicatat
tidak tertutup kemungkinan adanya svatu perstan perundang-ndangan yang
menugaskan kepada Badan Pemeriksa Keuvangan untuk memeriksa keuangan
badan hukum yang lain dari negara,'®

Menurut H. Yusuf L. Indradews kenangan negars yang dimaksed dalam
pasal 23 ayat (5) UUD 1943 (sebelum amandemen) adaleh keuengan negars yang
dikaitkan dengan tanggung jawsh pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Oleh
sebab itu pengertian kevangan negara dalam ayat (5) tidek mungkin mencakup
keuangan dserah dan keuangan perusahasn-perusahsan,’”’

Seperii felah dikemukakan di atas, perusahaan pegara (fermasuk bank
milik negera dan perussbaan negava lainnya yang didirikes dengan undang-
undang) yang dibentuk dengan kekayaan neparg dipisahkan adalah badan hukum
sendiri sehingga mempunyal kekayasn sendiri. Keuangan badan usaha segnra
seperti fu bukanlah keusngan nepara. oleh karena ity utang badan usahe negara
yang mempunyai kekayaan sendiri yaug terpisah dari kekaysan negare, demikian
Juga utang daerah olonom secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada negara.'®

Dengan mengambil ramusan yang diberikan dslam pasal 23 ayat (5) UUD
1945 (sebelum amandemen) yang secara toges menvatakan bahwa APBN harus
ditetapkan dengan undang-undang den remusan pasal 23 ayat (4) UUD {gebelum
amandenen ketiga UUD 1945) yang menetspkan bahwa dalam hal keusngan
negara lainnya barus diatur dengan undang-undang, Hamid Attamimi berpendapat
bahwa kedua hal terschut (anggaran dan keuangan negara) haruslah merupakan
dua hal yang berbeda. Olek karena jika merupaken hal yang sarma maka tentunys
tidak perlu diatur di dalam dus ayat yang berbeda. Ini berarti penafsiran yang
kedua ini, keuangan negara ddak hanya bersumber dari APBN saja, akan fetapi

190 rbid, hal. 4.
M raid, hal, 41,
W i Wal. 34,
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meliputi keuangsn negara yang berasal dari APBD, BUMN maupu BUMID vang
pada hakekatnys selurub harts kekayaan negara merupakan kevangan negara.’™

Menurut Arifin P. Sceria Atmadia, definisi keuangan negara bersifat
plastis, tergantung kepada sudut pandang schingga apabila berbicara keuangan
negara dari sudur pemerintb, yang dimaksed kevangan negara adalah APBNM.
Sementars itu apabila berbicara keuangan pegara di sudut pemerintah daecrah,
yang dimaksud denpan keuangan negera adalah APBD, demikian seterusnya
dengan Perjan, PN-PN msupun Perum atau dengan perkataan lain definisi
kepangan negars dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada
Perjen, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sementara itn, definisi keuangan negara
dalam arii sempit, hanya meliputi setiap badan hukum vang bewenang mengelola
dan mempertanggungjawabkannya,'**

Demikian pula apabila kenangan negara itu ditinjau dari ruang hogkup
pemeriksaan sebagaimana tersebut pasal 2 Undang-Undang Nomor § Tahun 1973,
pengertian kenangan negara tersebut ditinjau dari sudut pengurusan den tanggung
jawab pemerintah sebagaimenn yang dimaksud ketentzan Pasal 23 ayat (3) UUD
1945 (sebelum amandemen), pengertian keuangan negara terschut adalah dalam
arti sempit, yaitu hanya APBN.'™

Bohari mengatakan bahws pengerBian keuangan nogara mempunyai ark
vang berbeda tergantung sudut mana kita melibatoya. Iimu keuangan negara dapat
didekati dari berbagsi sudut pendekaisn, misalnya sudut ekonomi, sudut fmy
politik dap sudut ilmom hukum. Secara umum dapat diksiakeo bahwa fmu
keuangap negars adaleh ilmu yang mempelajari soal-soal pembelanjean dard
rumeh fanges negars, vang fermasuk ilmu ekonomi dan juga kefeptuan dalam
Tambahan Lembaran Negara (TLN 1776) menyatskan: Dengan keuangan negarz
tidak hanys dimaksad wang negara, tetapi selumuh kekaysan negara, termasvk di
dalamnya segala bagian harta milik kekayasn ifu dan segala hak dan kewajiban
yang timbul kerenanya baik kekayaan itu berada dalam pengurusan pada pejabat-
pejabat atan lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun

93 Gunawan Widjaia Pengelotaan Harta Kekeyamm Negera Suatu Tinjauan Yudiridis.
{Jakara:PT Rajugrafindo Persada, 2002}, Hal., 8.

"™ tbid. bal, 8.

% Ibid.
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penguasarn dan pengurusan bapk-bank pemerintah, yayasan perneriniah dengan
status hukum publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan negara dan
perusabaan-perusahaan di mang pemerintah mempunyai kepentingen khusus
dalam penguasaan dan pengurusan pikak lain mavpun berdasarkan perjaniian dan
penyertaan (partisipssi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah,’®

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilibat luasnya arti kevangan negara
ini yaitu meliputi hak milik negara atay kekayan negarn, yang terdiri dari hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan usng apabila hak dan kewajiban itu
dileksanskan, Semua hek dan kewsjiban yang dapat dinilai dengan uang dan
segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang vang dapat difadikan milik
negars, berhubungsn dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.'”

Menurnt Nisjar. 8 kevangan negara jalzh semus hak yang dapat dinilai
dengan vang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa ueng maupun barang)
yang dapat dijadikan milik negars berhubung dengan hak-hak tersebut.'?

Memurut Ibnu Syamsi, keuangan negara sesunpguhuya mempunyai arti
Tuas yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan
semata-mata terdiri dari hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban
tersebut bary dapat dinilai dengan vang apabila dilaksanskan, Sehingga rumusan
pengertian keuanpan negara adalah semua hak den kewaiiban vang dapat dinilai
dengan uang, demikian pula sepela sesvatu {baik uwang mavpun barang) vasg
meniadi keknyasn negara berbubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut,'®

Menurut Van Der Kamp, di jaman sebelum kedaulatan “keuangan™
diartikan sebagai gelmiddelen yaitu:''®

“al de rechten die cen geld swaarde veriegemwoordegen zoomede ol
hetgeen fanm gelden goed 1enge voige van die rechten is verireger?”

Suatu pengertian yang dikemukakan oleh Van Der Kamp di atas jugs
memberikan pengertian yang luas bahwa kevangan (geldmiddeler) meliputi
semua hak yang dapat dinilai dengan vang, demikian pula segala sesvatu (baik

"% Bohari, Hukum Anggaran Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995). Hal, 8,
Y97 thid, Hat. 9.

"% Yuswar Zainul Basti dan Mulyadi Subrl.Op Cit. Hal. 1.
30 Ib f‘d

10 B ohari. Op.Cit. Hal. 3.
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berupa uang ataupus barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan

dengan hak-hak tersebut.

i1

Hak-hak negara dapat dinilei dengan vang antara lain:' ™

i

Hak neparas menarik sgjumiah vang stsu bamng tortentn dari
penduduk negara yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan
perundang-undangan, tanpa memberi imbalan sccars langsung
kepada orang yaog bersangkutan. Bentuk-bentuk penarikan dana
ini dilakukan berbagai bentuk, seperti pajak, bex cukal, retribusi
dan sebagainya. Dengan bentuk-bentuk penarikan sebagian
kekayaan penduduk ini (pajak, bea cukai dan sebagainya), negara
memperoich peneriniaan vang menjadi miliknya untuk membiayal
tugas negara,

Hsk negara {monopoll} mencetak uang (logan atsu kertss) dan
menentukan uang sebagai alat tukar dalam masyarakat

. Hak nepara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada penduduk

negara (obligasi, sanering uang, devaluasi nilai vang),

Hak negara untuk teritorial darat, laut dan udata serla segala
kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber
yang hesar datars penggunsanya dapat dinilat dengan vang

Di samping hak tersshut, ferdapatiab kewajiban-kewsaijiban negara yang

Jjuge dapat dinilai dengan uang, misalnya:

i3

1. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara untuk kepentingan

umurn (rmasyurakat)

« Pemeliharaan keamanan dan ketertiban

e Pembuatan, pemeliharaan jalan-ialan rays, pelabohan dan
pangkalan udara

+ Pembangunan gedunp-gedung sekolah, rumah sakit

e Pembuatan dan pemelibarean pengairan

s Pembangunan pemeliharsan  alat  perhubungan  (pos,
telepon dan sebagainya)

14

1.

"2 1bid. hal. 9.
VP thid, hal. 10.
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2. Kewajiban membayar atas hak tagihan dari pihak-pihak yang
melakukan sesuafu atan perjanjian dengan pemerintah misalnya
pembelian  barang-bareng  untuk  keperiuan  pemerintah,
pembangunan gedung pemerintab dan sebagainya.

Menurut pasat 1 angka 1 ¥Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara berbunyi sehagai berikut; 1

“Keuangan negara adalsh semua hak dan kewsjiban negara yang dapet
dinilai dengan vang, seria segala sesuaty baik berupa vang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewsjiban tersebut.”

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksa Kenangan berbunyi sebagal berikut: 2

“Keuangan Negara adalsh semoea hek dan kewaiiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu bajk berups uang maupun berspa
barang yang dapat dijsdikan milik negara berhubong dengan pelaksansan
hak dan kewajiban tersebat.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Teniang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dimaksudkan wntuk menggantikan Undangaundang Nomor 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Konipsi, yang diharapkan
mampu  memenuhi  dan  mengantisipasi perkembangan kebutuhan  hukum
masyarekat dalam mngka mencegsh dan memberantss secara lebih afektif setiap
bentik tindak pidans korupsi yang sangat merugikes keuanpan negara atan
perekonomian negara pada khususnya serta masysrekat pada umumnya.
Keuangan negara yang dimaksud adalah soluruh kekayaan negars dalam bentuk
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :'*

{a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

1 1ndonesia {d}. Op.Ci. paso] | unpkn 1.

5 radonesia (g). Op. Cir.Pasal 1 angka 7,

Y8 tndanesia (p). Undang-Undang Republik Indonesia No, 3/ Fohun 1999 Temang
Pemberantasun Tindak Pidana Koropsi Lembnran Negera Tohun 1999 Komor 140 Tambahan
Lemburon Negara Nemor 3874. Peniclasan.
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(b} Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan
Usahs Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,
dan perusshaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang
menyertakan modal pibak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargean atsupun usaha masyarakat secara mandiri yang
didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di
daerah sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku  yang bcrtujﬁm memberikan manfaat, kemnakmuran,  dan
kescjahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Definisi mengenai kevangan negara sampai sekarang belum terjawab dan
tidak ada definisi yaog pasti hingga sekarang, Hal ini dapat dilihat di dalary surat
menteri kewangan kepada sekretaris negara pada tanggal 29 Pebuari 1980 Nomor
§-192/MK. 07/1980 mengenal pengertian keuangan negara. Namun hingga saat ini
sekretaris negara tidak pemah ;neiz}awab definist kevangan negara kepada menteri
kevangan. Sekoelaris negara juga mengalami kesuvlitan untuk mendefinisikan
ksuangan negars schingea tidak bisa menjawab pertanyaan dari menterd
keuangan, '’

3.2 Subyek Hukum

Dalam dunia hukem perkatasn orang (perscon} berarti pembawa hak,
yaitu sesuafy yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum.
Dewasa ini subyek hukum terdiri dari :''®

a. manusia (noruurlijke persoon)
b, badan hukum (echispersoon)

7 Asifin PSoerda Atmedjs (2). Kapite Selekle Kewangan Negara Svoty Tinjawon
Furtdiz, {Jukerta; Universitas Taramensgars LT Pegerbitan, 1995), Hal, 73,

U8 CS.T. Kanwil. Pengantar fimu Hukum dan Tate Hukm Indovesia. (Jakarta: Balsi
Pustaka, 19890}, Hal, 117,
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3.2, Manusia sebagai Subjek Hukum

Seperti telah dijelaskan, manusia adalah subjek hukum, yang berarti ia
adalah pembawa hak dan kewsjiban menurut hukwm Bearat dan pembawa
kewailban dan hak menurut hukum sdet/Islam. Pengertian atau istilah/sebutan
manusia harus dibedaksn dengan. sebutan “persoon” (persona dalam bahasa
Latin). Persoon stau persong adalash pengertian juridis, sbatu identitas juridis,
sedangkan manusia adalah pengertian biologis, gejala biologika dalam alam, suatu
makhluk yang hidup dengan mempunyai tangan dua, berkaki dus, dan mempunyai
budaye, perscon atau persona adalah gejala dalam kehidupan bormasyarakat.
Dalany Inlu lintas hukum perhatian dipusatkan kepada manusia sebagal persoon
schagai persona; tisp-tiap munusin mepwrut hukum mempunysi personality |
merupakan suatu corporate body sebagal manusia pribadi; dalam bahasa Belanda
ia mempunyal rechispersooniijkheid : sebagai corporate body ia memiliki
incorporation dan diakwi sebagsi perspon menurut hukum.'

Manusia yang sudah dewasa pada umumnya fefah berusia 21 tabun atau
sudah kawin dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum; perbuatan yang
dilakukannya bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah sab, sah
menurnt hukum; yang bersangkutan termasuk persoon yang sudah rechisbekwaam
, yang perhuatannya adalah volid fn Jow. Sekali apakah perbuatannya Hu sah, tidek
sah, atau masih dapat disabkan, masih perlu @ certify as valid Pengertian "cakap
menurut hukum™ dan "mempumyal wowenang menurut hukune” (rechusbebwaam
dan rechtshevoegd) ini gkan penting nantinya dalam mengupas perbuatan hukum
yang dilakukan oleh badan hukum, karena secara umum kecakapan melakukan
perbuatan hukum bagi maausia sebagai perseon, berhubungan dengan sifat atau
keadsan pribadinya. Manusia yang sakit ingatan menurut hukum dinyatakan
"fidak cakap"; apakah hal ini dapat dinyatakan bagi badan hukum, yeog juga
merupekan persoon menurut hukum. Manusia sebagai persoon harus mempunyai
identitas dalam bentuk nama dan fompat tingge! (alama!) atay menurut hukum
dipergunakan istifah domisili, Apabils diz belum dewasa dan harus melakukan

% achmad Ichsan, Dunia Usaha Indenesia. {Jakarta; PT Pradnye Paramits, 1986), Hal,
57,
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perbuatan hukum maka dalam hukum perdata sipil {erdapat lembaga bukum
pendewasasn andlichting).

3.2.2 Badan Hukum
3.2.2.% Pengertian Badan Hukum

Sudah sejak dabulu kala dibutuhkan adanya pengertian badan hukum,
yaitu badan yang disamping manusia percrangan juga disnggap dapat bertindak
dalamm hukum dan yaeg mempunyai hak-hak, kewsjibsn-kewajiban dan
kopentingan-hukum terbadap orang lain ateu badan isin. Yang ferutama
dibutuhkan ialsb wsdanya kekayasn yang terpisah dari kekayaan orang
perscorangan dan yang harus dianggap dimiliki oleh sebuah badan diluar orang
perseorangan, sehinggs fidak dapat terjadi, bahwa secrang perorangan mengambil
tindakan semau-maunya techadap kekayaan itn, 't

Tindekan yeng dapat mempertanggung jawabkan kekayasn itu, harus
dilakukan atas nama suatu badan diluar orang perseorangan, dan badan ini
dinamakan badan hukum atau dalam bahasa Belanda "rechuspersoon”. Badan
hukuwm ini dapat berupa suatu negars, sustu daerah olonom atau sustu
perkumpulan dalam arti Tuas yang baru sais dibabas, alsu suatu perosahaan atau
suaty haris-bends tertentu yang lazim dinamakan yayasan (stichting). Badan-
badan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidup dalam masyarakat seperti
seorang manusia, dan dignggap pula manusia belaka terbadap segala peraturan-
peraturan-hukum yang berlaku dalam suatu masyarakst. 2

Apabila beberaps oreng mengadakan kerja-sama dan atas dasar kerja-sama
ini membentuk  suatu Korporasi atau perserikatan, maks korporasi atau
perserikatan ini dapat merupakan badan hukum setelah dipenubi syarat-syarat
yang ditentukan oleh peraturan huekum, Dalera bentuk ind fermasuk puls
perkumpulan keagamaan, vavasan, koperssl, dan korporasikorporasi Iain dan

' thid. Hal. 57-58. .
"' Wijane Projodikoro.  Hukum  Perkumpnion Perseroan dan  Koperasi o
Iﬂdami?élakaria: Diae Rekyat, 1985}, Hal, &,
Hhid.
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denpan pernyatasn atau perlakvan sebagai badan hukum, maka korporssi ind
seperti manusia dianggap sebagal persoon ataw persona menurut hukum. la
merupakan subjek hukum dan karena ity memilili hak dan kewajiban,'*

Pasal 1653 KUH Perdats berbunyi sebagai berikut '

“Selainnya persercan yang sejati oleh undangundang dikad pula
perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik
perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh
kekuassan umum, maupun perkmpulan-perkumpulan ity diterima sebagai
diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”

3.2.2.2 Teori-Teori Badan Hukum

Mengenal teori-tori dari badan hukum ada 3 bush feori. Teori-teori
tersebut adalah;*

I. Teari ke | mempergunakan suate fiksi (ficsie) afau suatu perumpamsan,
Badan hukum banya divmpameakan saja seolah-olzh seorang manusis, jadi
dianggap seohah-olah dapat bertindak sebagal seorang manusta, Teord ind
lazimnye dikatskan muls-mula digjukan oleh seorming saana-hukum yang
bernama Von Savigni.

2. Teori ke 2 -mengonggsp badan-hmkom tidek sebapar suatu fiksi atan
perumpamaan, melxinkan sebagai suatu kenyataan belaka (realitas). Para
pengamut izori ini menggambarkan badan-hukum sebapai sesuatu yang
tidak berbeda dari scorang manusia. Kalau seorang manusia berdindak
dengan alat-alatnya (organ) berupa tangan, kaki, jari, mulut, otak dan lain
sehagainya, maka badan-hukum juga hertindak dengan alat-alatnya berups
rapat anggoia atay ketuanya deri badan hukum. Oleh karena alat-alat ind
berupa orang-orang manusia jugs, maka apsbila ada syamt-syerat dalam
peraturan-hukum yvang melekat pada tubuh menusia, syarat-syarat ini dapat
juga dipenuhi oleh  badan-hukum. Teori ini sering  dinamaken

¥ Achmad Ichsan, Op.Cir, Hal, 59,

1 2 Subekti dan R. Titrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Pradnye Paramila, 2003). Pasal 1653.

" Wirjono Projodikors. Op. Cit, Hal, 849,
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Torgaentheorie™ dan mulal diajukan oleh seorang sarjana-hulum vang
bernama Gilerke,

3. Teon ke 3 menganggap bedan-bukum sebagai kumpulan beigka dari
orang-orang manusia, Menurut teori ini, kepentingan-kepentingan badan-
hukum tidak lain dari pada kepentingan segenap orang-orang yang
mesjadi background dari badan-hukum iy, yaitu dari sustu negara segala
pernduduk atau segala wargancgare, dari suatu perkumpulan semua
anggota, dari Yayasan semua yang mendapat hasil bekerja yayasan.

Kesimpulan dari semua tgori ini ialah, bahwa syarat-syarat dalam
peraturan-peraturan-hukum, yvang sesungouhnya melekat pada fubuh secrang
manusia, dianggap dipenubi jugs dengan pengertian badan-hukurs, maka dari itu
semus leori-i¢ori ini sepabam berpendapat, behwa badan-badan-hukum dapat
masuk dalam kancah pergaulan hidup di tengah-tengah masyarskat dengan segala
macam perhubungan-hukum yang mungkin ada didalamnya, Tentunya dengan
kekecualian, yang berbubungan dengan perkawinan, melahirkan anek dan

sebagainya.'*®
3.2.2.3 Pembaginn Badan Hukum Berdasarkan Kewcoangannya

Sudsh menjadl comprunis opinio dectorum dalam teori hukum suatu
organisasi atau lembaga dapat menjadi suatu subjek hukum (rechissubject) sama
halnya manusia (ratuurlijke persoon). Kondist demikian terjadi ketika organisasi
atau lembaga tersebut telah memenuht persyaratan ferfentu, baik yang ditetapkan
secara formal dengan sistern tertutup oleh hukum positif atsu peraturan
perundang-undangan seperti perseroan terbatas atsu hukum adet seperti subsak
{s’akal'a soebak) di Bali maupun sistem terbula yang dianul khususnya dalam
Pasal 1653 KUH Perdata {staarsblad 1847; 23) dalam menentukan landasan
hukum yang dijadikan dasar pendirian suatu badan hukum.'*

¥ bid, hal. 9.
YT Arifin B Soeris Atmadia {1} Op.Cit. Hal, 92,
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Dalam ilmu hukum, ada dua jenis badan hukum dipandang dari segt

kewenangan yang dimilikinya, yaitu:'?*

1. Badan hukum publik {persomns morale} yang mempunyai kewenangan
mengsluarkan kebijaken publik, balk yaog mengikat wmum atav algemeen
bindend {(misalnya Undang-Undang Perpajakan) dan tidak mengikat
umum (misalnya Undang-Undang APBN);

2. Badan hukum privat {(personne juridigue; yang tidak rmempunyal
kewenangan mengeluadan kebijakan publik yang bersifat mengikat
masyarakat wnum,

Sementara ity, negare merupakan badan hukuen publik yang tidak
mungkin melaksanakan kewenangannya tanpa melalui organnya vang diwakili
oleh pemerintah sebagsai otoritas publik. Negara dapat mendirikan badan hukum
publik lain {dacrah) maupun mendirikan badan bukum perdata (persero) seperti
Nederlandse Bank N.VY di Belanda stau Javaansche Bk NY pads masz Hindia
Belanda, yang orgenisasi dan pendiriannya berdasarkan pertimbangan tertentu
dilakukan oleh badan hukum publik, sedangkan badan hukum perdata tidak
mempunyaj kewenangan membentuk badan hukum publik.'?

3.2.2.4 Svarat-Syarat Berdivinya Badan Hekam

Dalam doktrin, badan hukum atas rechtsperseon (corpus habere)
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum laimnya seperti
manusia (atwurlifhe persoony. Olch karens itu, sangat tipis di depan hukum
untuk membedakan hak dan kewatiban kedus subjek hukum tersebut. Meskipua
badan hukum tidak dalam pengeriian jus gemtium, sebagaimana halnya subjek
hukum manusia yvang memerlukan persyaratan fertenfu untuk dapat dikatakan
memiliki rechtsbevoegdheid atau kemampuan hukum (Pasal 29 KUHPerdata),
badan hukum memerigkan syarat yuridis formal dan empat syarat materii],

yaity:

¥ rhid, Hal. 93,
29 sbid, Hal. 9394,
B30 1hid. Hal, 54,
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mempunyai kekayvaan terpisah;
mempunysi tujuan fertentu;
mempunyai kepentingan tertentuy;

Pl o S A

mempunya organisasi teratur.

Adanya kekayasn yang terpisah dard para anpgota atau  pendir
dimaksudkan agar harta kekayaan yang terpisah ini sengaja diadakan dan memang
diperlukan sebagai alat untuk mengeiar sesuatu tujusn tertentu dalam hubungan
hukum. Dengan demikisn, harta kekaysan terscbut menjadi objek funtuian
tersendiri darl pihak ketiga yang mengadaksn hubunpan hukum dengan badan
hukum fersebut, dan sekalipus merupakan jaminan baginya. Badan hukum
mempunyai fanggung iawab sendiri dan hartanya ferpisah dari harta kekayaan
angpota badan hukum. Scbagai akibainya perbuatan hukum pribadi para angpots
dengan pibak kefiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan
badan bukwn yang terpisah fersebuf. Kekayaan badan hukum yang terpisab
tersebut membawa akibat, antara lain sebagai berikut:™!

1) Kreditor pribadi para anggots tidak mempunyai hak untuk
nrenuniat harta kekavasn badan hukum tersebut,

2} Para angpots pribadi tdak dapat menagih piviang badan hukum
terhadap pilak ketiga.

3) Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak
dimungkinkan,

4) Hubungan hukum, baik persetujuan, maupun proses antara anggots
dan badan hukum dilakokan seperti halnys antara badan hukum
dengan pibak ketiga,

5) Pada kepailitan, hanya para kveditor badan hukum dapat menuntut
haria kekayaan yang terpisah,

Tujuan dapal merupakan fujuan yang idee! atau tujuan yvang commercieel,
Tujuan itu adalah fujuan tersendiri dari badan hukum. Karena ite, tujuan bukaniah
merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang {anggota).

B rpid sl 1244125,
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Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai
persoon {subyek bukum) vang mempunyai hek dan kewajiban sendiri dslam
pergaulan hukumnya. Karena badan hulom henya dapst benindsk dengan
peraniarasn organnya, perumusan tojuzan hendaknya tegss dan jelas. Hal ind sangat
penting bagi organ it sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan
hukum itu dengan dunia lvar, Ketegasan ini memudahkan pemisshan apakah
organ bertindak dalam betas-batss wewenangnya ataukah di luamya. Kita masih
ingat kritik Pitlo terhadap putusan HR. delam arresy Papefonds vang
memperkensnkan rumusan fujoat yang sangat fuas dan samar-samar itu 61). Bagi
kita di Indonesia mesih harus diperhatikan pula, mengingat falsafah bangsa
indonesia, bahwa tujuan itu harus pula sesuai dengan keadilan hukum berdasarkan
Pancasila. Karena itu, penafsiran mengsnai tujean yang diberi batas-batas tidak
bertentangan depgan undang-undung, kesusiluan dan ketertibsn umum barus
betul-betul mencorminkan keadilan masyarakat Pancasila.'®

Dalam kaitannya badan hukwm mempunyai harta kekayaan yang terpisah
dari anggotanya. Bedan bukum dalam usahs mencapai tujuannya mempunyai
kepentingan tersendiri yang merupakan hak-hak subjektif scbagai akibat dan
peristiwa hukum vang dilindungi oleh hukom. Oleh sebab iy, badao hukum dapat
menuntut dan memperiahankan kepentingsnnya terhadap pihak ketiga dalam
pergaulan hukum. Mengenal kepentingas badan hukum, Mejjers berpendapat
kepentingan baden hukum menghendeki adanya suatu  kestabilan karena
kepentingan yang tidak siabil seperti suatu organisasi pengumpulan dapa uniuk
bencana alam vang bersifat femporer tidak dapat dikatakan sebagni badan hukum,
meskipun dana vang lerkumpul oleh panitia bukan merupskan milik panitia,
karena organisasi den pekegjeannya banya untuk waktu yang singkat saja.
Mengingsat tidsk mempunysi kepentingan vang stabil atae permanen, organisasi
panitia tidak memenuhi salah satu syarat untuk menjadi badan hukam. '

Badan Huokum mempunyai organisasi yang teratur. Badan hukum i
adalah suatu konstruksi hukum, Dalem pergaulen hukus, badan hukum diterims
schagal perscon di samping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu

B2, Ali Rido, Baden Hukum Dan Kedudukan Badan Hukun Perseroan, Perkumprilan,
Koperasi | Yovasan , Wekel, (Bandung: Alumni, 2001), Hel. 47,
1 Arifin P.Soeria Atmadja (1). Op.Clt. Hal., 126.
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kesatuan sendiri yang hauya dapat bertindak hukum dengen organnya, dibentuk
oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggote (korporssi) stau
merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai sejauh
mang organ yang terdiri dari manwusia itu dapat bertindak hukum scbagai
perwakilan dari badan hukwm dan dengan jalan bagaimane manusia-manusia yang
duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainys, ini distur oleh anggaren
dasar dan peraturan aian keputusan rapst anggota yang fidak lain isleh suatu
pembagian tugas dan dengan demikian badan bukum mempunyai organisasi, >

Jadi suatu organisasi fu ada dimans saja, setiap manusia-manusia
bertindak secara organisatoris dengan pembagian fugas mengejsr suafu fujuan
bersama. Dengan demikian, organisasi adalah sustu bal yang esensial bagi badan
tiukum, heik baden hukum korperasi maupun badan hukum yayasan.”

Secars klasik badan hukum yang dikenal dalam hukum positif Indonesia
adaigh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)} dan Badan Ussha Milik Daerah
{BUMD), koperasi serts dana pensiun dan badan hukum privat seperti perseroan
terbatas msupun keberadaan subak vang landasan hukumnya berdasarkan hukum
adat. Badan hukurn yang lain seperti negars, provinsi, kabupaten, dan kot
meskipun fidek diatur secara fegas dalam hukum positif sebagai badan hukum,
pendapat amum para yuris maupun Lteratur yapg ada mengategorikan sebagai
badan hukum pubfik, Dalam Burgerlijk Wetboek Belanda Buku ke 2, Titel 1 Pasal
1 ayat {1}, ayat (2), secara jelas disebutkan bahwa lembaga-lembaga seperti Staat
(negara), de Provincien (provinsi), de gemeenten (kotapraja), de waterschappen
(pengatran) seperti polder di Belaada, ditetap-kan sebagai badan hukum publik
berlandaskan atan bersumbsr pada Grondwer. Dalem KUHPerdata Indonesia
kriteria suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai badan hukum fidak dirinci
dengan jelas, Akan tetapi, secara umum disebutkan landasan hukumnya dalam
Titel ke-Sembilan Pasal 1653 BW, tentang "“Var zedelijhe ligchamen” atau
"rechispersoon” yang diterjemahkan secara keliru dengan cara menyimpulkan aps
yang diatur dalam Pesal 1653 KUHPerdata tersebut yakni “Perkumpulan®,

4 Ali Ride, Op.Cit. Hal, 4849,
W3 rhkd. Hal, 30.
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sedang-kan pengertian zedelifhe ligchomen menurut Fockema Andreae adalah
rechispersoon atau badan hukum.'>®
Berdasarkan rumusan Pasal 1653 KUHPerdata tersebut, terdapat tiga jenis
badan hukum ditinjau dari sudut pembentukannya yang terdiri atas:'>’
8. badan hulcum yang diadakan oleh pemerintah;
b. badan hukum yang diakai oleh pemerintah;
¢ badan hukum dengan konstruksi keperdataan.,

Selanjutnys, perumusan Pasal 1653 KUHPerdata tersebut tidak secars
tegas dan jelas bentuk yunidis jandasan hukum pendirian bedan hukum yang
khususnya dilakukan oleh pemerinigh, Dengan demikian, landesan yuridis
pendirian tersebut dapat saja dilakukan dengan atau dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemeriniah atau keputusan presiden. Demikian pula apabila badan
hukum tersebut didirikan oleh pemerintsh daersh, apaksh dapat dilakukan dengan
peraturan éazrak atay Reputusan gubenur atay bupati? Perumusan Pasal 1653
KUt Perdata miengenai landasan hukum pendirian badan hukam, khususnya untuk
badan hukum yang diadakan oleh pemerintah tersebut, jelas menunjukkan sistem
terbuka, dalam arti badan hakum vang didirikan oleh pemerintab dapat dilakuken
dengan undang.undang, atau persturan pemeriniah atzy dengan keputusan
presiden. Hal tersebut berlaku pula bagi penguasa di daersh,'*

Sementara  itu, badan hukum melalui konstruksi bhukum perdata
sebageimana telah ditetapkan dalam undang-undang tersendiri, seperti perseroan
terbatas dengan Urdang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, badan hukum koperasi
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1993 tentang Perkoperasian, dan badan
hukum dana pensiun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Dana Pensiun, Demikian pula halnya dengan BUMN dan BUMD yang diatur
secara tersendiri dalam undang-undang yang bersifet umum seperti Pegan dalam
Indische Bedrijvenwet (Staarsblad 1927 No. 417) maupun dalam undang-undang
atau peraturan pemerintah yang secara khusus diterbitkan untvk mendirikan sefiap
masing-masing BUMN, atau pemsturan daerah uniuk menditikan BUMD.,

36 Arifin P.8oeria Atmadijg (1). Op.Cir, Hal, 127.
7 R_ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cif Pasal 1653
128 Arifin P Soeria Atmadia (1. Us.0% Hal, 129
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Perbedaan yang secara signifikan antara BUMN dan BHMN terletak pada tujuan
dan sifat usaha atan kegiatannys, Tujuan BUMN adalah mencan laba dan bersifat
komersial, sedengkan tujuan BHMN adslah idiil dan bersifat nirlaba, sedangkan
persamasnnya antara kedua badan hukum tersebut terletak pada modal badan
hukum tersebut merupakan kekayaan negara yaug dipisahkan. Selanjuinya, darl
sudut dokirin kedua badan hukum tersebut lelah memenuhi persyaratan materdil
seperti kekaysannya yang terpisah dari kekayaan snggota organ baden hukum,
tujuan tertenfu, meropunyal kepentingan tertenty, maupun organisasi yang
seratur. 1%

3.2.3 Badan Hukum Persersan

Di dalam pusal 1 anpks 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang sclanjutnya disebut perseroan,
adglah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan vsaha
dengan moda! dasar yang selerahnya terbagi dalam saham dan
memenubi persyaratan yang dzmzapkmz daiam undang-undang
in serta peraturen peiaksanaanaya. ™%

Organ Perscroan adalah Rapat Umamm Pemegang Saham, Direksi, dan
Dewan Komisaris,""!

Rapat Urmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disehut RUPS, adalah
Organ perseroan yang mempunysi wewenang vang tidak dibertkan kepada Direksi
atau Dewan Komisaris dalam batas yang difentukan dalam undang-undang ini
dan/atay anggaran dasar.'#

Direksi adalah orgen perseroan yang berwenang dan bertanggung jewab
penth atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,' ™

2% it Ve, 1294130
e mdonesia (). Op.Cit. Pasal T angka 1.
1 |, 161, Pusal 1 angla 2.
* 1bid, Pasal 1 angka 4.
2 Ibid, Pasal | angka 5.
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Dewdn Komisaris adalah organ persercan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesusi dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi, '

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewsn Komisaris, dalam batas yang ditentukan dafam undang-undang in
dan/atau anggeran dasar.'**

Dalare forumn RUPS, pemegang ssham berhak memperoleh keterangan
yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
sepanjang berhubungsn dengan mats scara vapat dan tidak bertentangan dengan
kepentingan Perseroan,’

RUPS untuk mengubsh anggaran dasar dupat dilangsungkan jika dalam
rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian deri jumlah seluruh saham dengen
hak suara hadir stau diwskili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian®’

RUPS mituk menyetujul pengeabungan, pelcburan, pengambilalihan, ateu
pemisehan, pengajuan permchonan  agar  Perseroan  dinyatakan  pailit,
perpanjangan jangks wakin bendirinys, dan pembubaran Perserosn  dapat
dilangsungkan jika dalam rapat’paling sedikit 3/4 {tiga perempat) bagtan dari
jumbsh selurah saham dengan hak suars hadie atan diwskili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujni paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, kecnali anggarsn dasar menentukan kuorum
kehadiran dan/ntau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS
yang lebih besar.*®

Dircksi menjalunkan pengurusan Persercan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persercan. Yang dapat diangkat menjadi
anggota Dircksi adalah orang perseorangan yang cskap melakukan perbuatan
hukum, kecuali dalam wakiu 5 (lima) tabun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

144 1bid. Pasal 1 angka 6.

Y5 thid, Pasat 75 ayst (1),
0 shid, Pasal 75 ayat {2).
Y7 1bid, Pasal 88 ayat {1}
5 1bid. Pasal 39 ayat {1).
39 1bid. Pasal 92 ayat {1},
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b, menjadi angpota Direksi stau anpgota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinvalakan
pailit; alay

¢. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dan/aiau yang berkaitun dengan sektor kenangan.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.™® Anggota Dircksi tidak dapat
dipertanggungiawahkan atss kerugian apabila dapat membuktikan:'™!
4. Kkerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalajiannya;
b. telsh melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
¢. ftidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
Jangsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut, _
Direksi mewakili Perseroan baik di dalam mavpun di lusr pengadilan.'*
Anggota Direkst tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:’>
a. terjadt perkars di pengadilan antara Perseroan dengen anggota Direksi
yang
a. bersangkutan; atan
b. angpota Diireksi yang bersapgkutan mempunyai benfuran kepentingan
dengan Persercan,
Dalam hael terdapat keadnan scbagaimana tersebut di atas, yang berhak
mewakili Perseroan adalah:'™*
4. anggota Dircksi lalanys yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dslem hal selurvh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan; atau

0 thid, Pasal 94,

Y Ihid, Pusal 97 ayat (5).
2 rbidt, Pusil 98 ayai (1).
9 thid, Pasal 99 ayst (1),
132 1btd. Pasal 99 ayat (2).
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pihak kin vang ditunjuk olch RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan  kepentingan  dengan
Perseroan.

Direksi- wajib menyerabkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan

publik untuk diaudit apabita:'*
a. kepiatan vssha Perseroan zdalah menghimpun dan/stan mengelols dana

¢ o o

masyarakat;

Perseroan mencrbitkan surat pengakuan utang kepada magvarakat;
Perseroan merupaksn Perseroan Terbuka;

Persercan merupakan persero;

Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredarmn usaha dengan
jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,6¢ (limz puloh miliar
rupiah), atay

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijukan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan mmupun usaha
Perseroan, dan memberi nasibat kepads Direksi.”*® Yang dapat disngkat menjadi
anpgoie Dowan Komisaris adalah orang perseerangaa‘ yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecnali dalam waktu § (lima) fahun sebeluor pengangkatannya
pemah:w

4.

dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksl atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suaty Perseroan dinyatekan pailit; atay

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kevangan
negara danfatay vang berkaitan dengan seldor keuangan.

Anggote Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, '™ Anppota Dewan

Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat

membuktikan:'**

B3 1bid. Pasel 68 ayat (1)
"% rhid, Pasat 108 ayvat (1.
W rhtdt paeal 110 avat (1)
3% shid Pasal 111

% fhid. Pasel 134 ayal (51
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. ielah mielakukan pengawasan dengan ifikad haik dan kehati-hatian untuk
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persercan;

. tidek mempunyai kepentingan pribadi baik langsusg maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibathan kerugian;
dan

. telah memberikan nasthat kepada Direksi untuk mencegah timbul atan
berlanjutnys kerogian tersebut,

Pembubaran Perseroan terjadi:'®

. berdasarkan keputusan RUPS;

. karenn jangks waktu berdirinya vang ditetapkan dalam anggaran dasar
telah berakhir;

¢. berdasarkan penetapan pengadilan,
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup
anfuk memtbayar biaya kepaiiitan,

. karena barta pzilit Perseroan yang telah dinyatakas pailit berada dalam
keadaan insolvensi sebagaimana diatur dafem undang-undang tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atas

. Karena dicebutnys izin usaha Perseroan sehingge mewaiibkan Perseroan
melakukan

. Hkuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Badan Usaha Milik Negars {BUMN)

Dilihat dari sejarahnys, BUMN dahulu merspakan perusshaan-perusahaan

Belanda yang dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Tindakan yang telah
diambil cleh Pemerintah terhadap perusahaan mifik Belanda yang berada di dalam

wilayzh Republik Indonesia dalam rangke perjusngan pembebasan Irian Barat,

151

9 rEid. Pasal 142 avat (1).
" Indonesin. {). Undang-Undarg Republik Indonesia Nomor 86 Tabms 1938 Tentang

Nasinnalisusi Perusabaon-Perusahaan Mifik Belonddn Lembaran Negara Tahun 1358 Nomor 162.
Pertimbaagan,
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Untuk melakukan nasionalisasi maka dikelusrkan Undang-Undang No. 86 Talun
1958 Tentang Nasionalisasi Perusshaan-Perusahsan Milik Belanda,

Di dalsmn  perkembangan  selamiuinya, pemernintah  berusahs unfuk
menyeragamkan bentuk badan ussha milik negara menjadi perusshaan negara
dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.

Di dalam perkembangan selanjuinya berdasarkan pasal 1 UU No. 9 Tahun
1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negam Menjadi Undang-Undang
berbwzyi:m

“Kecuali dengan atan berdasarkan Undeng-ondang ditetapkan lain,
usaha-usaha Negara berbentuk Perusehaan dibedakan dalam;

1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERJAN;

2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM;

3. Perusahaan Perscroan, disingkat PERSERG.”

Di dalam pasal 2 UU No. 9 Tahun 1969, dijelaskan mengenai perjan,

perum dan persero, yang berbunyi sebagai berikas:'®

“(1) PERJAN adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur
nienurut ketentuan-ketentuan vang termakiub dalam Indonesische
Bedrivenwet (Siaatsblad Tahun 1927 Nomor 419) scbagaimang
yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah.

{2y PERUM adalah perusahaan Negara yang didivikan dan diafur
berdasarkan ketenfuan-ketentuan yang termakiub dalam Undang-
undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960,

{3) PERSERO adalah perusshaan dalam bentuk Persercan Terbatas
seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Dagang (Staatsblad Tabun 1847 Nomor 23} sebagaimana
yang telah beberapa kali divbah dan ditambeh baik vang saham-
sahamnys untuk sebagiennya maupnn scluruhaya dimiliki oleh
Negara,”

Sejalan dengan amanat Undasg-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah
membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hai-hal yang
berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahus 1983, kemudiza

¥2 tadonesia {Q).Undang-Undang Republik Indoresic Nomor | Tobun 1989 Temtang
Penetgpan Peravuron Pemerintoh Penggonti Unidmmg-Undang Nomor I Takun 1969 Temong
Bomuk-Bentuk Usaha Negura Menjadi Undong-Undang Lemburon Negarg Tahun 1968 Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890, Pasat 1,

19 1hid, Pesel 2.
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diperbaharui dengan Peraturan Pemerinfah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERQ), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998
tentang Perusahasn Umum (PERUM]) dan Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tahun
2000 tentang Perusshasn Jawatan (PERJAN). " Kini semua ketentuan mengenal
Perserc dan Perum sudah disatuken di dalam Undang-Undang No, 19 Tahun 2003
Tentang BUMN.

Untuk bentuk perusahaan jawatan {perjan} sudab tidek ada lagi di dalam
Undang-Undang No 19 Takun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. hal ini
ditegaskan di dalam pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalarn wakte 2 (dua) tehun terhitung seisk Undang-undang ini

mulai berlaky, semua BUMN yang berbentuk perusabaan jawatan

(Perjan), hams telah diubah bentuknys menjadi Perum atau

Persero,”'®

Berdasarkan pasal $ UU Neo, 19 Tehun 2003 BUMN ferdini dari Perseio
dan Perum. '

Menurut Friedmann dileizkkan pada tiga bentuk perusahsan negara,
yaitu: "¢

4. Depatement govermenmt enterprise, adalah perusahaannegas
yang wmerupakan bagian integral dard suatu  depattemen
pemerintahan yang kegiatannya bergerak di bidang public
uilities.

Departement Goverment Enterprise, model ini dikenal dengan
Perusahaan Jawatan {Pefian ataun departemen agency), yang
memiliki cir: makna ussha adalah public service: usaha ini
mierupakan bagian dari suatu departemen; mempunyai hubungan
hukum publik; hubungun usaha antara pemerintah yang melayani
dan masyarakat yang dilayani; dipimpin oleh seorang kepala
yang merupakan bawszhan dani departemoen; mempunyal dan

¥4 1ndonesta (1), Op.Cit. Penjciesan

'3 ibtd. Pasal 93 ayat (1),

' Ibid. Pasal 9.

! Ibrahim R, Landasan Filosafis Dan Yuridis Keberadagn BUMY : Sebuah Tinfauan,
Jurnal Hukvm Risnis, Volume 26 No. 1 Tabun 2007, Hal. 4,
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memperoleh  fasilitas negara; pengawasan  dilakukan secara
hirarki manpun secara fungsional.

Statutory public corporation, adalgh perusahasn negara vang
schenarnya hampir sama dengan departement goverment
erterprise, hanya dalam hal manajemen lebik otonom clan
bidang usahanya masih ictap public wiilities;

Statwtory Public Corperation, model ini dikenal publik dengan
public corporation atau perusghasn wmum (Perum), yang
memiliki ciri: meakna usahanys adalsh wunfuk  melayani
kepentingan umum, usaba dijalankan dengan prinsip efisiensi,
efektivitas, dan economic cost acceunting principles and
mangfement effectivencss, serts public service; berstaus badan
hukum: hergersk dibidang fasa vifal (public wilitizs); berststus
badan hukum dan distur dalem ULl mempuonyai nama dan
kekavasn sendiri, bebas bergerak seperti perusahsan swasta;
dapat dituntut den menuntut, hubungan hukumnya diatur
menurut hukum privaat; modal seluruhnya dimiliki negara dari
kekayasn negara vaug dipisahkan, dapat mempunyal dan
memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri {obligasi);
secars finansial haruis dapat berdin sendini, kecunli ada politik
pemerintah mengenal t2rif dan harga dan diatur melalui subsidi
pemeriniah; dipimpin seorang direksi dan pegawainya adalab
pegawai perusahaan negard yang diafur dalam  kefentuan
tersendirt di luar Kelentuan vang berlaku bagi pegawsl negeri;
organisasi, tugas, wewenang, tengpungiewab dan fafa cara
tanggungjawab, penpawasan diatur secara kbhusus sesuai dengan
UU; karena bergerak dibidang public utility, bila dipandeng perlu
untuk kepentingan umum, politik tanf dapat ditentukan oleh
pemerintah; laporan fahunan perusabiaan membuat neracs untung
rugi dan nerace kekayaan disampaikan kepada pemerintah,
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Commercial comparies, sdalah perusshsan negara yang
merupakan campwan dengan modal swasts dan diberlakukan
hukum privat,

Cormmercicd comparies, model ini disebut juga perusshasn
perseroan {Stafe company) meriliki eiri berikut: makoa usahanya
untuk menumpuk  keuntungan, pelayanan dan pembinaan
organisasi yang baik, efektif, efisien dan ckonomis secara
business zakelifk, cost accounting principles, maoragement,
gffectivenzss dan pelayanan uvmum yang baik, memuaskan dan
memperoleh laba; status hukum adalah badan hekum perdala,
vang berbentuk perseroan terbatas; hubungan usahs diatur
menurut hukum perdats, modal seluruh atan sebagiannya milik
negara dan kekavaan negara vang dipisahkan, tidak memiliki
fasilitas negara; dipimpin seorang direksi dan status pegawal
adalah pegawal perusahaan biasa; peranan pemerinfsh adaiah
sebagal pemegang subam, intensitas medezeggenschap terhadap
perusahaan bergantung besarnya jumiah saham vang dimiliki
berdasarkan perjaniian antara pemerintah dengan  pemilik
lainnya.
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Hka digambarkan dengan menggunakan grafik maka ketiga badan usaha di
atas dapat dilihat sebagai berikut:'®*

Public Service

re | 1.

Pubfic

T Profit

Persero / b

Dalam tabel di atas dapat dilthat bahwa persero memiliki public profit
yang tinggi dalam arii persero mencari kewnttungaa dan sedikit pelayanan umum.
Perum memiliki keseimbangan di dalam mencar keuntungan dan pelayanan
umum. Perjan memiliki sedikit dalam mencari keuntungan dan lebih banyak
bergerak di dalam pelayanan umum.

Di dalam pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan mengenai maksud dan
tujuan BUMN, yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

a. memberiken sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan nepara pada khususnya;
b. mengejar keunfungarn;

c. menyslenggarakan kemanfaatan umum berupa penvediaan
barang dan/atay jasa yang bermutu Hinggi dan memedai bagl
pemenuhan haiat hidup orang banyak;

d. menjadi perintis kKegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sekfor swasta dan koperasi;

¢. torut aktif memberikan bimbingan dan bantuan Kkepada
peagusaha ggo!nngaﬁ ckonomi  lemah, koperasi, dan
masyarakat."

3% Asifin P.Soeria Atmadia (3} Op.Cit.
' Indonesia (a). Op.CH. Pazal 2,
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D1 dalam pasal 4 ayat {§) UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan mengenai
modal BUMN yang berbunyi scbagai berikut:

“Modal BUMN merupakan dan berasal dari keksyaan negata

yang dipisabkan™'’®

I3 dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003
mengenal modal BUMN dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan
negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
dijadikan penyerfaan miodal negara pada BUMN  untuk
selanjutnya pembinaan dan pengelolaznmya tidak lagi didasarkan
pada sistern Anggeran Pendapatan dan Belanja Negara, namun
pembinaan dan pengelolaannys didasarkan pada prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat*?!

Pade setisp BUMN dibentuk sstusn pengawasan intern yang merupakan
aparat pengawas intern perusshaan '™ Satuan pengawasan intern dipimpin oleh
seorang kepala vang bertanggung jawab kepada direktur ntama.'”

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite sudit
vang bekerje secars kolekiif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan
Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.'™ Komite audit dipimpin oleh seorang
ketua yang bertanggung jawah kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.'”

Selain komite audit Komisaris atan Dewan Pengawas dapat membentuk komite
Iain yang ditetapkan olch Menteri.' R

Hal yang sangat perlu diperhatikan di sini adalah mengenai pemeriksaan
eksternal kevangan BUMN., Di dalam pasal 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003
dijelaskan sebagai berikut:

“Pemeriksaan laporan keuangan perusabaan dilakukan oleh
aunditor ckstermal yang ditemgkm oleh RUPS untuk Persero dan
oleh Menterd untuk Perom,™

0 thid. Pasal 4 ayai (I}

1 1514, Penjelasan Pasal 4 avat (1),
V% thid, Pasal 67 ayat (1)

Y thid, Posnl 67 ayst (2

™ soid Pasal M0 ayst {1}

1% shict. Pasal 70 ayat (23,

6 i, Pasal 70 ayat (3,

Y Ibid, Pasat 71 ayet (1)
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i dalam penjelasan pasal 71 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan
sebagai berjlut:

“Pemeriksaan laporan keuanpan (financial audity perusshaan
dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewsjaran
laporan kesangan dan perhitungan tehunan perusshean vang
bersangkutan, Opini audifor atas laporsa  kevangan  dan
perhitungan  tahunan dimaksud diperfukan oleh  pemegang
saham/Menteri anfara lsin dalwn rengka pemberian acguit of
decharge Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perosuhaan.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tshun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangen dan

rhmmﬁan tehunan Perseroarn Terbatas dilakukan oleh akuntan
publik.”

Di dalam pasal 71 ayat {2) UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan sebagai
herikut;
“Badan Pemneriksa Keuangm berwenang melakukan pemeriksaan

terhadap BUMN sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
tzmiangan wi¥9

Dari bunyi 71 ayat (1) dan (2) diketahui balvwa pemeriksaan eksternal
BUMN dapat diperiksa oleh akuntan publik dan BPK. BPK schenarnya tidak
memiliki kewenangan untuk melakokan pemeriksaan kevanpan terhadep BUMN.
Hal ind akan lebih dijelaskan di dalam Bah 4.

i) dalam 74 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN dapat melalkukan privatisasi.
Bunyi pasal 74 UL No. 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

“Privatisasi dilakukan dengan maksud untui :

a. memperiuas kepemilikan masyarakat atas Perserg;

b. weningkatkan efisiensi dan produktivitas perusabasn;

¢. menciptakan struktur  kevangan dan  manajemen
keuangan yang baik/kuat;

d, menciptekan stuktwr industri yang schat dan
kompetitif;

¢. menciptakan Persero yang berdaya saing  dan
berorientasi global;

f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan
kapasitas pasar.?

"™ rhid, Penjclasan Pasal 71 ayat (1),
% rhict, Pasal 71 ayat 2).
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Privatisasi dilakukan dengan tujuan aniuk meningkatkan kinerja dan nilai
tambah perusshaan dan meningkatkan peron serfa masvarekat dalam pemilikan
saham Persero,

Di dalam pasal 86 U1 No. 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

“Hasil Privatisasi dengan cama pengiualan saham milik negara
disetor langsung ke Kas Negara™®'

Pemasukan uang hastl penjualan sabam milik negara langsung ke kas
negars adaish tindakan yang bertentanpen dengan maksud dari privatisasi itu
sendirl. Hal ini akan dianalisis lebih dalam di dalam Bab 4.

Menuvrut UL No. 19 Tahun 2003, persera didefinisikan sebagai berikut:

“Porusahaan Perseroan, yang sclanjutnya disebut Persero, adalsh
BUMN yang berbentuk perseroan terbalay vang modalnya ferbagt
dalam saham vang selursh atau paling sedikit 51 % (lima poluh
satu persen) sshamnys dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
vang tujuan utamanya mengejar keuntungan,”

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertal dengan
dasar pertimbangan setelab dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menterd
Kevangan,'™

Perlu  ditckankan behwa unfuk porserosn  berlalu  undang-undang
mengenai perseroan terbatas, hal ini dapat dilikat di dalam pasal 11 UU No. 19
Tahun 2003 yang berbunyi scbagai berikut:

“Terhadap Persers berlaku sepala ketentuan dan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi persercan terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1| Tahun 1995 fontang Perseromn
Terbatag >

Undang-Undang No. 1 Tahun 1993 fentang Perseroan Terbatas telah
digantikan dengan Undang-Undang No. 40 Tehun 2007 Tentang Perserpan
Terbatas, :

" 1%id Pasal 74 ayat {2},
# rhid Pasal 86 ayat (1}
™2 rbigd Pasal 1 angka 2.
" jbid. Pasal 10 ayat (1).
¢ Ihid, Pasal 11,
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Di dalam pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan mengenai maksud
dan tujuan perseroan yaitu:

“Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :
a. menyediakan barang dan/atsu jasa yang bermutn tinggi dan
berdaya saing kuat;

b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahazn ™%

Di dalam pasal 13 UU No. 19 Tahun 2003 dijelaskan mengenai organ-
organ persercan yaitu RUPS, Direksi, don Komisaris.'®

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh ssham Persero dimiliki
oleh negars dan bertindak selaku pemegang ssham pada Persero dan perseroan
terbatas dalem hal tidak selurub sahammya dimiliki oleb negara.'™

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.'®® Dalam
hal Menteri bertindak selaku RUPS, penpangkatan dan pemberhentian Direksi
ditetapkan cleh Menterf'™

Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas,
kepermimpinati, pengalamen, jujur, perilaku yang baik, serta dedikast yanp tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan Persero.'*® Penpangkatan anggota Direksi
dilakukan melaloi mekanisme uji kelayaken dan kepatutan'®' Calon anggota
Diveksi yang ielsh dJinvatekan lulus ujfi kelayekan dan kepatulan wajib
menandatangani  kontrak  managjemen  schejum  ditetepkan  pengangkstannya
sebagat anggota Dircksi.'™ Masa jabatan soggota Dircksi ditetapkan 5 {lima)
tahun dan dapat disngkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.' Dalam hal
Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggots, salsh seorang anggota Direksi
diangkat schagai direkiur utama.*

V85 Ibid. Pasal 12,

1% thid, Pasal 13.

97 1bid. Pasat 14 syat (I},
= rhid. Pesel 15 wyat {13
32 rbid. Pusal 15 ayat{2).
% 1hid, Pased 16 syat (1}
B 15id. Pasel 16 ayet (2).
192 thid. Pasel 16 ayst (3).
') ibid. Pasal 16 ayat (4).
1% thid, Pasal 16 ayst (5).
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Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai;'’

8. anggots Direksi pads BUMN, badan usaha milik daersh, badan usaha
milik swasta, dan jsbalan lain yanp dapat menimbulkan benjuran
kepentingan;

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansiflembags
pemeriniah pusat dan daerah; dan/atau

¢. jabatan lainnya sesuai dengan keisntuan peraturan perundang-
pndangan. "

Penpangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.™®
Dalam hal Menteel bertindsk selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian
Komisaris ditetapkan oleh Menteri."”” Angpota Komisaris diangkat berdasarkan
pertimbangan integritas, dedikasi, memahami mascleh-masalah mansjemen
perusahaan yang berksitsn dengan saleh safn fungsi mensjemen, memifiki
pengetahiuan yang memadai di bidang ussha Persero fersebut, serta dapat
menyedizkan wakty yang cukup untuk melaksanskan fugasoys. ' Komposisi
Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa schinggs memungkinksn
pengambilan keputusan dapat dilsknkan secara efekiiE tepat dan cepat, serta dapat
bertindak secara independen. '™ Masa jebatan anppota Komisaris ditctapkan $
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk | {satu} kali masa jabatan. ™™

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurysan
Perserco serta memberikan nasihat kepada Direksi** Dalam anggaran dasar dapad
ditetapkmn pomberian wewenang  kepada Komisaris wntuk  wmemberikan
persetuiman kepada Direksi dafam melakukan perbuatan hukum tertentn, 22
Berdasarkan anpgoaran daser atag keputusen RUPS, Komiserds dapat melaladonn

% 15.3.7, Pamat 25,

1% ihid Pasal 27 avat 1L
T abid, Pasal 77 aval {23,
B fhid, Pasal 28 wval (1),
2 1bid. Passl 28 ayat (2),
0 Hoid, Pavsa] 28t £33,
Y thidk, Pasal 31,

2 fhisd, Paead 32 vl 110,
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tindakan pengurusan Persero dalam keadsan fertentu untuk jangks waktu
tertentu.®® Anggots Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:**

a. anggota Dircksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan useha
milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulken benturan
kepentingan; dan/atau

b. jabatan lainnya sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undengan.

34. Yemeriksaan Kepangan Negara Dan Pemeriksesn Keuangan BUMN
{Persero}

Berdasarkan pasal I peraturan peralihan UUD yang dipertegas dengan
penctapan pemerintgh No. 11/UM tahun 1946 yang menetapkan berdirinys Badan
Pemeriksa Keuangan 1} Januar 1947 dan pasal 2 menciapkan bahwa sebelum
peraturan yang bary fentang susunan dan bekerjanys BPK, maks peratutan.
peraturan mengenal Algemene Rekenkomer (jaman Hindia Belanda) masib tetap
berlaku. Algemene Rekenkmner Hindia Belanda semula didirikan oleh Gubernur
Jenderal Dandels pada tanggal 19 Desember 1808 yang diberi nama “Generale
Rekenkamer™ mengikufi  sistem  pemeriniahan  Perangis  (Napoleon) vang
menguasai Belanda pada saat itu. Pada masa peadudukan Inggris badan tersevbut
dihapuskan vang panti didiriken kembali oleh komisi general pada tabun 1816,
dengan pama Algemene Rekenkamer. Tugas dari pads Algemene Rekenkamer
pada mulanya adalah alat pemerintab {raja) yang melakukan pengurusan kevangan
negara. Dengan perubshen ketatanegaraan di negeri Belanda {(Growmdwer) 1848
vang menetapkan bahiwa acara pengurusan dan pertangpungjswaben keuangan
kolonial ditetapkan dengan Wet maka diperlalmkan Comprabiliteit Wet (Indische
Comptabiliteit Wet pada tahun 1867) yang diambil dari kodifikasi peraturan
kenangan Napoleon vang tefap berlakw di negeri Belanda. Dalam
Regperingreglement 1854 yang ditctapkan dalem pasal 66 ayat 1 tentang Algermene
Rekerkamer, Dengan Indische Comptabiliteit Wet itu maks penetapan anggaran
nepara tidak lagi ditetapkan oleh raja sendiri, tetapi olch Staters General (pembuat
udang-undang Belamla) dan pemerintah memberikan pertangpungjawaban kepada

3 thid. Pasel 32 avet {2
W rmid, Pasal 34,
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pembuat undang-undang tentang pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan
setabun sekali.*®

Oleh karcna pihak pemboat undang-undeng tidak mempunyai cukup
waktu dan keahlian dalam melakukan pemeriksaan dan penerlitidan perhitungan
dan pertanggungjawaban baik di negeri Belenda maupun di Indonesia maka tugas
tersehut diserahkan kepada 4lgemene Rekenkamer. Untuk dapat melaksanakan
tugasnya maka Adlgemene Rekenkamer diberi kedudukan dan kewenangan yang
bebas dari pengaruh eksekutif, yang diatur di dalam pasal 43 sampai dengan pasal
59 ICW yang diubah mhun 1925. Kedudukan Algemene Rekenkamer inilah
dilanjutkan dengan pasal 23 UUD 1945 yang pembentukannya diatur dalam
undung-undang, Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat atau di
bawah kekuasaan raja seperti Perancis (Napoleon) dan dalam suasana UUD 1945
vang pernah dikenal yakni seperti diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun
1963 (diganti oleh Undang-Undang No, 5 Tahun 1973). Undang-Undang No. 5
Tahun 1973 diganti oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan
Pemeriksa Keuangan.*®

Pengawasan adaleh suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui
apakah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan
rencana, perintah atau tujuan kebijakan yang telsh ditentukan. Pengawasan fidak
lepas kaitannya dengan pemeriksaan karena pemeriksaan itu pada hekekatnya
adalah bagian dari pengawasan yang keduanya saling berhubungan, Pemeriksaan
adalzh tindakan membandingkan mengenai hal-hal yang telah dikerjakan menurui
kenyatasn dan scharusnya, apabila meourut kenystaan dan seharusnya telah sesuai
berarti pekerjaan itu telah benar dikerjakan.*’

Pemeriksaan intemn ini kemudian dipertegas di dalam Pasal 33 avat (3) PP
No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuanpan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
yang berbunyi sebagai berikut:

“Aparat pengawasan iniern pemerinish pada Kementerian
Negara/Lembaga/pemeriotah  dacrah melakoakan review atas
Laporan Keuangan dan Kinera dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajiikan sebelum disampaikan oleh

9% W, Bobarl, Op.Cit. Hal. 118-119,
% phid. Hal, 119-120.
¥ Yugwar Zatnul Basri dan Mulyadi Subri. Op.Ciz. Hal6.
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Menteri/Pimpinan  Lembaga/gubernur/bupatifwalikota kepada
pihak-pihak sebapaimana diatur dalam Pasal & dan Pasal 11

D dalam tubuh pemerintsh sendiri (Departemen) ads Tnspektomt Jenderal
yang fugas pokoknys adalah mengamankan pelaksanzan tugas-tupss departemen
menuret rencana kebijaksapaan yang telah ditetapkan oleh menterd, vang
bersangkutan untuk melskokan:®™

1. pemerikssan semua unsur instansi i lingkungan departemen vang
dipandang perlu melipu bidang administras] umum, administras
keuangan, dan hasil-hasil  fisik dari peleksanaan proyek-proyek
pembangunan

2. pengujian seris penilaian atss. laporan berkala atsw sewaktu.waktu dar
setiap wnsur/instansi di lingkungsast depariemen bersangkutan atas pefunjuk
menteri

3. pongusutan mengenai kebenaran laporan atan  fentamg  hambatan
peayimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi atau keusngan
yang dilukuken oleh vosur/instansi depariemen.

Menurut pasal 23 E ayat {1} UUUD 1943 discbutkan bahwa untuk
memeriksa pengelolaan den tangpung jawab temtang kevanpgen nsgara diadakan
satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*'® Hesil pemeriksaan
tersebut selinjuinya diberitahukan kepada Dewan Perwekilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Paerah !

Di samping #tn BPK juga merupakan suastu badan yang telepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah seris melakukan pemeriksaan itu dari luar twbuh
pemerintah, pemeriksasn ini bersifat ckstern. Ditinjau dari mang lingkup
pemeriksaan, BPK berwenang memeriksa selurub kekayan baik vang tidak

8 1ndonesia {t). Persturan Pemerintah Mo 8 Tahun 2006 Tenteng  Pelaporan Keuangan Dan
Kineria Instansi Pererintsh Lembarsn Mepars Republik Indonesias Tahun 2606 Nomor 25
Tembahan Lembaran Negars Republik ndonesia Nemor 4614, Pasal 38 ayat {3).

*® yoswar Zainui Basti dan Mulyadi Sabd, Op Ciz Hal, 849,

2 rdonesia (g). Op. Ci. Pasal 23 E ayst (1),

M 1hid Pasal 23 E ayat (20,

Univergitas Indonosia

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB Ul, 2010



84

dipisahkan penguasaan dan pengurosannya (APBN dan APBD) maupun vang
dipisabkan (BUMN).*"?

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tangpung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi scbagai
berikut:

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan

{anggung jawab keuangan negara.” %'

Kewenangan BPK di atas dapat dilihat dalam pasaf 6 Undang-Undang 15

Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan vang berbunyi:?"

“BPX hertupas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kenangan
negara yang dilakukan oleh Pemecrintah Pusat, Pemerintsh Daersh,
Lembaga Negara leinnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negars,
Baden Layanan Umem, Badan Usaha Milik Deemh, dan lembaga atsu
badan lain yvang mengelola keuangan negara.”

13 dalem Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 yang berbunyi sebagail
berikut

“Pomeriksaan pengelolaan dan fanggung jawab keuanpan negars yang

dilalpkan olch BPK meliputi selureh unsur keuangan negara sebagaimana

dimaksudd dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 teniang
Keuangan Negara. ™"

Mengenai kewenangan pemeriksaan BPK dalam seluruh yang menyangkut
kekayaan negars berhubungan dengan Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tehun
2003 Tentang Keuangan NMegara berbunyi: '

“Keusngan Negara schagaimena dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi: ;
1. hsk negars uniok memungut pajak, mengeluarkan dan menpgedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
2. kewsjiban negara untuk  menyelengpsrakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Negara;
Pengeluaran Negars;
Penerimaan Daerab;
Pengeluaran Daerah;

O U o fad
* * s *

B2 wyswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, Op.Cit. Hal, 7-8.
W ndonesia (F).0p.Cit. Pasal 2 ayst (2).

4 fndonesia (g).Op. Cit. Pasal 6.

13 Indonesia (f). Op.Cit. Pesal 3 ayat (1),

9 Indonesia (d). op.Cif. Pasal 2.
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7. kekaysan negara’kekayaan daerah yang dikelola sendirl atau oleh pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
depat dinilat denger weng, termasuk kekayaan yang dipisshkan pada
perusahaan nogara/ perusabaan daerah;

8. kekaysan pihak lain yeng dikmasai oleh pemerintah delam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

9, kekaysan pihak lain vang dipercleh denpan menggunakan fasiliias yang
diberikan pemerintaly”

10. i dalam pasal 9 ayat {1} Undarg-Undang 15 Tahun 2006 Tentang Badan
Pemeriksa Kenangan yang berbunyi sebagai berikut; #'7

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPX berwenang:

a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan  melaksanakan
pemeriksuan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta
menyusun dan menyajiken laporan pemeriksaan;

b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap
orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daersh, Lembaga
Negars lainnya, Bank Indongsia, Badan Usaha Milik Negare, Badan
Layenan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atsu badan
Inin yang mengelola keuangen negara;

¢. melakokan pemeriksaan di tempat penyvimpanan sang dan barang mitik
nepare, di tempat pelaksunasn kegistan pembuluan dan tata usaha
kKeuanpgan negara, seria pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar
lainnya yang berkaitan depgan pengelolaan keuangan negara;

4. menetapkasn jenis dokumen, data, serta informasi mengenal pengelolaan
dan tangpung jawab keuvsugan negare yang wajib disampaikan kepada
BPK;

e. menetapkan standar pemeriksaan kewangsn nepara scieiah konsulfasi
dengan Pemcerintah Pusat/Pemerintah Dagreh yang wajib digunakan
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelofean dan tanggung jawab
kevangan negara;

g. menggunakan tenaga ahli danfateu tensga pemeriksa di luar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. membina jabatan fusgsional Pemeriksa;

i. memberi pertimbanpan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

j. memberi pertimbangan stas rancangan sistem pengendalian intem
Pemerintah  Pusat/Pemerintal Daersh  sebelum  ditetepkan  oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah,”

Di dalem pemenksaan kevangan BUMN, menurut pasal 67 ayvat (1) UU
No. 19 Tahun 2003 berbunyi:

“Pada setiap BUMN dibeniuk satuan pepgawesan intemn yang
merupakan aparat pengawas intern perusahsan '8

7 Indonesia (s), Op.Cit. Pasal ¢ ayal (1),
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Di dalam pasal 67 ayat (2) UU No. 19 Tahunr 2003 berbunyi:

“Satuan pengawasan intern sebagairoana dimaksud dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggong jawab kepads
direktur utama,™"

Menurut Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahuon 2003 berbunyi:

“Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN waiih membentuk komite audit
yang bekerja secara kolekiif dan berfungsi membanti Komisaris dan Dewan
Pengawas dalam melaksanakan tugasnya *°

Menurut Pasal 70 ayat (1) U No. 19 Tahun 2003 berbunyi:

“Komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimopin cleh
seorang ketua yang bertangpgung jawab kepada Komisaris atau
Dewsn Pengawas ™

Di dalam pasal 71 UU No, 19 Tahon 2003 dijelaskan mengenai pemerikssan
eksternal BUMN yang berbunyi sebagat berikut:

“Pasal 71

(1) Pemeriksean laporan keuangan perusshasn dilankukan oleh
auditor ekstemal vang ditetapkan oleh RUPS antuk Persero dan
ofeh Menteri untuk Perum,

(2) Badan Pemeriksa Keusngan berweaang melakukan
pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentnan peraturan
perundang-undangan.”?*?

Di dalar penjelasan Pasel 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 berbunyi
sebagai berikut:
“Pemeriksasn laporan keuanpan (financial audit) perusshasn
dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewdgjaran
laporan kenangan dan perhitunpan fahunan perusshaan vang
bersangkutan. Opini auditor atas lsporsn  ksuangan dan
perhitungan  tahunan  dimaksud diperlukan oleh pemegang
saham/Menteri antara lain delam rangka pemberian acquit et
decharge Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawsas perusabaan.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor § Tahun 1995
tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan kewangan dan

22 mdonesia (2}, Op.Cit. Paxal §7 ayat {13
% mbid, Pasal §7 ayat ().

2 15id. Pasal 10 avet {1).

2 rhid. Pasal 70 ayat {23,

2 15id. Pasal 71 ayst (1) dan {2).
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perhmmﬂ%an tahunan Perseroan Terbatas dilakuken oleh akuntan

publik’

Mengenai pemeriksazn kewangan negara dan pemeriksaan keuangan
BUMN bila diperbandingkan maka dapat dilihat di dalam bagan &1 baweh ini:

Pemeriksaan Keuangan Negars

Pemeriksaan Kevangan BUMN

Pemeriksaan Internal

Apural pengawasan infern pemerintsh
pada Kementerisn Negars /Lembaga
fpemerinigh daerah melakukan review
stas laporan keuangan dan Kkinerja
dalam rangka roeyakinkan keandalan
informasi  yang disajikan sebelum
dissmpaikan oleh MenteriPimpinan
Lembaga /gubsnur /bupatifwalikota

Pemeriksasn Internal

Pada setizp BUMN dibentuk satuan
pengawasan intern yang merupakan
aparai pengawas intern perusahaan.
Satuan pengawasan intern dipimpin
oleh  secorang  kepala  yanp
bertangpung jawab kepads direktur
utama.

Komisaris bertanggung jawab penub
atas pengewasan BUMN  untuk
kepentingan dan  juan BUMN.
Komisaris dan Dewan Pengawas
BUMN wajib membentuk  komite
audit yang bekerja secara kolektif dan
berfungsi membanty Konsiseris dan
Diewan Pengawas dalam
melaksanakan fugasnya

Pomeriksaan Eksternal

BPK melaksanakan pemerikssan aias
pengelolasn  dan  tangpung  jawab

keuangan negara

BPK. bertugas mermeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara
vang dilakukan oleh Pemerintah Pusal,
Pemerinteh Daersh, Lembaga Negara
fainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum,
Badan Usshe Milk Daerah, dan
lembaga atwu  badan  lain  yang
mengelola keuangan negara

& Pemerikssan laporan keuangan

Pemeriksaen Eksternal :
i dalam BUMN dilakukan oleh:

perusahaan dilakukan oleh auditor
cksternal yang ditetapkan oleh RUPS
untuk Persero dan olek Menteri untuk
Perum (akuntan publik)

b. Badan Pemeriksa Keuanpso
berwenang melakukan pemeriksaan
terhadap BUMN  sesual  dengen
keteptuan  peraturan  perundang-
undangen

2 rbid Penjelasan Pasal 71 ayat (1),
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35 Pertanggungjowaban Kevangan Negara dan Pertanggungjawaban
Kensngan BUMN (Persern)

Kata “perianggungjawaban” secara etimologis berasal dari bentuk dasar
kats majemuk “tanggung jawab”. Tanggung jawab scbagai suatu kata benda yang
abstrak yang merupakan bentuk majemuk berasal dari dus suku kata yaitu
“tangpung” dan “jawab”, Bila bentuk ini ditmbuhi suatu awalan “per” dan abiran
s, maka akhiran tidak mungkin disisipkan diantara dua kats yang merupakan
bentuk majemuk, kareng akhiran tidak mungkin berubah fungsinya menjadi
sisipan dalam suaty kats vang majemuk, sshinpga perubahan bentuk dasar dari
perkatazn “tenggong jawab™ seteiab diimbubi awalan “per” dan akhiras “sn™
menjadi “(pertanggungiawablan)” atau diromuskan ke dalem suatu kesatvan
bentik kata bends, maka ja akan menjadi perkatasn “pertanpgungjawaban” 2

WIS Poerwsdasrminte mengartiken kata tanggung jawab" schagai
keadsan wafib menanggung segala sesuastunya (kalau ada seswate hal, boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). la mengaitkan tanggung
jawab dengan sesuatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila texdlapat
sesuaty yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala scsuatu
tersebut.***

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk
melaksanakan pengelolaan kevangan nepars secara tertib, tast pada persturan
perundang-undangan, efisien, eckonomis, efekfif, dan ftransparan, dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Depat  ditrlk  soaty  kesaluan pengerfian yang umwm  mengenai
pertanggungjawaban yekni bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasen
dalam meleksanakan sesusto tugas vang dibebankan kepadanye, namen iz tidak
dapat membebaskan dirl dari hasil atau alabat kebebasan perbuatannya dan i
dapat dituntut untuk melsksanskan secara laysk apa yang diwajibkan
kepadanya.”’

24 Arifie P Soeria Atmadia (A). Mekanisme Perlanggungiewaban Negara Suaty
Tinjanan Yuridis. (Jakarte: FY. Gramedia , 1986), Hai, 42.

5 rhid,

=6 1ndonesia (s). Op CinPasal 1 angka 7.

= Arifin 7, Soeria Atmadia (4). Op.Cir. Hal. 44-45,
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Pertangpungjawaban APBN dilakukan oleh Presiden kepads DPR, hal ini
dapat dilihat di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No, 17 Tahun 2003

Tentang Keuanpan Negara yang berbunyi:

“Presiden menyampaikan rencangan undang-undang teatang
pertanggungiawaban pelaksanasn APBN kepada DPR bereps
laporan keuangan yeng telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Kengngan, selambat-lambatnyz 6 (enam) bulan seielah tshun
anggaran berakhir. ™

i dalam BUMN, menurut pasal 23 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang
berbunyi sebagai berikut:

“Dalam waktu 5 {lima) bulan sctelah tahun buku Persero ditutup,
Direksi wajib menyvampaikan laporan tahunan kepada RUPS untek
memperoleh pengesahan™™

i dalam penjelssan pasal 23 ayst (1) UU No. 19 Tahun 2003 vang
barbunyi sebagai berikut:

“Laporan tabunan memuat antara lain:

8. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku
yang baru lampan dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b, Neraca gabungan dari perscroan yang tergabung dalam satu
group, disamping neraca dari masing-masing persercan fersebut;

¢. Laporsn mengenat keadaan dan jalannya perseroan, serts hasil
yang telah tercapai;

d, Kegiatan utaroa perseroan dan porubahan sefama tahun buku ;
e.Rinclan masaiah yang timbul selama tshun buku  yang
mempengarvhi kegiatan

perseroan;

f. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan henorarium
scrta funjangan lain bagi anggota Komisaris.”

Di dzlam BUMN persero, direktur melakukan pertanggungiawsban kepada
RUPS dengen menyampaikan laporas tahunan,

Apabils membandingkan pertanggungiawaban keusngan negara dan
pertangpongiaweban keuangan BUMN maka dapat dilihat di dalam bagzn di

bawah ini.

8 ndonasia (d). Op.Cit. Pasal 30 ayet {1},
¥ indonesia (3). Op.Ci. Pasel 23 nyat (1}
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Pertanggungiawaban Kevangan Negata Pertangpungjawaban Kevangan
BUMN (Persero)
Pertanggungjawaban ketangan negara | Pertanggungjawaban keuangan

dilekukan oleh Presiden kepada DPR
dengan  menyampaikan  rancangan
uztda:;g~m€iang fentang
pertanggungjawaban
APBN

pelaksanaan

BUMN dilakukan oleh dircktur
kepada RUPS dengan menyampaikan
laporan tahunan

Linlvarsitas Indonosia
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BAB 4
STATUS HUKUM PIUTANG BANK BUMN DALAM RANGEKA
PENGELOLAAN PEREKONOMIAN NEGARA
DANTERHAMEBATNYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

4.1 Status Hukam Kredit Bermasatal Bask BUMN

Telah diterangkan di dalam bab 2 bahwa ada beberapa pendapat mengenai
stefus hukum dari pintang BUMN itu semdici. Ada pendapat yvang mengetakan
bahwa kredit bermasalah bank BUMN adalzh pivtang dari negars den ads
pendapat yang mengataksn bahwa kredit bermasalah benk BUMN bukenlah
piutang negara, masing-masing pendapat inl mempunyai cars yang berbeda dalam
penyelesaian kredit bermasalab dari bank BUMN. Pendapat yang menjelaskan
bahwa kredit bermasalsh bank BUMN adalsh piutang uwegara maka cara
penyelesaiannya didasarkan kepada Undang-Undang 49 Prp Tahun 1960 Tentang
Panitia Urusan Piutang Negara. schaliknys, pendapat yang menjelaskan bahwa
kredit bermasaiah bank BUMN bukanlah pivtang darl cegars maka omra
penyelesaiannys didasarkan kepads cara-cars veng biass dilakukan oleh bank
pada unnEnaya.

Dlengan adanyz dualisme di dslam pengaturan penyelesaian plutang bank
BUMN masyarakat dan praktist menjadi bingung cara penyelesaian mana yang
dapat digunakan. Untuk mengetahul cara penyelesaian yang akan dipilih maka hal
yang harus dijawab terlebih dahulu apakah kredit bermasalab bank BUMN itu
adalah piutang dari negara. Jawaban tersebut akan mengarahkan kepada cara
penyelesaian piutang BUMN dalam hal ini Kinisusnya adakeh kredit bermasalah
(Non Performing Loany pada bank BUMN.

Untuk meniawab mengenai dualisie cara penyelesaian kredit bormasaizh
dari bank BUMN maka dapat dilihat dari tiga (3) buah analisis. Analisis-analisis
tersebut adalahy

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Berdasarkan teori badan hukum

3, Berdasarkan sistem hulawm

41 Universitas indonesia
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4.1.1. Status Hukum Kredif Bermasalah Bask BUMN Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan

Telah dijelaskan di dalam bab 2 mengenai peraturan perundang-undangan
yang berpendapat bahws kredit bermasalah BUMN adalah pintang negara dan
pendapat vang mengatakan behwa kredit bermasalah bank BUMN bukaniah
pivtang negars. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang 49 Tahun Prp 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang
Negara

Di dalam pasal 8 Undang-Undang 49 Prp Tzhun 1960 Tentang Panitia

Urusan Piutang Negara dijelaskan yang dimaksud dengan piutang negara.

isi pasal tersebut berbunyi: =*°

“Plutang negara atay hutang kepada Negama oleh Peraturan ini,
ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau
Badan-badan yang baik secara langsung atav tidak langsung
dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian
atau sebab apapun.”

Penjelasan pasal 8 Undang-Uindang 45 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia
Urusan Plutang Negare meniclaskan bahwa: =

“Pengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang :

a. Langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena
itu harus dibavar kepada Pemeriniah Posat atau
Pemerintah Dacrah.

b, Terhutang kepada badan-badan yang umumnya
kekayaan dan modainya sebagian atau selwuhinya
milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT
Negara, Perusshamgn-perusahaan Negera, Yayasan
Perhekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan
Makanan dan sebagainya.”

Perlu diketahui bahwa pada ssat UU No. 49 Prp Tahun 1960 terscbut
diundangkan, status hukom bank-bank negara belum berstatus hukum

Perseroan Terbatas, sehingga rumusan piutang nepara pada saat itu sejalan

27 ndonesia (o). Gp.Cit. Pasal 8.
" thid. Penjelnsan pasal 8.
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dengan status hukum bsnk-bank negara pade wakftu #u. Karena dengan
berubahnva status hukum bank-bank nepars fersebut menjadi perseroan
terbataz, maka status hukum deri kevangan negarg ielah berubah status
hukumnya menjadi kevangan persero bukan lagi merupakan keuangan negara
lagi demikian pula piutangnya, sehingga nunusan tersebut sudah tidak sesual
lagi dengan linglkungan kuasa hukum (rechtsgebeid) dari sebnah perseroan
terbatas. Dan uang negara vang ditanamken sebagai saham, bukan lagi vang
negara, akan tetapi sudah berubah statug hukum vang tersebut menjadi udang
badan hukum persercan terbatas yang sepenshnya tunduk pada ketentuan DU
No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,”?

2. Undang-Undang Ne. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendabaraan Negara
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tashun 2004 Tenlang
Perbendaharaan Negara berbunyi sebagai berikut:

“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemeriniah Pusat danfatau hak Pemerintah Pusat yang dapal dindlal
dengan vang sebagai akibat perjanjian atan akibat jainnya berdasarkan
peraturan perundang-undanpar yang berlaku ataw akibst lainnya yang
m!?

Dengan definisi mengenal piutang negars di ates teleh dibuktikan bahwa
kredit bermasalah bank BUMN fidak termasuk ke dalam piutang nepara.
Hal ini juga didukung oleh ¥atwa Makamah Agung Nomor
WEKMA/Y ud20/VIT2006 tangpal 16 Agustus 2009,

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2803 Tentang Kevangan Negura
Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahm 2003 Tentang Kcuangan Negara
berbunyi:

“Kevangan Nepara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi;

2 Arifin P, Sceris Atmadia (3). Jmplikasi Hukum Arti Kewengon Negaro Terhadap
Pintang Badan Usahy Milk Negara {Perserol. {Jekertu: Workhsop Tentung Inmplikast Hukum
Pengertian Kousngan MNegars Terbadap Plateng BUMN, PT Bank Mandisi, 23 Meret 2006). Hal.

35 Patwa Mohkamah Agung. Cp.Cit, Hal, 2.
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4. hak negara untuk memungut pajak, mengelvarkan dan
mengedarkasn nang, dan melakukan pinjaman;

b. kewsjibat negara untuk menyelenggarakan tugas

layansn umum pemerintahan pegara dan membayar

tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengelusran Dacrah;

kekayaan negara/kekayean daerah yang dikelola sendini

stan oleh pihak lain berupa uang, surat berharpa,

plutang, bamng, serta hak-hak lain vang dapat dinilai
dengan sang, termasuk kekayasn yang dipisahkan pada
perusahaan negary/ perusahean daersh;

h. kekayean pibak lain yang dikmasai ojeh pemerintab
dalam rangka penyelenggaraan fugas pemerintshan
dan/atau kepentingan umum;

i. kekayaan pihek lain  yang diperoleh denpan
mengpunakan fasilitas yang diberikan pemeriatah.”

Wrae P

4. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Pasal T angka 1 Undang-Undang No I9 Tahur 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara berbunyi:

“Badan Usaha Milik Negara, yang sclanjutnva dischut BUMN, adalah
badan usaha yang scluruh atau sebagian besar modalnva dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secars langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan ™

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaba
Milik Negars berbunyi:

“Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan”, 2

Perfjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tabun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara berbunyl:™®

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan nepara
dari Anggaren Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan
modal negara pada BUMN  untuk  selanjutnya  pembinaan  dan

2% sndonesis (8). Op.Cit. pasal | angka 1.
S rhid Pasal 4 syst ()
¥ thid. penjelasan pasal 4 ayst (1),
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pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolagnnya didasarkan

pada prinsip-prinsip perusahann yang sehat.”

Pasal 11 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara berbunyi=™’

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang
berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur delam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1993 tentang Persercan Terbates.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Parserosn Terbatas telgh
digantikan olch Undang-Undang No. 49 Tahun 2007 Tentung Perseroan
Terbatas.

. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cams
Penghapusan piufang Negara/Daerah

Di dalam prsal 19 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah berbunyi sebagai berikut;

“Penghapusan Secara Bersvarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas
piutang Perusabssn Negara/Dauerah dilakukan secusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku " *

Di dalam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Nepara/Dacrah dinyatakan
sebagai berikut:™

“Termasuk 0i dalam pengerlian Perusahesn Negara/Thsersh antara lfain
adalah badan vsaba yang dimiliki negara/dacrah dan berbentuk Perseroan
atau Perusahaan Umum.”

Pengurusan mengenal penghapusan piutang negara difemukan juga di
dalam pasal 20 Peraturan Pemerinfah No. 14 Tahun 2003 Tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah vang berbunyi sebagai berikut

27 rhid. Pasnl 11.
7 1ndonesia {1).. Pasal 15,
¥ 16id, Penjclasan pasal 19,
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“Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlek
atas piulang Perusahaan Negera/Dzersh yang pengurusan phitangnya
diserahkan Wda PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Kwa.ngaﬂ.”

. Peraturan Pemerintah MNomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerinizh Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Taig Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Di dalam Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini menghapus
pasal I9 dan 20 Persturan Pemeriritah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Tata
Care Penghapusan Pivtang Negara/Dzerah, DI dalam pasal 2 ayat (1)
Peraturen Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 meayatukan bahwa: 2!

“Pada saat Peraturan Pernerintah ind mulaf berlaky:

1. Pengurusan Piuteng Perusehsan Negeara/Dacrah vntuk
selanjutnya  dilakukan sesuai  kefentman peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan
Terbatas dan Badan Ussha Milik Negars beserta
peraturan pelaksangannya.

2. Penpurusan Piuntang Perusahaan Nepara/Daerah vang
telah diserabkan kepada Panitia Urvsan Piuviang Negara
¢.¢. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan
usul penghapusan Piutang Perusahesn Negara/Daersh
yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui
Direktur Jenderal Pintang dan Lelang Negara tefap
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49
Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Pivtang Negars
darn Persturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piwtang Negm&)aamh
beserta peraturan pelaksanaaunya.”

Sslain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga keputusan

menteri keuangan sebapaitiana telab dijelasken di dalam bab 2. Keputusen
mienteri Keuangan ferschut antara lain :

1.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 61/KMK.,08/2002 Tentang Panitia Urusan Piuteng Negara

¥ 1bid. Pasal 20.
# mdonesia (k). Op.CH. Pasal 2 ayat{1).
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2. Keputusan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor: 301/KMK
0172002 Teniang Pengurusan Plutang Negara Kredit Peromahan Bank

Tabungan Negara

3, Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomeor: 302/KMK
0172002 Tentang Pemberian Pertimbangan Atas Usul Penghapusan
Piutang Negara Yang Berasal Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga

Negara

Perbandingan peraturan perundang-undangan yang memiliki pesudapat

yang berbeda dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini

Kredit Bermasaiah Bank BUMN Kredit Bermagalah Bank BUMN
Adalah Piutang Nepara Bukanlah Plutang Negara

1. Undang-Undang No, 49 Prp 1960
Tentang Panitia Urusan Pltang

Negara

. Undang-Undasg No 17 Tahun
2003 Tentang Kevangan Negara

., Peraturan Pemerintah No. 14
Tahon 2005 Tentang Tata Cars
Penghapusan piutang
Negara/Daerah

1, Undang-Undang No 15 Tahun

2003 Tentang Badan Usaha Miiik
Negara

. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendabaraan Nepgara

. Perafiwan Pemerintzah  Nomeor 33

Tahun 3066 Tentang Perubshan
Atas Peraturan Pemerintak Nomor
14 Tshun 2005 Tentang Tats Cara
Penghapusan Piutang
Negsra/Daergh

Untuk mengetahui pendapat mana yang benar darl segi peraturan

perundang-undangan maka akan digunakan asas-asas hukum ¢i dalam peraturan
perundang-undangan, Asas-asas hukom (ersebut antara lain:

1. Lex specialis derogat lex generalis {undang-undanp vang bersifat

khusus menyampingkan nadang-undang vang bersifat wmum)™

2. Lex

superior  derogal

fegi  inferiori  (kalau  terjadi

konflik/perfentangan antara peraturan perundang-undangan yang

M Kamus Hukum, httpZewwkamushukuemcomdemushukum_entries. Diundul pada

tanggal 24 Oktober 2000,
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tingpi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang herus
didabutukan)®

3. Lex posterior derogat legi priori (peraturan perundang-undangan
yang terkemudian mienyisthkan perefuran perundang-undangan
ymgter{iahuin}m

Menurut L.J van Apeldoorn undang-undang dibagt ke dalam dua (2) buah
bentuk yaitu:>*

I. Undang-undang dalam arti materiil yaitu sesnatu keputusan pemerintab,
yang, mengingat isinya disebut undang-undang, yattu tisp-tiap kepwiusan
pemeriniah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara
wmum {(dengan perkataan lain, peraturan-perafuran hokum obyektf)

2. Undengundang dalam arti formil yaitu keputusan pemeriniah yang
memperclich nama undang-undang karena bentuk, dalam mana ja tmbul.
Di negeri Belanda undang-vndang dalam arti formil adalah tiap-tiap
keputusan yang ditetapkan oleh raja dan Staten-Generaal bersama-sama.
Di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagat

berikut:2*

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang

kepada Dewan Perwakilan rakyat”

DPR  memegang  kekuasaan membentuk  undeng-undang,  Setiap
Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD.2¥

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling
tambat 7 (tujul) hari kegja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden
univk disahkan menjadi updang-undang. Apabila setelah 15 (Jima belss) hari
keria, RUU vang sudah disampeikan kepada Presiden belum disabkan menjadi

3 thid,

U rbid,

#51,) van Apeldoom. Pengantar Hme Hutkum. {Jakaria: PT Prodnye Paremits, 1996}
Hal. 80.

#% tndonesia (=), Op.Cir. Pasal § svat (1),

Y Proses Pembuatan Undang-Undang. Wipef/civicseducation wordpress.com/2008/03/
2fproseppembimisn-undang-undang’. Diunduh pads tanggal 2% Nopember 2008,
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undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta
penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari selek RUU terschut
disetujui  bersama, RUU fersebut ssh menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan 2%

Proses Pembuatan Undang-Undangm

nuurmar i}
pnm;mﬁ:ﬂ

WANM‘!'*W] ﬂﬁmmﬁlﬁ_‘ =
T T R URNEN T BIOGRAS

T A AN ORI ARG T

Menurut Apeldoorn undang-undang dapat dibagi dalam updang-undang
vang lebih tinggi dan undang-undang yang lebih rendah (lex superior derogat legi
inferiory). ™ DI dalam perkembangan selanjutnya kemudian berkembang asas-
asas lain seperti lex specialis derogat lex gereralis dan lex posterior devogat legi

priori

Jadi ada hirarki dalam undang-undang. Susunsn tingkst undangundang
{jaman dahulu menurut Apeldoorn) ada sebagai berikut:>!

I. Undang-Undang dalam arti formil (undang-undang dasar}

2. Algemene Maatregelen van Bestur

3. Peraturan-peraturan propinsi

8 rhid.

9 thid.

Yy, T van Apaldoom, Op. Ci Hal 81,
* ryid Bat, R1
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4. Peraturan-peraturan kotapraia dan menurut tingkatannys sederajat
dengan ity iglsh persturan-peraturan  dacrabedsersh  perairan
{waterschapper), veenschappen dan veenpolders.

Yang dimaksud dengan Apeldoom pada jaman sekarang adalah hirarki
peraturan perundeng-undanpan yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang No 10
Tahun 2004 Tentang Pembentokan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan
mengenai jenis dan heracki Peraturan Perundang-undanpan adalab sebagai
beriku:*2
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Persturan Pemcerintah Pengganti Undang-Undang;
. Peraturan Pemerintah:
d. Peraturan Presiden;
&, Peraturan Daerah terdird dari:
& Peraturan Daerah provinsi dibnat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
provinsi bersama dengan gubernur;
» Peraturan Dacrah kabupaten/koia dituat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
» Peraturar Desa/peraturan yang setingkat, dibuat olch badan perwakilan
desa atau nama ainnya bersamna dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dengan demikian setiap poraturan perundang-undangan harus memenuhi
syarat formil dan materiil untuk dupat menggonakan asas-asas Jex superior
derogat legi inferiori Jex specialis derogot lex generalis dan lex posterior derogat
legi priori.

Walaupun Undang-Undang No, 48 Prp 1960 Tentang Paniiie Urasan
Piutang Negara mengatur bahwa piutang BUMN adalah piutang negara, hal ini
dapat dilihat di dalam pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 Tentang
Panitia Urusan Piutang Negara dijclaskan yang dimaksud dengan piutang negers.
isi pasal tersebut berbunyi: 2

2 Indonesia (i}.0p. C/. Pasal 2.
% Indonesie {c). Op.Cir, Pesal &
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“Platang negara atsu hutang kepada Negara oleh Peraturan ini,
ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau
Badan-badan yang baik secara langsung atan tidek langsung
dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, petjanjian
atau sehab apapun.”

Penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp 1960Tentang Panitia
Urusan Piutang Negara menjelaskan bahwa: 2**

“Dengan pivtang Negara dimaksudkan hutang yang ©

a. Langsung terhutang kepads Negara dan oleh karens
itr haras dibayar kepada Pemerintzh Pusat atau
Pemerintah Dacrah.

b.  Terhutang kepada badan-badan yvang uwmuronys
kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya
milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT
Negara, Perusahaan-perusshaan Negara, Yayasan
Perbekalan dan Persedioan, Yayasan Urusan Bahan
Maukanan dan sehagainya”

Dengan berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Useha Milik Negara berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun
2003 Tentang Badan Usaba Milik Negara berbunyi:

“Modal BUMN merupakan dan beresal dari kekayaan negara yang
dipisahkan™ *°

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara berbunyiz**

“Yanp dimaksad dengan dipisazhkan adalah pemisshan kekayaan negars
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan
modsl negars pada BUMN  untuk  selanjuinya pembinsan  dan
pengelolsannya tidak lagl didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan
dan Belanjs Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan
pada prinsip-prinsip perusabiaan yang sebat.”

4 Ibid. Penjelasan pasal 8,
3 Ibid. Pasal 4 ayat (1).
2 Ibid. pemiclasan pusal 4 ayst {1).
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Pasal 11 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usshe Milik
Negara berbunyi:™’

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip

vang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas.”

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1995 tentang Persercan Terbatas telah

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.
1, 49 Tahun 1960 U No. 19 Tahun 2003,
Materiil Formil Materiil Formil
Ya ¥ Ya Ya

Dengan melihat kepada bagan di atas bahwa UU No. 49 Prp 1960dan Ut
No. 19 Tahun 2003 memenubi persyaratan formil dan materill oleh karena it
dapat digunakan asas hukurn Lex specialis derogat lex generalis (onslang-undarng
yang bersifat khusus menyampingkan endang-undang yang bersifat umuom),

UU No. 19 Tahun 2003 mengatur bahwa BUMN memiiki kekavaan yang
terpisahkan dari APBN dan dikelola berdasarkan prinsip perusshaan yang sehat
membuat plutang yang dimiliki oleh BUMN fidak lagi menjadi piutang negaca.
Dalam hal ini berlaku 388 fex speciolis derogat lex gereralis (umdang-undang
yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat uown)

Berlakunya asas ini karena di dalam 1fU No. 49 Prp 1960telah diatur
bahwa piutang yang dimiliki oleh BUMN adalah piutang negara, tetapi kemudian
muncul UU No 19 Tahun 2003 yang kemudian mengatur bahwa kekaysan yang
dimiliki oleh BUMN tidak fermasuk ke dalam APBN berani terpissh dard
keuangan negara denpan demikian piutsng yang dimiliki BUMN bokan
merupakan piutang negara.

*3 Ibid Pasel 11,
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Perbedaan pendapat selanjuinya adalah antara U No. 17 Tahun 2003 dan
UU No. 19 Tabun 2003,

DY, 17 Tahun 2003 U No. 19 Tahun 2003,
Materiil Formil Materiil Formil
Ya Ya Ya Ya

Dari bagan di afas dapat dilihat bahwa UU No. 17 Tahun 2003 das UU
No. 19 Tshun 2003 memenuhi persyargtan formil dan materiil ofeh karena ftu
dapat dipunakan asas lex specialis devogat lex generalis (undang-undang yang
bersifat khusus menyampingkan undang-undang vang bersifat wmurm},

Di dalam ULl No 17 Tahun 2003 ditcrangkan di dalam pasal 2 yang

berbunyi sebagal berikut:
“Kevangan Negara scbagaimana dimeksud dalam Pasal |

angka 1, meliputi:
o. Hak negars untuk  memungut  pajak,

© e o

mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;

Kewajiban negers uniuk menyclenggarakan
tugas layanan o pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihuk ketiga;

Penerimasn Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Ducrah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan segava/kekayaan dacrak yang
dikelola sendiri atau oleh pibak iain berupa
pang, sarat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uaag,
fermasuk kekayaan yang dipisshkan pada
perusabaan negara/ perusahaan daerah;
Kekayaan pikak jain yang dikuasai olch
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan  fasilifas  vang  diberikan
pﬁmeﬁm&h.”m

*2 Indencsia (). Op.Cit. Pasal 2,
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DI dalam pagal 2 huraf ¢ UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan babwa
kekeyaan pada BUMN merupakan kevangan negara, namun di dalam Undang-
Undang Mo 19 Tahun 2003 pasal 4 ayat {1} Undang-Undang No 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

“Moda! BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang
dipisabkan™, **

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara berbunyi:?®

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisaban kekayaan negara
dari Anggaran Pendapatan dan Belanta Negara untuk dijadikan penyertaan
modal nepgara pada BUMN  untuk  selanjutnya  pembingan  dan
pengelolaannya tidek lagi didasarken pada sistem Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, namun pembinean dan pengelolaannya didasarkan

pada pringip-prinsip perusahaan yang schat,™

Fasal 11 Undang-Undang No 19 Tehun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara berbunyi:”!

“Terhadap Perserc berleku sepala ketentuan dan prinsip-prinsip yang
berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang
Nomor | Tahun 1995 tentang Persercan Terbatas,”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah

digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tenfang Perseroan Terbatas,

Semula UU No. 17 Tahun 2003 mengatur bahwa kekayaan BUMN
termasuk ke dalam keuangan negara, dengan terbimya UU No. 19 Tahun 2003
yang kemudien mengatur secara lebib spesifik mengenai BUMN mengatur bahwa
kekayaan BUMMN sudah bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Dengan
ini berlaku asas fex specialis derogat lex generalis {undang-undang yang bersifat
khusus menyampingkan undang.andang yang bersifat umum).

2 thid. Pasal 4 ayat (1).
9 rbidd, penjelasan pasal 4 ayai (1).
1 thid, Pasal 11,
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Hal yang senada juge disampaikan oleh Fatwa Makamah Agung No.
WEMA/Yud20/VIIZ2006 tanggal 16 Apustus 2006 vyang pads isinya
mengatakan sebagai berikut:>

“Bahwa begitn pula dengan adanys Undang-Undang No 18
Tehun 2003 Tentang Badan Ussha Milik Negars maka ketentuan
dalam pasal 2 huruf g (Undang-Undang No 17 Tahun 2003

Tentang KReuangan Negara) mengenai

“kekayaan vang

dipisahkan pada perusshaan ncpars/perusahaan daerd” juga

tidak mempunyni kekaatan mengikal secara hukum.”

PP No. 14 Tahun 2005 PP No, 33 Tahun 2008
Materiil Formil Materii] Formil
Ya ¥a Ya Ya

Dari bagan &i atas dapat dilthat bahwa antara PP No, 14 Tahen 2005
dengan PP Nomor 33 Tshun 2006 telah memenuhi persyaratan formil dan
materiil berlaku asas lex posterior derogat legi priori (peraturan perundang-
undangan yang terkemmdian menyisihkan peratiran perundang-undangan yang

terdabuliu).

Di dalam pasal 19 PP No. 14 Tahun 2005 yang berbunyt sebagai berikuts

“Penphapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas
pintang Perusahaan Negera/Daersh dilakukan sesuat dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,» %%

Di dalmn penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. {4 Tahun 2003
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negars/Daerah dinyatakan sebagai

berikur

“Termasuk di dalam pengertian Perusahaan Negara/Dacrah antars lain
adalah badan usaha yang dimiliki negars/daerah dan berbentuk Persercan
atat Perasahaan Umum,”

2 Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIE006, hal, 2.

3 1ndonesia {1).0p.Cit Pasal 19,
# 1bid. Penjelasan pasal 19.
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Pengurusan mengenal penghapusan piutang negara ditemukan juga di

dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 14 Tabun 2005 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Dsersh yang berbunyi sebagai berikut:

“Yata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak
stas pintang Perusahaan Negsra/Dacrah yang pengurusan piutangnya
diserahkan i(e})ada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peratursn Menteri
Keuangan,”

14 dalam pasal 2 ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2006 yang berbunyi

sebagal bertkut:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Pengurusan Phsang Porusahaan Nepgara/Daerah untuk
selanjuthya  dilakukan sesuai  kefentusn  peraturan
perundang-undangan yang berlaka di bidang Perseroan
Terbates dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan
pelaksanaznnya.

2. Pengurssan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang ielah
diserahkar kepada Panitia Urusan Piutang Negars ¢4q.
Direktorst Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usal
penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah vang telah
disjukan kepads Menteri Keuangan melalul Dircktur
Jenderal Piutang dan lelang Negara tetap dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
teptang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahua 2005 tentang Tais Cara
Penghapusan Pmlmlg Negara/Daesah beserts persturan
pelaksanaannya.”?

PP Nomor 33 Tahun 2006 yang lahir kemudian menyisithkan PP No. i4

Tahun 2005 dengan demikian berlaln asas lex posterior derogar legi priovi

{peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan

perundang-undangan vang terdahulu).

Untuk keputusan-keputusan Menteri keuangan sebagaimana yang tersebut

4 bawnad: ind:

%0

Keputasan Menteri Keuvangan Republik Indonesia
Nemor: 61/KMEK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

2 rhid. Pasal 20.
% tdonesia (k). Op.Cir. Pasal 2 ayat{1}.
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2. Keputusan Menteri Kevangen Republik Indonesia Nomor: 301/KMK
0172002 Tentung Pepgurusan Plutang Negara Kredit Perumahan Bank
Tabungan Negag

3. Peraturman  menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:
3/PME 0772005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian Dan
Penctapan Penghapusan Plwtang Perusahaan Negara/Daerah Dan Piutang
Negara/Daerah

Untuk keputusan dan peraturan Menteri Keuangan di atas berlaku ssas fex
superior derogat legi inferiori (kaleu terjadi kopflik/pertentangan antara peraturan
perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendab maka yang tinggilah yang
harus didahulukan). Peraturan dan keputusan di atas bukanish termasuk ke dalam
peraturan penmdang-undangan namun di dalam substansinya 8dak boleh untuk
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Persturan dan keputusan menteri keuengan ini harus divbah dan
disesuaikan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaba
Milik Negara, Undang-Undang No. | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara, dan Peraturan Pemerinteh Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah- Nomor 14 Tshun 2005 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah,

Dengan demikian berdasarkan persturan perundang-undangas Undang-
Undang No 19 Tahen 2003 Tentang Badan Ussha Milik Negara, Undang-Undang
Mo. 1 Tzhun 2004 Tentang Perbendaharsen Negara, dan Persluren Pemeriniah
Nomor 33 Tshun 2006 Tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Tats Cars Penghapusan Piutang Negara/Dacrah, kredit
bermasalah yang dimiliki oleh hank BUMN bukanlah piufang negara schingga
kredit bermasalah (NPL) vang dipunyai oleh bank-bank BUMN diselesnikan
menurut cara-Cara yang biasa dipakai oleh banke-bank pada umumnya.
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4.1.2. Status Hukum Kredit Bermasalah Bank BUMN Ditijan Dari Sodut
Teori Badan Hukum

Bentuk BUMN yang akan dianalisis adalah perusahaan perseroan, dimana
bark BUMN yang memiliki kredit bermasalah {(Non Performing Loant} adalah
berbentuk perusahan perseroan,

Dengan melihat ke dolam pasal | angka 1 UU No. 19 Tahun 2003
pengertian BUMN yang berbunyi

“BUMN adalah badan useha yang seluruh atau sehagian hesar modalnva
dimiliki oleh negars melalut %ﬁm secara langsung vang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan,

Dart dofinigl di ates dapat diambil unsur-unsur berdasarkan definisi
tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:™

2. Badan usaha atan perugahaan

b. Modal badan usgha tersebut seluruhnya atau sebapian besar
dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak selurubmya dikuasai

. nepara, maka agar teiap dikategorikan sebagai BUMN, nepara
minimum mengoasai 51% modal tersebut.

¢. Di dalam usahia tersebut nepara melakukan penvertaan secars
langsung, Mengingat di sini ada penyertasn langsung negars
terlibat dalam menangeung resiko anhing dan ruginya perusahuan.
Menurut' penjelssan pasal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003,
pesnisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyerisan dilakukan
dengan cars penyertaan langsung negars kepada BUMN sehingga
setiap penyertaan lersebut harus ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah (PF)

4. Modal penyertaan terssbut berasal dari kekayaan negara vaog
dipisahkan. Kckayaan yang dipisabkan di sini adalah pemisaban
kekayaan negars dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{APBN) untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN uniuk

*7 ndonesia (8). Op.Cit, Pasal } angka 1.
8 Ridwan Khalrandy. Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisalkan Dalam Perusahiaen
Perservan. Jumal Hokum Bisais, Volume 26 Mo, 1 Tahun 2007. Hal, 33,
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dijadikan modal BUMN. Setelah itu selanjutnya pembinaan dan
vengelolaanys tidak lagi didasarkan pada sistems APBN, namun
pembinaan dan pengeloisanya pada prinsip-prinsip perusahaan
yang sehat,

UU No. 19 Tabun 2003 sccars fegas menyebut bahwa modal BUMN
adafah penyertaan langsung dari kekaysn negara yang dipisabkan. Dengan
pemisehan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusahasn tersebut,
penyertaan tersebut demi bukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan
kekayaan ini merupakan konsekuensi hulawn bagi badan bhukum, Dengan
demikian, secara yuridis modal tadi sudah menjadi kekayasn perusahaan, bukan
kekayaan negara lagi.*®

Di dalam bab 3 telah dijclaskan mengenal macam-macam feori mengenai
badan hukum. Teori-teori tersebut adalah:*

i, Teori ke 1 memperguoakan sustu fiksi (fictic) atau suatu
perumpamasn. Baden Hukum hanya diumpamakan saja seolah-
olah seorang manusia, jadi dianggap seolah-olzh depat bertindak
sebagai seorang manusia. Teori inf lazimnya dikatakan mula-mulx
diajukan oleh seorang sarjana-hukum yang bormama Von Savigni.

2. Teori ke 2 menganggap badan hukum tidak sebagai suaty fiksi atau
perumpamann, melainkan  sebapal susiu  kenyataan  Ielake
{realifas). Para pongenut teori ini mengpambarkan badan hukum
sebagal sesuatu yang tidak berbeda darr seorang wanusia. Kalau
seorang manusia bertindak dengan alat-glatmya (organ} berupa
tangan, kaki, jari, mulut, otak dan lain sebagainya, maka badan-
hukum juga bertindak dengan alat-alatnys berupa rapat anggota
atau ketvanya dari badan hukum. Oleh karena alat-alat ini berupa
orang-orang manusia juga, maka apabila ada syarat-syarat dalam
peraturan-hukum yang melekat pada tubuh manusia, syarat-syarat
ini dapat juga dipenubi oleh badan-hukum. Teorl ini sering
dinamakan “orgacmtheorie” dan mulai digiukan oleh seorang
sarjana-hukum yang bemama Gierke.,

2% 1hid, Hal. 34,
¥ Witjono Projodikora. Up.Cit. Hal, 8-9,
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3. Teori ke 3 menganpgep badan-hukum sehagai kumpulen belaka
dari orang-orang wanusia. Menurut weori ind, kepentingsn.
kepentingan  badan-hekum tidak lain dari pada kepentingan
segenap orang-orang yang menjadi background dari badan-hukam
jtu, yaitu dari sualu negara segala penduduk atan segala
warganegara, dan suatu perkumpulan semua anggota, dari Yayassn
semua yang mendapat hasil bekega yayasan.

Delam menganaligis statos hukum piutang bank BUMN maka barus
dijawab terdabulu mengenai status bukum dari BUMN dalam hal ini perseroan
apakah merupakan badan hukum atau tidak, Untuk menjawab hal tersebut di atas
maka akan digunaksn teori badan hukem. Teori badan hukum yang digunakan
adalah teori organ. Seperti telah diterangkan di atas mengenai teori organ ind
berbunyi:*"

“teori ini menganggap badan hukum sebagai sesuaty yang tidak
berbeda darl seorang manusia.  Kalau scorang manusia
bertindak dengan aiat-alainya (organ} berupa tangan, kaki, jan,
mulut, ofak dan lnin sohagainya, maka badan-hukum juga
bertindak dengan alstalatnya berupa rapat anggota aben
ketuanya dari badan hukum. Oleh karena alat-alat ini berups
orang-<orang manusia jugs, maka gpabila ada syarst-syarat
dalam peratursn-hukum yang melekat pada tubuh manusia,
syarat-syarat ind dapat juga dipenuhi oleh badan-hukum.®

Pembuktian BUMN sebagai badan hukun melalui teotd organ dapat dilihat
dengan adanye peranghat-perangkat yvang dimiliki oleh BUMN (perseroan) di
bawah ini:

4. Rapat Umum Pemegang Saham
Menteri bertindak selaka RUPS dalam hal seluruh saham Persero
dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada
Persero den perseroan terbatas dalam hat tidak seluruh sahamnya
dimiliki oleh negara ™

b. Direksi

B thid
™ 1hid. Pasal 14 aymi (1),
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Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.*™ Pengangkatan dan
pemberhentian Direksi  dildukan oleh  RUPS. ** Direksi
bertangpung  jawab penvh atas penpwrases BUMN  untuk
kepentingan dan fujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di
dalam maupun &i luar pengadilan. 7 Dalam melsksanaka
tugasnyd, anggots Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN
dan peraturan perundsng-undangan seria walib melaksanakan

pringip-prinsip  profesionalisme,  efisiensi,  transparansi,
kemandirian,  akuntebilitas,  permngpungjawaban,  serta
kewajaran 27
¢. Komisaris

Komisaris Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan
BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.*” Pengangkatan
dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS, ** Dalam
melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematubi Anggeran
Dasar BUMN dan ketentoan perahman perundsng-undangan serta
wajib melaksanakan prinsip-prinsip - profesionalisme, efisiensi,
trapsparansi, Remandirizn, akuntabiltias, perbangpungiawaban,
serta kewajaran.*”’

Dengan adanva organ-organ BUMN Perseroan di atas maka sesunilah
dengan teori argan bahwa BUMN merupakan suatu badsn hukum. Sebagai badan
hukum ada gyarat-sysral vang harus dipeanhi sehagaimana telsh difelaskan di
dalam bab 3. syarat-syarat tersebut adalah:?*°

1. mempunysai kekayean terpisal;

2. mempunysi tujuan terteniu;

3. mempunyai kepentingan tertentu;

4, mempunyai organisasi teratur.

37 Inid, pasal 5 ayet (1)

T4 Ihid, Pasal 15 ayat (17

3 Ihid, Pasal § nyat {2).

R roid, Pusal 3 ayet €3

3 15id. Pasal 6 uyet (2}

7 1hid Passl 27 ayat {1

2" fhid. Pasal & ayat (B

22 Arifin P Speria Atmadia (1), Op.Cit. Hal. 94
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Syarat pertama adalah mempunyai kekayaan yang terpisah. Maksud
mempunyai kekayaan yang terpissh adalah agar hata kekayasn yang ferpisah ini
sengaja diadekan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuafu
tujuan tertentu dalam hubungan hukwm. Dengan demikian, harta kekayaan
terselat menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga vang mengadakan
hubusgan hukum dengan badan hukum tersebut, dan sekaligys merupakan
. jsminan baginys. Badan hukum mempunyai tanggung jawab sendiri dan hartanya
terpisah dari harta kekayaan anggota badan hukom,

Untuk mengetahui babwa BUMN persercan memifiki kekayvaan yang
terpisah maka harus diperjelas terdahuly di dalam pasal 11 Undang-Undang No 19
Tahun 2003 Tentang Badan Usaba Milik Negara yang berbunyi:**

“Terhadap persero berlaku sepaia ketentyan dan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi perseroan terbatas sehagaimana distur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 temtang Perseroan
Terbatas,”

Undang-Undang Nomeor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah
digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Di dalan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbaias
pasal 3 ayat (1) berbunyi:

‘*Pemegang saizam Persercan tidak bertangpung 3m§s SOCETA

pribadi atas perikatan yang dibiuat atas nama Perséroan dan

tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroun melebihi -

saham yang dimiliki. Penjelasannya berbunyi Ketentuan dalam

ayat inl mempertegas ciri Persercan behwa pemicpang sabam

hanya bertanpgpong jawab sebesar setoran atas sehiwuh saham

yang dimilikinga dan tidek meliputi harta kekayaan

pribadinys.”

Dari pasal terscbut di alas dapat dilihat bahwa terjadi suatu pemisshan
kekayaan antara peraegang saham dengan kekayaan yang dimiliki oleh perseroan,
Ketiks tedadi suatu kerugian pada perseroan maka kekayesn pribadi dard
pemegang saharn tidak perfu dijadikan pembayaran kerugian perseroan, Hal yang
sebaliknya juga berlaku apabila pemegang saham mempunyal utang pribadi maka

2 ndonesia (8), Op. Cir. pasel 11,
1 Indonesia {4300 Ci, Pasal 3 ayat {13,
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kekayaan yang dimiliki persercan tidak dapat digunakan untuk membayar utang
pribadi pemegang sabam karena adanya pemisahan kekayaan antara pemegang
saham dengan kekayaan perseroan,

Syarat kedoa deri badan hukum adalah mempunyai tujuan tertento.
Maksud mempunyai tujnan tertentu adalah tujuan darl badan kukun dapat berapa
tujuan yang idiil ataw komersil, profit atau non-profit. Tujuan itu adalah tujuan
tersendiri darl baday hukwn, Karena ity, tujuan bukanlah merupaken kepentingan
pribadi darf setu atan beberaps orang angpota organ badan hukum 2

BUMN perseronn scbagai suafu badan hukum juga mempunysi suatu
tujuan terdentu seperti yang ada di dalam pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun
2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara vang berbunyi: 2

“Tuluan-tuinan BUMN perseroan adalah:

a. menyediakan barang den/atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat;

k. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahazn.™

Syarat ketiga dari badan hukum adalah mempunyai kepentingan tertentu,
Sebapaimana telah dijelaskan di dalam bab 3 mengenai kepentingan tertentu
maksudnya adalab dalam kaitannya badan hukum mempunyai harta kekayasn
yang terpisah dari anggotanya. Badan hukum dalam usebha mencapat fujuannya
mempunyai kepentingan fersendirl yang merupakan hak-hak subjekiif sebagai
akibat dan peristiwa hukum yang difindungi olch hukum. Olch sebab itm, badan
hukum depat menuntut dan memperighankan kepeniingaceya terhadap pihak
ketiga dalam pergaulan hukum,

Mengenal adanya kepentingan ferfenhs ini dapat dilihat di dalam pasal 1
angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
yang berbunyi™®*

“Perysehaan Persercan, yang selanjutnya dissbut Persero,
adalah BUMN vyang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnys terbagt delam saham yang seluruh atau paling sedikit
31 % Q(ira puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

) Avifin P.Socria Aimadis (1). Op.Cit, Hal, 125.
4 1ndonesia (). Op.Cit. pasal 12,
%% Ihid, Pasal | angka 2,
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Repubiik Indonesia wyang tujuan ulmmenys mengejar
keuntungan.”

Dengan melihat ke delam definisi dari persero di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa kepentingan yang dimiliki oleh persero adalah untuk mencari
keuntungan.

Menurut pasal 3 ayat (2) UU No. 19 Tshun 2003 yang berbunyi sehagai
berikut:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN
untuk kepeptingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN,
baik di delam maupun di luse pengadilan.”

" Syarat ke empat scbuah badsn hukem adalah mempunyai organisasi
teratur, Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab 3 bahwa vang dimaksudkan
mengenai mempunyal organisasi yang teralur adaigh badan hukum sebagai suatu
konstruksi hukum dalam pergavlan hukum atau — rechtshetrekking, diterima
sebagai iayéknya subysk hukum manusia, Namun, bal yang penting yang porly
diperhatikan adalah bahwe badan hukum tidak mungkin dapat bertindak tanpa
organ-organnys. Oleh karena ity, sustu organisasi yang teratur dengan pembagian
tugas dan tangpung jawab yang baku dan jelas (selselpatige arbeidsdeling perlu
diciptakan agar tidak menimbulken masalah bagi badan hukum dalam mencapai
tujuannya ***

BUMMN perseroan sebagai badan hukoun juga memenuhi persyaratan ini,
BUMN mempunyai organ-organ seperti berikut ini:

a. Rapat Umum Pemegang Saham
Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal sefarah saham Persero dimilid
oleh negara dan bertindak selaku pemegang ssham pada Persero dan
perseroan terbaias dalam hal tidak seluruh sahaminya dimiliki oleh
negars®’

b, Direksi
Pengurusan BUMN dilskukan oleh Direksi. * Pengangkatan dan
pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. ™ Direksi bertanggung

¥ Arifin P.Socria Alrmadis (1), Op.Ci. Hal. 126,
*? donesia {a). Op.Cir.. Pasal 14 ayat (1),
8 fhid. pasal 5 ayat (1)
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jawab penub atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan hujuan
BUMN serta mewakili BUMN, beik di delam mawpun di luar
pengadilan. * Dalam melaksanakan fupasnya, anggota Direksi harus
meratubi anggaran desar BUMN dan peraturan perundang-undaagan seria
wajib  melaksanakan  prinsip-prinsip  profesionalisme,  efisiensi,
transparansi, kemandiian, skuntsbilitas, pertanggungiawaban, seris
kewsjaran,”'
c. Komisaris

Komisaris Pengawas bertanggung jawab penuh stas pengawasan BUMN
wntuk  kepenfingsn dan  tujusn - BUMN. *° Pengangkaten dan
pemberhentian Komiseris dilakukan oleh RUPS.**Dalam melaksanakan
tugasnys, Komisaris harus memstuhi Anggaran Dassr BUMN dan
ketertuan  persturan  perundang-undangan serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip profesionalisme, efisignsi, itranspamnsi, kemandirian,
akuntsbilitas, pertanggungiawaban, serta kewajaran **

Diengen ferpenuhinya teori badan hukum dan syarat-syarat badan hukum,
maka BUMN perseroan merupakan suato badan hukum. Sebagai suatu badan
hukum, BUMN perseroan menipakan suaty subyek hukum. _

Subyek hukum merupakan penyandang hek dan kewajiban dan dapat
melakukan perbuatan hukum. BUMN sebagai subyek hukum mempunyai hak dan
kewajibae gerta dapat melakukan perbuastan hukum. Negara sebagai subyek
hukum mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum,
namun hak dan kewajiban negara berbeda dengan hak dan kewajiban BUMN.

Suetu subyek hukum tidak dapat dimiliki oleh subyek hukum yang lain.
Apabiia subyek hukum dimiliki oleh subyek hukum yang lain maka salah satunya
bukanlah subyek hukum, Dengan demikian jika kekayaan negara adalah kekayaan
BUMN maka BUMN harusiah bukan merupakan subyek hukum.

9 roid, Pasal 15 ayat (1)
P thid, Pasel 5 ayat (2.
) roid, Pasal § ayet (3)
2 1hid, Pasal 6 ayal (2)
% shid. Pasal 27 aymt {1).
2 Fhid, Pasal 6 ayat {3)
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Namun dengan teorl badan hukum dan tepenohinya syarat-syarat badan
hukum, BUMN adalah subyek bukum. Dengan demikian BUMN sebagai subyek
hukom tidak dapat dimiliki oleh negara sebagai badan hukum publik akan tetapi
dimiliki negara sebagai pemepang saham dan berlaku lingkungan kuasa hulum
perdata bukan lingkungan kuasa hukum publik. Dengan demikian keuangan
BUMN bukanlah merupakan kenangan negara schingga kredit bermasalah bank
BUMN bukaniah piutang negara.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa modal BUMN adalsh penyertaan
langsung dari kekaysan negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini negara
melakukan penyertann di perusabaan lersebut schingpe demi hukum kekayaan
negara tersebut telah meniadi keknyaan hadan usaba. Jadi secara vuridis modal
BUMN adalsh kekayaan perusahuan bukan bigi kekayasn negara.®

Erman Rajagukguk berpendapat mengenai status hukum dard kekayasn
BUMN bukanlah kekayaan negara.** Pendapat Frman Rajagukguk adaleh Pasal 1
ayat (2) UU No, 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan
bahwa:*’ '

“Perusshaan Persero, yang selanjotrya disebut Persero, adalaly
BUMN yang berbentuk perseroan terbalas yang modalnya
terbagi dalem saham yang scluruh atau paling sedikit 51%
{lima puluh satu persen) sabamnys dimilikk olsh Negara
Republik Indonesia yang mijuan utamanys mengejar
keuntuogan” B e ' o
Selanjutnya Pasal 1 1 menyebutkan:®®

*Terhadap Persero berlaku scgala ketentuan dan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undaog No. 1 Tabnn 1995 tentang Perseroan
Terbatss.”

Karakieristik suatu badan hukum adalsh pemisahan harta kekayaan badan
hukum deri harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suaty
Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki _kekayaan yang
terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (scbagai pengawas),

¥ Ridwan Xhairandy, Op.Cf, Hal, 32.

S Erman Rojagukeuk Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugion Negara. (Jukarte:
{Hsampeiken pada DHskusi Publik “Pengertian Keuangan Negura Dalam Tindak Pidsra Kompsi®
Komist Hukum Nesionsl (KHN) R, 26 Suli 200681, Hal. 2.

BT fhid.

#* 1hig,
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dan Pemepang Saham (sebagai pemilik). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas
kekayaan BUMN Persero schagat badan hukum bukaslah kekayaan negara,™
Di bawsh ini gkan dijelaskan mengenat franformasi status hukum  vang

negara/dacrah-uang privat.

TRANFORMASI HUKUM STATUS HUKUM
UANG NEGARA/DAERAH-UANG PRIVATY

Pajak Laba Usaha

Saham Milik Swasta

Negara/Daerah scbagal Sabam
badan hukum publik milik
Keuangan negara/daerah negara
LT 1772003 jo UL 172004
5o UU 15/2004 PP
392007 jo PP 3372005 o
PP 582003 Persero senbagai badas
Universaliteit Beginsel m Zﬁg%ggg; i
Bruto system
" Stelsel Kas

4

Penyertaan Modal
Negara/Daerah (PMN/PMD}

Konsekuensi logis adanya penyertaan modal pemerintah pada perseroan
terbatas adalah pemerintah ikut mepangeung resiko dan bertanggunglawab
terhadap kerugian usghe wang diblayainys. Dalam mesanggung resike dan

bertanpgungjawab atas kerugian inl, kedudukan pemerintah tidak dapat berposisi
sebagal badan hukum publik. Hal demikian disebabkan tugas pemerintah sebagai

badan hukum publik adalah destmurssorg, yalto tugas yang meliputi segala
lapangan kemasyarnkatan dan suafe konsep negarea hukum modem yang

 15id.
¥ Arifin P. Seeria Atmadia (1), Op.Cir Hal, 117,
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memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Konsekuensinya adsaiah jika badan
hukum publik harus menanggung resiko dan bertanggungiawab atas kerugian
suatu usaha tersebut, fungsi publik terscbut tidak akan optimal dan maksimal
dijalankan oleh pemerintah. Dengan dasar pemabaman tersebut, kedudukan
pemerinteh dalam perseroan ferbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili
negara sebagai badan hukum publik. Pemabaman fersebut harus ditegaskan
sebagei bentuk afirmatif pemakaian bukum privat dalam perseroan terbatas, vang
sahamnys antara Jain dimilikd oleh pemerintah. Dengan mengemukakan dasar
logika huloum atag aspek kerugian negara dalam perseroan terbatas, vang selurub
atau salah satu ssharenya dimiliki oleh negars bersrii konsep kerugian negara
dalam pengertian merugikan kevangan negara tidek terpenuhi. Hal ini disebabkan
ketika pernerintah sebagai badan hukum dalam persercan terbatas, apakab 31%
* atau seluruhnys, pada saat itu juga imunitas publik dan negara hilang, dan terputus
hubunpan hukurs publilmya dengan kevangan vang tefsh beruhah dalam bentuk
saham, demikian pula kefentuan pengelolann, perfanggungjawaban dan
pemeriksasn keuangan dalam bentuk ssham tersebut ofomatis berlaku dan
berpedoman pada UU No. 40 Tahun 2007 dan semun ketenfuan perafuran
perundang-undangan yang beriaku di Negara Republik Indonesis. Kondisi
demikian mengakibatkan putusnya keuangan yang dimmkan dalam perseroan
terbatas sebagal keuangan negara sehingea berubah status hukumnya menjadi
kevangan perseroan terbates karena telah ferjadi transformasi hukum dan
keuangan publik menjadi kevangas privet, Demikian pula apgbila perseroan
menyetor bagian laba usahanya atau pajaknya, vang yang semula merupakan pang
privat, serentak ia masuk ke kas negars, ia sudah berubah dari uang privat menjadi
uang publik dan dengan sendirinys tunduk pada ketentuan UU Ne. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendsharaan Negara to. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Nepara dan Keputussn Presiden No. 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
APBN. ™

Dengan demikian berdasarkan kepada pengertian badan hukum, kekayaan
BUMN bukanlsh kekayaan negare schingga kredit bermasalah (NPL} yang

I 2hid Hal, 115-117.
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dipunyai olch benk-bank BUMN disclesaikan menurut cara-cara yang biasa
dipakai oleh bank-bank pada umumnya.

4.1.3 Statys Hukum Piatang BUMN Ditinjan Dari Sudut Sistem Hukum

Sebagaimana telab dijelaskan di dalam bab 2 mengenai sistem hukum M.
Freidman. Menurut Friedman, pada prinsipnya ada tiga komponen sistems hukum
dalam suatu negars, vaian

1. struktur soructere)
2. substapsi (substarce) _
3. budaya hukum degal cultwre)

Struktur merupakan komponen pertama. Friedman berpendapat schagai

berikut.

“The structure of a legal system consists of elemens of this
kind: the rasber and size of courls; their jursdiction {that is ,
what kind; of cases they hear, wud why); and modes of appeat
From one cowrt fo another. Structuve also means how the
fegisiatur is organized, how muany members sit on the Federal
Trade Commission, what a president can (egally) do or not
do, what procedures the police départment follows, and so on.
Strutture, iz a way, Is a kind of eross section of legad system —
@ kind of still photograph, which freezes the action. ™%

Dari pend;ipét tersebut, straktur dari sistern hukum terdiri dari ynsus-unsur
jumlah dan’ ukuran pengadilan, yurisdiksinya sérta cara banding dari satu
pengadilan ke pengadilan Iainnya, Sistem hukum terus berubsh, namun bagian-

 bagian sistema ffu berubah dalam kecepatan yvang berbeda dan setisp bagian
berubzh tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang vang
berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemaria {atau bahkan pada
sbad yang terakhir) akan beradsa di situ dalam jangks panjang. Indlgh strukter
sistem hukum-kerangks atau rapgkanys, bagian yang fetap bertahan, bagian yang
memberikan semacam bentok dan batasan teriadap keseluruhan, **
Komponen kedua dari sistern hukum Friedman adalah  substansi
{substemce). Friedman mengatakan sebagai berikut.:

% ¢+ awrence M.Friedman, Op.Cir. Hal. 7.
W 1hid,
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“dnother aspect of the legal system is its substance. By this is meant
the aciual rules, norms, and behaviowr patterns of people inside the
spstem.... Substance also means the “product” that people within the
legal system marufacturer — the decisions they turn o, the new rules
they contrive, "

Yang dimaksud dengan substensi menurut Friedman adalah peraturan-
perafuran yang nyala, nommanorms vang ada dan pola tiogkah laku dar
masyarakat vang berada dalam sistern hukum itu sendiri.

Komponen yang ketiga adalah budaya hukum. Berkaitan dengan budaya
hukum ini Friedman menyatakan sebagai berikut.

“And this brings us to the third comporent of legal system, which is in

some ways, the least obvious: the legal culture. By this we mean
people’s attitudes toward law aud the legal system ~ their belicf,
vatues, ideas, and expectations. In vther words, il is that part of the
general cultive which concerns the legal system. %

Dalam hal ini, Fﬁe&um mquatakan'bahwa budaya hukwn adalah sikap
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaite yang berkaitan dengan
kepercayaan, ‘nﬁi!ai-‘nitai, pikiran-pikiran, dan harapan-harepan mereka. Dengan
kata lain budays bukum adalah sunsana pikiren sosial, dan kekustan sosial yang
menentukan bagiimana hukum digunakan, ditindari atan disalahgonskan. Tanpe
_ budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidek akan berdaya ~ seperti ikan mati
yanyg terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang bmnéng di laytya.’®

Di dalam bab 2 juga telsh dijelaskan perbandingan antara BUMN perseroan
dengan perserpan terbatas dengan menggunskan sistem hokwn Fredman dan
diketahusi bahwa antara BUMN dengan perseroan memiliki banyak kesamezn dan
perbedasn, Perbedasn antara BUMN dengan perseroan terletak di subtansi dimana
BUMN menggunakan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN selain juga
mengpunakan UU no. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di sini dapat
terlihat bahwa antara BUMN dan perserosn memiliki banyak persamaan-

persamaan,

Rl 75" 4
33 150, Had B,
0 1hid
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Dengan demikian seperti halnya perseroan, ketika BUMN memiliki sebush
piutang meks piutang tersebut bukentah merupakan piutang vegara, Piutang
BUMN dimiliki oleh BUMN dan tdak ada hubungannya dengen kevangan
negara.

Dengan melihat kepada persemaan-persamean antara BUMN perseroan
dengan perseroan terbatas adalah sama sehingga berlaku Ul No. 40 Tahon 2007
Tentang Perscroan Terbatas, namun di dalam prakicknya berkata lain. Kenyataan
di dalam prakteknya dapat dilihat dengan putusan dari Makamah Agung mengenal
kasus PT Dirgantara Indonesia. Kronologis kasus FT Dirgantara Indonesia adalah
sebagai berikut ini:*"

1. PT Dirgantsra Indonesis dimohonkan pailit oleh para pekeganya
yang felah di-PHK karena belum membayar dana pension dan
Jjaminan hari tua sesuai dengan UU No. 3 Tahuo 1992,

Z. Penpedilan Nisgs pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telab

mengambil  pulusan , yaitu  putusan  Nomor
41/Pailit/2007/PN.Nisge /TktPst. tanpgal 4 September 2007 yang
amarnya berbunyi schagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemmohon untuk sehurubnya ;
2. Menyatakan bahwa Termohon PT. DIRGANTARA INDONESIA
{Persero) pailit dengnn segala akibat hukumpya

3. Di dalam Putusan Mahksmah Agung membstalkan pufusen
Pengadilan Niaga pada Penpadilan Negeri Jakars Pusat
No.41/Palli/2007/ PN . Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007 5

4, Alssspealasan Mabkemsh Apung mengeluarkan putusan vang
demikian karena:
a. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004
menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik
Negara vang bergerak di bidang kepentingan publik, maka
permohonan pemyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri

Keuvangan ;

¥ putysan Mablmmeh Agung Nomer 07SK/PE.S0v2007 (Kases Kepaifilen PT
Dirganiara indonesial.
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b. Bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik”, sesuai dengan penjelasan
Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, adalah badan
usahe milik negara yeng schauh modalnys dimiliki Negara dan tidak
terbagi atas saharm;

¢. Bahwa Pemphon Kasasi I 7 PT. Dirgantara Indonesia (Persero}

-adalah badan usaha milik negare (BUMN) yang keseloruhan
modalnys dimiliki oleh Negara, yang pemegang sehamnya adalah
Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri
Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia
d. Bahwa Perusahaan Perseroan / Persero, menurut Pasal 1 angka 2
Undang- Undeng No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, adalsh badan usaha milik negara berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya
dimiliki olch Negara R, atau badan usaba milik negara berbentuk
perseroan terbatas vang modalnys terbagi dalam sabam yang paling
sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara RI;

-¢. Bahwa terbaginya modal Pemohon Kasasi | / Termohon stas
saham yang pemepangnya adalah Menteri Negara BUMN gq Negara
RI dan Menteri Keuangan RI gg Negara R adalah untuk memenuhi
ketentusn Pasal 7 ayat (1} dan ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun
1993 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham
suatu perserosn  sekurang-Rurangnya dus  orang, kerena it
terbaginyas modal ates ssham yang selurnhnys dimiliki oleh
Negara tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi [ / Termohon
adalah badan usaha milik negara veng tidek bergerak di bidang
kepentingan publik ;

f. Bahwa dalam Lampiran Persturan Menteri Perindustrian RI

No.03/MINEY PER/4/2005 disebutkan bahwa PT. Dirgantara
Indonesia adalah objek vital industri, dan yang dimaksud dengan
objek vital industrt adalah kawgsan lokasi, bangunan /7 instalasi dan
atau ussha Industri yang menyangkut hajst hidup orang banyak,
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kepentingan Negara dan / atsu sumber pendapstan Negara yaog
bersifat strategis ( Pasal | angka 1Peraturan Menteri Perindustrian
RING.03 /M~ IND/PER /472005 tanggal 19 April 2005);

g. Bahwa oleh kargna itu Pemohon Kasasi 1 / Termohon sebagai
badan usaha milik negara yang keseluruhan modalnys dimiliki oleh
Negara dan merupakan objek vital industri, adalah badan usaba
milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang
hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimans
dimaksud oleh Pagal 2 avet {5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 ;
h. Bahwa lagi puls Pasal 50 Undang-Undang No.l Tahun 2004
tentang Perbendsherssn Negara melarang pihak manapun untuk
melakukan penyitaan terhadap antars lain vang atau surat becharga,
barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara, sehingga
kepaililan yang menurut Pasal | angka 1 Undang-Undang No.37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempakan sita umom
atas semua kekaysan Debitur Pailit, apabila kekayaan Debitur Pailit
tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapat diletakkan
sita, kecuali permchonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri
Keuangan selaku Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat
{Zya jo Pasal 8§ Undanpg-Undang No.17 Tshun 2003 tentang
Keuvangan Nogara} ;

Dengan menggunskan alasan-slasan yang digunakan oleh Mabkamah
Agung terdapat suatu hal yang sangat jangegsl. Mahkamak Agung menggunakan
Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menyatakan batiwa:*"

“Datam bal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan
pemnyataan pailit hanya dapat disjukan oleh Menteri
Keuangan®

¥ mdonesia (). UndangUidong Republik indonesia Nomor 37 Talnas 2004 Feniong
Kepailitan Dan Perundgan Kewaithon Pembayaran Uiong Lembaran Nagarg Takun 2604 Nomor
42} Tambahan Lembaran Negara Nomor 444}, Pasal 2 ayat (5).
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Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tabun 2004 adalah;*®

“Badan usaha milik negara yang seloruh modalnya dimiliki Megara dan
tidak terbagi atas saham.”

PT. Dirgantara Indonesis ftu berbentuk Persero, sesual dengan definisi
perusahaan persero yang berbunyi: *'°

“Perusahsan Perseroan, yang selanjulmya disebut Persero,

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit

51 % (lima puluh satu persen) sahamnyas dimiliki oleh Negara

Republic Indomesia yang fujuan utamanya mengejar

keuntungan.”™

Dengan melihat kepada definisi persero di atas maka alasan-alasan vang
dikemukskan oleh Mahkamah Apung adalah salah menerapkan hukum, Yang
dirmaksud oleh Pasal 2 ayat (53 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, adalah badan
usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas
saham itu adalah Perum. Ini sesuai dengan definisi dari Perum yang berbunyi: >

“Perusahsan Umury; yang selamiutnya disebut Perum, adaiah
BUMN yang seluruh modaiays dimiliki negars den tidak
terbagi aias ssham, yvang berfujuan untuk kemanfaaten umom
berupa penyediaan barang dan/atau jesa yang bermutu tinp
dan sckaligus mengejar keunfungan berdasarkan  prinsip
pengelolzan perusahsan.”

Dengan tidak diafurnya mengenai perseroan di dalam Undang-Undang
No.37 Tahun 2004 maka perseroan dapat dipailitkan dan putusan yang dibuat oleh
Makamah Agung adalah salah,

Telah diterangkan di dalam Pasal 4 ayat {1} UU No. 19 Tahun 2003 behwa
modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayasn snegars vang dipisehkan.
Yang dimaksud dengan dipisabkan sdalah pemisahan kekayaan negare dari
Anpparan Pendapatan dan Belunja Nepera untuke dijadikan penyertaan modal
negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolagnnya tidak lagi

%9 Ibid, Penjelasan pasal 2 ayat 5.
M Indonesia (a). Op.Cit. Pasal | angke 2.
M Ikid. Pasal 1 angks 4.
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didasarkan pads sistem Anggarman Pendapatan dan Belanja Negara, namun
pembinazn dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusashaan yang
sehat. >

Dengan tidak berdasarkan kepada APBN maka kekayaan yang dimiliki
oleh BUMN terpisah dari kekayaan negara schingga salah bila Mahkamah Agung
menganggap bahwa kekayaan PT Dirgantara Indonesia adalah kekayaan negara.

Untuk lebih mempetielas analisis mempergunakan  sistem  hukum

Friedman maka skan dibuat sebush perbandingan antara bank BUMN dengan
bank umum. Untuk memperjelas kaitan antare bank BUMN dengan bank umum
maka perlu dikemukakan bahwa BUMN dapat mendirikan bank wmum, bal ini
terlihat di dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Ades Unadeng-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan vang
berbunyi:™"

“Bank umusa henya dapst didirikan oleh:

a. 'Warga negare Indonesia dan/atay badan hukum Indonesia;
atan :

b, Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia
dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara
kemitraan.”

Di dalatn penjelasanya huruf & berbunyi?*

“Yang termasuk dafam pengertian badan hukum Indonesia
antara lain adalsh Negara Republik Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan
usaha milik swasta.”

2 ydonesia (a). Op.Cit. Pasal 4,

¥ Indonesia (). Undang-Lndang Republik Indonesia Nomor 10 Takun 1958 Tentang
Ferubohun Atas Undong-Undang Nomor 7 Tobum 1992 Tentang Perbarkon Farbahan Lembaran
Negara Tobhun 1898 Nomor 132 Tambahon Lentharw: Negara Nomor 3798, Paszl 32 gyat {1).

¥ 154, Penjelasen passl 22 ayat (1) huruf o
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Dengan melihat kepada struktor hukum, maka perbandingan antars bank
BUMN dengan dengan bank biasa bank umum adalah sebagai berikut ini:

BANK BUMN BANK SWASTA
Pengadilan Negeri untuk kasus Pengadilan Negeri untuk kasus
solain kepailitan selain kepailitan
Pengedilan Niaga unfuk kasus Pengadilan Niaga mntuk kasus
kepailitan kepailitan

Perlu diterangkan dahulu berdasarkan passl 2 UL No, 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa i dalam undange-undang kekuasaan
kehakiman membagi peradilan di Indonesia sebagai berikut:

“Penyelenggaraan  kekuasasn  kehskiman  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh scbush Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawshnys dalam
lingkungan peradilan umum, lingkunpan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkunpan peradilan tats usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkaimah Koastitusi ™"

Kompetensi berkaitan denpan kewenangan untuk mengadili persoalan
tersebut, Hukum acara perdats mengenal dua macam kewenangan, yaitu >
1. Kompetensi absolut stan wewenang mutlak; |
Kompetensi absolut atan wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasasn antar
badan-hadan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menvangkut pemberian
kekuasasn sntuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut atvributie vam
rechisreachis.

2. Kompetensi relatif atau wewenang relaiif,

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan
mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari terpat tinggal tergugat.
Dalam bal ini diterapkan asas Aclor Sequitur Forum Rel, artinya yang berwenang
adalah pengadilan negeri tempal tinpgal tergugat.

3 thdonesia (o). Op.Cit. Pasal 2.
3% Retnowulan Sutantio dan lskander Oeripkariawinats, Hubwm dcora Perdata dalam
teori don praktek, (Bandung: Alumnt, 1986}, Hal. 7.

Univarsitas Indonesia

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB Ul, 2010



127

Kompetensi  absolot dard  Pengadilan  Negeri  adalah  memerikss,
mermutuskan, dan menyelesaikan perkara pidanas dan perkara perdata di tingkat
pertame.’” Dengan kompetensi pengadilan negeri di atas maka perkara perdata
dan perkara pidana yang dipunyai oleh bank menjedi kompetensi shsolut dari
pengadilan negeri.

Untuk kasus yang dibawa ke pengadilan negeri sebagal contoh dapat
dilihat dalam pasal 47 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:
319

“Anggota dewan komisaris, direksi, atan pegawai bank yang
dengan sengaja tidek memberikan keierengan vang wajib
dipenubi ssbagaimana dimsksud dalam Pasal 42A dan Pasal
444, diancam dengan pidana peniara sckumng-kurangnys 2
{dua} tahun dan paling lama 7 (tujuh) tehun serta denda
sekurang-kurangnya  RpA000.000.000.00 {empat  miliar
rupish) dan paling banysk Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miiliar rupirh).”

: Untuk hal kepailitan bank yang diserahikan kepada pengadilan niaga, pasal
2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2604 Teatang Kepatlitan dan Penundaan
Kewajiban Membayar Utang bechunyi:

“Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit
hanyz dapat diajukan oleh Bank Indonesie.>”

Dari segi struktur bukum antara bank BUMN dengan bank umum

mempunyai kesamaan-kesamaan

Y0 Asri Wijayanti. Analisis Yuridis Tentang Kempetensi PHE. ttpffwww kaburindonesta,
comeriie, phpPpil=14&jd=Analisiz+Y uridis-Hentang HRompetensi+Absolott PHI & dn=20081 122
154914, Diunduh pade tangasl 31 Okrober 2009,

*® tndonesia (1.151d Pasal 47A.

3 indonesia (5}, Op.Cit. Pasal 374
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Dilibat dari segi substansi hukwm maka perbandingan antara bank BUMN
dengan bank umum adalak sebagai berikut ini:

Substansi Hukam
Bank BUMN Bank Swasta.
LU No. 19 Tahun 2003 Tentang| 1. UU WNo. 40 Tahun 2007
BUMN Tentang Persercan Terbatas

2170 No. 40 Tehun 2007 Tentang

2. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perseroan Terbatas Perbankan
30U No. 7 Tahun 1992 Tenfangi 3. UU No. 10 Tabhun 1958
Perbanksn Tentang  Perubshan  Atfas
4.UU No. 10 Tabun 1998 Tentang Undanp-Undarig  Nomor 7
Perubshan  Afas Undang-Undang - Tahun 1992 Teniang Perbankan
Nomer 7 Tahun 1992 Tentang| 4. UU No. 25 Tahun 1992
Perbanksan Tentang Perkoperasian

Bagi bank BUMN dan bank umum sama-sama berlaku UU No. 7 Tahun
1992 dan UL No. 1¢ Tahun 1998 kerena pasal 22 ayat (1} Undang-Undang No.
10 Tahun' 1998 yang beérbumyis™ '

“Bank umum hanya dapat didirikan oleh:

8. Warga negars Indonesia dan/atau badan hukum Zzzémesza,
atay

b, Warpe nepars Indonesia dan atay badan hukum Indonesia

8mgmwmmgammgmmbadmhuimm%mgm

kemi

Di dalam perielasanya pasal 22 ayat (1) hurufa berbunyi: >

“Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia
antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Mikik Daerah, koperasi, dan badan
usaha milik §

Dapat terlibat di atas bahwa BUMN maupun pihak-pihak lain (Negara
Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan wsaha milik

™ Indonesia (3. Op.Cit. Pasal 22 ayat (1).
2 fEid. Penjelasan pasal 22 ayat (1) hurufa,
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swasta) dapat mendirikan bank umurm, Oleh karena itu baik bagi bank BUMN dan
bank umum berlaku UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Ul No. 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan

Baik bank BUMN maupun bank umum ssma-sama berlaku kefentuan
dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbates hal inf dilihat di dalam
pasal Z1 ayat (1) UU No. 10 Tabun 1998 Tentang Perubaban Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
a. Perseroan Terhatas;

b. Kaperasi; atay

¢. Perusahaan Daerah™

Perbedaan substansi hukum antara bank BUMN dan bank umum ierletak
di bank BUMN berlaku UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, sedangkan bagi
bank wmum tidak berlaku UU No. 19 Tabun 2003.

Di sisi lain bagi bank umum yang didirikan oleh koperasi berlaku T No.
25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bal ini dapat dilihat di dalam pasal 44
ayat {1) UU No. 25 Tahun 1992 Teniang Perkoperasian yang berbunyi:

“Koperasi dapat menghimpun dana dan menyaludkannya
melalui kegiatan

usaha simpan pinjam dari dan untuk:

4. anggota Koperasi yang bersangkutan;

b. Koperssi lain dan/atay anggotanya.””*”

Di dalam penjelasannya berbunyi 72

“Sesuai  dengan ketentwan dalern Undang undang  yang
mengatur ientang perbankan, ussha simpan pimjam terscbut
diatur secara khusus dalam Undang-undsng ini. Pengertian
anggota Koperasi scbagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ind teomasuk calon anggota yang memenuhi syaral. Sedangken
ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi deogan
pecianiian kerja sama antar koperasi yang bersangkutan,”

2 fndanesia (u). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Takun 1992
Tentang Perkoperasian Berita Negara Tatnm 1992 Nomor 116 Tambahan Berita Negare Nomor
3502, Pasal 44 ayat (1)

% I4id, penjelasan pasal 44 ayat {1).
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Perbedasn selapjuinya adalah apabila vang mendirikan bank umum adalzh
sebaah perusahagn dsersh maka berlaku UU No. 5 Tahun 1962 Tenteng
Perusahaan Daerah sedangXan untek bank BUMN tidak berlaku undang-undang
tersebut.

‘Pengan demikian dari substansi hukum ini dapat dilihat adanya
persamaare-persamaan  den  perbedsan-perbedasn substansi, Hal yang harus
dipernatikan adalah dalem melskokan pengelolsan dan menjalankan kegiatan
bank wnam, basik bank BUMN dan bank umum sama-sama mengeunskan UU
No, 7 Tabun 1992 Tentang Perbackan dan UU No. 10 Tehun 1998 Teniang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomior 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Oleh
karens fu di dalam penyelesaian masalsh kredit bermasalah (NPL) cara yang
digunakan adalah sama.

Mengenai pesbandiogan antara bank BUMN dan bank wmuwm dari segi
budaya hukum dapat dilihat dengan perbandingan di bawsh ini. Untuk mengetzhui
perbandingan budaya hulam maka yang dijadikan tolak ukumya adalzh rahasia
bank,

Bapk BUNMN Bank Swasta

Bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah  penyimpan dan
simpanannya’™, kecuali dalam hal:
1. Untuk kepentingan perpajakan
25
2. Untuk penyelessian piutang
bank yang sudah disershkan
kepada Badan Urusan Piutang
dan  Lelang Negara/Panitia
Urusan Piutang Negara®™®
3. Untuk kepentingan peradilan

dalam perkars pidana®®

Bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabzh penyimpan dan
simpanannya kecuali dalam hal:
1. Untuk kepentingan perpajakan
2. Untuk penyelesatan piatang
bank yang sudah diserahkan
kepada Badar Urisan Piutang
dan Lelang Negara/Panitia
Urusan Pivtang Negars
3. Untuk kepentingan peradilan
dalam perkara pidana
4. Dalam perkarma perdata antara

4 tndonesia (r). Op Cir. Pasal 40,
B3 1hid. Pasal 41,

M 1hid, Pusal 41A.

¥ 1hid Pasal 42,
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4. Dazlam perkara perdata antara bank dengan nasabshnya
bank dengan nassbahnys *% 5. Dalam ranpka tukar menuker
5. Dalam rangka tukar menuvkar informasi anter bank
informasi antar bank > 6. Atas permintaan, perselujuan
6. Atas permintsan, persetujuan atan  kumsa, dari  nssabsh
atau  kuasa, dari nasabah penyimpan atau ahli waris yang
penyimpan atau ahll waris yang sah spabila nasabah telah
sah  apabila nasabsh telah meninggal yang dibuat secara
meninggal vang dibuat secara tertulis
tertulis™

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa bapi bank BUMN dan bank umum
rahasia bank harus dipegang dengan teguh, pamun untuk beberapa hal seperti
terssbut di atas, rabasia bank dapat diberitahokan,

Sotan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa demi kepentingan negara,
. bangsa dan masyarskat umum, dikehendaki apgar kewaliban rahasia hank
diperketat. Kepesntingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana
perbankan untuk keperivan pembangunen. Kepentingan nogara, bangsa den
masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dilunjung tingginya dan
dipegang teguhnya kewsjiban yshasia bank merupakan fakior terpenting bagi
keberhasilan bank delam upaya bank iu mengershkan tabunpsn masyarakat,
Selain #u ferganggunys stabilitas moneter adalah antara lain dapat diskibatkan
oleh rontulnys kepercayaan masyarakat ferhadsp perbankan karepa terlalu
fonggamya rahasia bank, Dalam kaitan itn, undang-undang vang mengatur
mengenal rabasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasis bank secara

3 fndonesia (v). {Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
Temany Perbaskan Berita Negora Talnn 1992 Nomor 31 Tambahan Berita Negara Nomor 3472,
Pasal 43,

" thid, Pasal 44.

* indonesia (). Op.Cit. Pasal 44a.
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mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karens kepentingan umum
menghendaki demikian, *

MNamun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri,
kesdaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di
bidang money laundering, dan kebutuhan akan adsnya stabilitas ekonomi,
terutama  stabilitas  moneter, teloh menimbulkan kebutubar akan perjunya
pelongyaran terhadap kewajiban rehasia bank yang mutiak itu. Artinya, apabilz
kepentingan negam, bangss dan masyarakat umum harus didahulukan dadpada
kepentingan nasabah secara pribedi maka kewajiban bank untuk melinduogi
kepentingan nasabah secara individual itu (dalem arti tidak boleh mengungkapkean
keadaan kenangan nasabah) harus dapat dikesampingkan, Contoh vang konkrit
mengenai bel e adalah berkaitan dengan kepentingan negara uotuk menghitung
memungut: 13 paiak nasabah vang bersangkutan, 2} penindekan korupsi, dan 3)
pemberantasan mongy laundering >

Dengan adanya pendapat di atas dari Sutan Remy Sjahdeini dan
dihubungkan budaya hukum Friedman- bahwa budaya hukem adalabe sikap
masyarakat terhadap hukum dan sistem hwdamn, yaite yang berkaitan dengan
kepercayaan, nilai-nilal, pikiran-pikiran, dan harapan-harapan mereka. Dengan
kata lain budaya hukum adasieh suasana pikiran sosial, dan kekuatan sosial yang
menentukan  bagaimana . bukum  digunakan, dihiodari atau  diselahgunakan,
Masyarakat menghendaki agar bank bisa menjaga rahasia kenangan nasabahnya
dengan demikian bank dapat kepercaysan dad magyarakat. Jika bank tidaek
mendapat kepercayasan dari masysrakat meks skan berskibat terganggunya
siabilitas moneter.

Kamun di sist laln bank juga barus melonggarkan rahasia bank, ini
metupakan sebuah kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus
didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank
urttuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalem arti tidak
beleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan,

1 Siman Remy Siehdeind, Rahosic Hawk dan Berbagai Mocam Permasalohaunya
hutp/orup3 170 Miles. wordpress.com/2008/06/ehasiabank pdf. Diunduh pada anggal 25 Qktober
260%. Hal, 4,

2 rbid,
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Baik kewsiiban bank untuk menjaga rahasia bank karena adanya kepercaysan
masyarakat terhadap bank dan sikap bank umtuk melonggarken rahasianya
schubungan dengan peraturan perundeng-undangan demi kepenfingan negars,
bangsa dan masyarakal umum meropakan sebuah budaya hukam.

Dapat dilihat di sini buhwa dari segi budaya hukam, bank BUMN dan
bank wmum memiliki kesamaan.

Dengan melihat kepada apalisis berdasarkan sistem hukum Friedman
maka dapat dijelaskan bahwe bank BUMN dan bank umum mempunyai
kesamaan-kesamaan di dalam struktiur, susbstansi dan budaya hukum karena pada
dasamya pengelolaan bank BUMN dan bank umum didasarkan kepada UU No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 Tentang Perbankan. Dengan
demikian dalam penyelesaian kredit bermasalah (NPL) bank BUMN diselesaikan
menurut eara-car yang dipakai oleh bank pada umumanya.

Dengan melihat kepada semua analisis-analisis baik analisis berdssarkan
p:araturan perundang-undangan, berdasarkan pengertian badan hukum, dan
herdasarkan sistent hukumg Friedman, semua memberikan penjelasan bahwa kredit
bermasalal yang dimiliki olch bank BUMN bukanlah merupakan plutang negars
dan penyelesaian kvedit bermasalah (NPL) bank BUMN disclesaikan menuvrut
car-car vang dipakai oleh bank pads umumaya,

4.1.4 Penyelesaian Kredit Bermasaish (Non Performing Loan)

Eredit bermasalsh atau son performing loan merupakan risiko yang
terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh benk. Risiko tersebut berupa
keadaan di mang kredit tidak dapat kembali fepat pada waktunya., Kredit
bermassiah atau non performing doan di perbankan itu dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam
proses kredit, kesalahan prosedur pem-berian kredit, atau disebabkan oleh faktor

lain seperti faktor makroekonomi,™

™ Hermansyah. Hukum Perbankan Nasiona! Indonesia. (Jakarls: Kencana, 2008), Hal
75.
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Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non performing loan
(NPL) terscbut adalah spabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat
kolektibilitas kursng lancar, dimgokan, atau maeet. Untuk keedit-kredit
bermasalah yang bersifat nonstnukiural, pada umumnya dapat distasi dengan
Jangkah-langkah  restrukturisasi berupa penurunan suke bunga  kredit
perpagjangan jaogka wakte, pengurangan funggakan bunga kredit, pengurangan
tongpakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dac/atau konversi kredit
menjadi penyertasn sementama, Sedangkan untek kreditkredit bermasalah vang
bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisast
sebagainiana kredit berrnasalah yang bersifat nonstroktural, melsinkan harus
diberikan pengurangen pokok kredit faircuy) sebagaimana ditentukan oleh
Peraturan Baok Indonesia No, 7/2/PBI2003 agar usahanya dapat berjalan kembali
dan pendapatannya mampe untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya **

Dari sepi hukum, penyelesatan kredit bermesalah dapat dilakakan melalui
<2 {(dun) cama, waity negosiesi dan litipasi. Cara-cara penyelesgian kredit
bermasalah adalah -

1. Penyelosaian Melalui Negosiasi

Pada taref penyelesaian ini, usahe debitur yang dimodali dengan kredit itu
masih  berjalan meskipun aogsuran kreditnya tersendat-sendat, atau
meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar
angsurannya, Jdia masih dapat membayar bunganya. Bahkan debitur yang
usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat
dilakukan melalui upays negosiasi. Seorang debitur vang jaminan
kreditnya mencukupi dan masth ads usaha lain dianggap lavak dan dapat
menghasilkan kepadanya masih mungkin diberi suntikan dana bary,
schingga hasilnys  dapat  digonakan untuk  membayar  seluruh
kewajibannya, Uipaya negosiasi menyclamatkan kredit semacam ini
disebut “negosiasi kredit yang dapat diselamatkan”, srtinya kredit yang
tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakaten baru, schingpa

3]
I,
¥ Abdulkadic Muhemead dan Rilda Murnistl, Segi Hukem Lembage Kenangun dan

Pembiovaan. {(Bandung: Citre Aditys Bald, 2004, Hel. 74-72.
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terhidar dari masslah. Benfuk-bentuk negosiasi penyelamatan kredit
bermasalah yang dapat ditempuh antara lain adalah sebagai berikot:

{(a) Penjadwalan ulang (rescheduling), yaitu perubahan syarat- gyarat
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu, dan
perubahan besarnya angsuran.

(b) Penatsan wlang gestructuring), yaitu perubshan svarat-gyarat
kredit yang menyengkut penambahan dana bank, selurub ateu
sebagian tunggekan busga menjadi pokok kredit baru, atau
konversi seluruh atau scbagian bungs kredit menjadi penyertaan
dalam perusahsan,

{c) Persyaratan ulang Grecondifioning), yaitu perubahan sebagian atay
seluruh syarat kredi, sepanjang fidak menyangkut perubshan
‘maksimum saldo kedit.

Hzl-hal yang terscbut di atas dapat dilihat di dalam Surat Edaran Bank
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 20 Mei 1993.3%

2, Penyelesaian Melalui Litigasi

Peayelesaian cara ini dilskuksn terhadap debitur yang usshanya masih
berjalan dan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Yang dimaksud
dengan debitur yang usshanya masih berjalan adalah debitur yang tidak
mau memenuhi kewajiban melunast kreditnya, balk angsuran pokok
maupun bunganys (bad charaeter). Sedangkan yang dimaksud dengan
debitur yang usahanyu tidak lagi ber-jalan adalah debitur yang tidak dapat
bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya bad
character). Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat
dilakukan dengan cara, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
sesuai dengan Ketentvan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi
grosse akta; 7

% Hermanaysh, Op. O3, Hal. 76,
3 Abdulkadic Mohminenad dan Rilda Murniati Op.C#. Hal 72.
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Hal vang disebut i atas melalui pengdilan dapat difibat di dalem Surat
Edaran Bank Indonesia No, 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.9*

4.2 Terhambatnya Penyelesaisn Kredit Bermasalak Di Bank-Bank BUMN

Di atss telah telah diterangkan mengenal cara penyelesaian kredit
bermasalah bank-bank BUMN, pamun di dalam prakteknya penyelesaian it
menemui kendala-kendala seperti di dalam kasus korupsi Bank Mandini yang
melibstken E.C.W Neloe, I Wayan Pugeg, dan Sholeh Tasripan telah membuat
para bankir semakin ragu dalam menyelesaikan kredit bermasalah di banknya 3%

Di dajam putusannya Mabkamsah Agung telah menjatuhkan vonis bahwa
~ mereka bersalah dalam komi}si‘ Kronokogis kasus ini adalah seﬁagai berikn:

1. Bahwa pads tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus
kredit tclah menyetujui untuk memberikan kredit Bridgiog Loan kepada
PT. Cipta Grzha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tiduk
memenuhi normanonma umum perbankan dan tidek sesaﬁi dengan asas-
asas perkreditan yang sehat sebagaimena diatur dalam Artikel 520
Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPEM} tahun 2000 karena fasilitas
kredit Bridging Loan dan pembiaysan secara refinancing scbagaimana
hasil Nota Analisa Kredit No. mrz.cmwéonz tenggal 23 Oktober
2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta
Graha Nusantars, tidak diatur batk olch ketentuan Bank Indonesia maupun
ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan
secars refinancing tersebut bary diatur setelah para Terdakwa menyetujui
kredit Bridging Louan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM
tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan™’

2. Scharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Cipta Graha Nusantara
harus membayar sngsuran pokok Triwulsn IV 2003 sampai dengan
Triwulan 1T 2005 sejmlah USD. 6,300,000.00, namun kenyataanaya PT,

% Hermansyeh, Op.Ciz. Hal, 77.

* Renkir Plat  Mersh  Masih  Takwt  Bertindsk.  Hukum  Online.
http:ferww hukumonline.com /detailasp2id=17932&ci+Berita. Diunduh pada tanggal 26 okiober
2609,

¢ potusan Mabkarmeh Agung No. 1 144/&/PH2006, Hal, 3,
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Cipta Graha Nusantara haoya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni
2005 sebesar USD.150,000.00 sehingga jumlah angsuran pokok yang
tidak dibayar sejumiah {JSD. 6.150,000.00 equivalen Rp.58.425.000.000,-
(kurs Rp.9.500).*
. Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam
hal ini Tofani Kadir mengirim surat kepada PT. Tabta Medan No.
CBG.CRY 452A/2003 tanggal 11 Desember 2003 perikal Pelaksangon
novasi kredit atas nama PT. Ciptza Graha Nusantara kepada PT. Tahta
Medan yang pada pokoknys menychyjui permochonan untuk menovasi
butang atas nama PT. Cipta Graha Nusantars menjadi hutang atss nama
PT, Tahia Medan dengan ketentuan antars lain sebagai berikut ;
- Limit keedit yang dinovesi : USD, 18,500,000
- Jenis kredit ¢ Krexiit Investasi
- Tajuan penggunaan refinancing pembiayaan fix asset Hotel Tiara
Medan, Tiara Convention Centre dan penyelesain pembangunan Tiara
Tower;
- Jaminan kredit :
a. Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre,
Tiara Tower, 3 buah ramah ;.
b. Jaminan tambahan.
~  Pintang usaha PT. Tahta Medan diikat fidusia,
- seluruh barang bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada fumiture
and fixture |
~ perglatan lainnya. milik debitur vang disimpen di tempaidempat
penyimpanan milik debitur ateu mifik pihak lain vang sekarang telah
ada maupun yang dikemudian bari akan adz ;
- gadal saharm PT. Tahita Medan yang dimilikd oleh PT. Cipta Graha
Nusantara™?
. Pada tanggal 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku Direktur Utama PT.
Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri Ne. 001/TM-JK/CBT-
HAL/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KT dan KMK

3 hid Ha), 16,
2 hid, Hal 17,
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vang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan
kemball (rescheduling) kelonggaran wakiu untuk memenuhi kewajjban
pokok Kredit Investasi, Selanjutnya pada tangpal 26 Mei 2004 saksi
BEdyson kembali mengirim sumt kepada PY. Bank Mandiri perthal
Permohonan Penghapusan denda bunga kredit Investasi™”

. Perbuatan para Terdakwa sebagaimens telah diumikan di atas dapat
merugikan kevangan negarz cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah
USD.18.500.000 setidak-tidaknyvs sejumlah Rp,1606.000.000.000,~ {seratus
ensm puluh mityar rapish) setidalo-tidaknya sekitar juralal itw**

Salah satu pertimbangan hakin di dalam kasus ini adslah sebagai berikut

. Bank Mandiri scbagai baok milik Negara. Meskipun Bunk Mandiri
merupakan PT, Terbuka, tetapi secars strukiur, Bank Mandiri tetap sebagai
sebuah “Persero” yang menjadi cin bahwa Bank Mandiri adslah milik
Nepara, Perubahan-perobshan kepemilikan saham, apalagi saham negara
menduduki jumlah terbesar dibandingksn dengan pemepeng saham
lainnya (posisi dominan), sama sekali tidak mengurang status hukum
Bank Mundiri schagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara, Dalam
status yang demikian, direksi atau setiap orang yang bekerja pads Bank
Mandiri demikian pulz BUMN lainnya, tidak semeta-mata melakukan
fingsi keperdatuan tetapi jugs fungst publik vang menfalanken tugas
pemernintahan pada Bank Mandiri sebagsi BUMN. Lebih Ianjat hal
tersebut secara bukum mengandung arti behwa direksi atau setiap orang
vang bekerja pada BUMN seperti Bank Mandini, berkedudukan sebapai
unsur peayelenggara pemerintahan, karepa itu kepada mercka dapat
diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggara pemerintshan
seperti ketentvan teptang pemberantasan korupsi ;

. Perbuatan merogikan Negara atau dapat merugikan negara. Seperti
dikemukakan, sebagai BUMN, Bask Mandiri mengelola kekayaan Negara,
scbagai pengelola kekaydan Negars, maka tindakan melawan hukum vang

M rhid Hal, 18
¥ thid, Hal. 25,
5 rpid, ol 167,
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dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri, yang merugikan atav dapat

merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi,

karena telah menimbulkan kerugian atau dapat merugikan Negara yaitu
kekayaan Negara yang dikelola Bank Mandiri

Dengan membaca pertimbangan Mahkamah Agung di atas bahwa “status
hukum Bank Mandiri sebagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara.” seperti
telah ditegaskan di dalam analisis sebelumnya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh
BUMN itu terpisah dari kekeyaan negara, sehingga salah bila ada pendapat yang
menyamakan kekayaan negara dengan kekayaan yang dimiliki BUMN. Cara yang
dilakukan terdakwa untuk melakukan perencanaan ulang pembayaran kredit
merupakan hal yang Biasa dilakukan di dalam dunia perbankan oleh karena itu
tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan di dalam kasus ini.

Putusan dari Makamah Agung ini jelas sangat bertentangan dengan fatwa
Makarmnah Agung No. WKMA/Yud/20/VIIl/2006 yang menyatakan bahwa kredit
bermasalah dari bank BUMN bukan merupakan piuteng negara. Saya sebagai
penulis memilih Fatwa MA ini dari pada putusan Makamah Agung pada kasus
Bank Mandiri. Majelis hakim yang memutus pada kasus Bank Mandiri telah luput
untuk melihat fakta-fakta pada peraturan perundang-undangar antara UU No. 17
Tahun 2003 dengan UU No. 19 Tahun 2003. Di dalam Fatwa MA, Majelis Hakim
mempertimbangkan konflik antara UU No. 17 Tahun 2003 dengan UU No. 19
tahun -2003 sehingga yang berlaku adatah UU No. 19 Tahun 2003. Apabila Fatwa
MA ini digunakan di dalam kasus Bank Mandiri tersebut maka seharusnya
E.C.W Neloe, I Wayan Pugeg, dan Sholeh Tasripan dinyatakan tidak bersalah.

4.2.1 Dampak UUD 1945 Pasﬁl 23 E Ayat (1) Dan UU No. 1 Tabun 2004 jo
UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Fungsi Pemeriksaan BPK Terhadap Bank
BUMN

Seperti telah diterangkan di atas bahwa adanya kasus yang melibatkan
bank Mandiri ini telah membuat para bankir lain takut menyelesaikan kredit

bermasalahnya. Untuk mencari penyebabnya maka harus di mulai pada tahap
pemeriksaan.
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Yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan adalah Badan Pemeriksa
Kenangan (BPK). Mengenai BPK dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar
1945, Di dalam UUD 1945 asli keteniuan mengenat BPK dapat dilihat di dalam
pasal 23 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut**

“Untuk memeriksa tanggung jawsb teotang kewvangan negara

dindakan suatu Baden Pemeriksa Keuangan yang peraturannya

ditetapkan denpan undang-undanpg. Hasi! pemerikssan itw
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat™

Ketentuan mengenzi BPK setelah mengalami amanden ada di dalam pasal
23 ¥ ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut ini>*’

“Untuk memeriksa pengelolaan dan ianggung jawsh tentang
keuzngan negaca diadaksn suatu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas den mandiri”

Dari perbandingan bunyi UUD 1945 di atas dapat dilihat bahwa dahulu
pemeriksaan BPK haniya pada bates tanggung jawab saja, ssdangkan sotelah
mengalami amandemen pemeriksaan BPK meliputi pengelolaan dan tanggung
jawab.

 Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa UUD 1945 (ash)
meaempatkan BPK-R] sebagai lembaga negara yang mandiri di luar pemerintah,
sehiigga BPK-RI scbegai external auditor hanva melekuksn pemeriksasn
tethadap tanggung jawab keusngan negat:a {post audi) saja, sementara
pemeriksaan terbadap pengelolsan Kevangan negare (pre audit) menjadi
wewenang internal auditor yaitu porst cksekutif {pemerintah), Setelsh Undang-
Undang Dasar 1945 dismandemen (ke-3), BPK-RI buksan saia sebagai exiternal
auditor yang melakukan post audit, tetapi juga schagai internal suditor yang
melakukan pre audit. Hal ini bertentangan dengan asas akuntansi yang berlaku
ymum di dunie modern yang dikenal dengan ssas imcompatible dimana fungsi
eksternal auditor dan internal auditor adalab fungsi yang terpisah (tidak dilakukan
oleh satu badan),*

M UUD 1945 Masil Amandomen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkep.
{Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hal, 48,

7 thid. Hal, 49.

M Arifin P. Scerin Atmadin (6). Badon Pemeriksa Neuangan Seloku Awditor Darl
Perpokiff BUMN. Jurma! Hukurn Bisals Yolume 26 No. 1 Tahun 2007, Fal, 28
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Bila kita membaca sejarsh dan menoleh ke jaman Hindia Belanda, fungsi
BPK-R1 yang ditetapkan di dalam pasal 23E aya(1) UUD 1945 (amandemen ke-
3} tidak berbeda kalaw tidak engpan diketakan sebagai terjemahan dengan fungsi
Algemene Rekenkamer (ARK) pada jaman Hindia Belanda yang tertuang dalam
Pasal 117 ayat (1) Indische Stamisregeling (IS) yang ditetapkan dalam Indische
Staatshied No. 2 tzhun 1854, dimana badan tersebut tidak saja melakukan
pemeriksaan terbadap pengelolann (beheer/pre audit) keusngan Pemerintah
Hindia Belanda cg Gubernur Jenderal, aken tetapi juga melakekan pemeriksaan
terhadap tanggung jawab (verawwoording) Keuangan Hindia Belanda yang
dikelola oleh Gubernur Jenderal yang dalam pelaksanaanya mengpunakan dia
sistem perbendaharaan {hweerled stelsels van wngptabz‘fizeizf; yakni, preventif dan
represit *®

Dari rumusan Pasai 23 E ayat (1) UUD 1945 (amandemen ke-3) ternyvata
amandemen ke-3 UUD 1945 teleh menempatkan posisi BPK-RI tidak lagi
berstafus hukum sebagai lembaga negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD
1945 yang asli, tetapi dirmmuskan sepertt institusi Pemerintah Hindia Belanda
vang diatur dalam pasal 117 ayat (1} budische Staaisregeling (IS). Hal inl berarti
sistern pemeriksaan dap pengawasan Xevangan nepars kit telsh mengalemi
kemunduren 150 tahun ke belekang ke zaman pemerintzhan kolonial Belands,
yang menempatkan BPK-RY tidak lagi berfungsi sebagai lembaga negara, akan
totapi sudah berubah strukiur den fuogsinya menyerupai ARK Hindia Belandz
yang meropakan organisasi adminisirasi negara yang bertanggung jawab dan
melapor tugasnya kepada Gubernur Jenderal.”*¢
Di dalam pasal 35 U1 No. 1 Tahun 2004 vang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiska! menyusan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada
Presiden  dalam  rangks  memenubi  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.

{2} Dalam menyusun Laporn Kesangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada

avat (i)

a. Menteri/pimpinan fembapa selaku Pengguna
Anpgaran/Pengguna  Barang menyusun  dan  menyampaikan
laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,

*?* Ihid, hel. 27.
330 rpid,
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Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuengan dilampiri laporan
keuspgan Badan Layanan Umum  pada  kementerian
negara/lembaga masingmasing,

b. Laporan Keuanpan sebagsimana dimaksud pads buruf a
disampaikan kepads Menteri Kevangan selambat-lambainya 2
{dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

¢. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyuosun
Laporan Arus Kas Pemerintab Pusat;

d. Menteri Kenangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam
kepemilikan kekaysso negara yang dipisahlas menyasun
ikhitisar lapersn keuangan perusahaan negars,

{3) Laporan Keuspgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disammpaiken Presiden kepada Badan Pemeriksa Kewangan
paling lambat 3 {tiga) bulamn setelah tnhun anggaran
berakhir.

(4)  Menteri/pimpingn ~ lembaga  seluku  Pengguea
Angparan/Pengguna Barang memberikan pemyatasn bahwa
pengelolaan APBN telah disclengparakan berdasarkan sistem
pepgendalian intern yang memadai dan akuntansi keusngan telzh
diselenpgarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
{3) Ketentuan lebih laniit mengenai lapomn keuvangan dan
kinerja  instansi pemerintah  diatur. dengan  peraturan
pemerintah, !

142

Di dalam pasal 6 ayat (1} Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang

Badan Pemeriksa Keuanpan berbunyi schagai berikut:

“BPK bertugas memetiksa pengelolsan dan fangpung jawéb kenangan

negara vang dilakuksn oleh Pemerintah Pusal, Pemerintah Daersh,
fembage Negara laionys, Bank Indonesia, Badan Ussha Milik Negara,
Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau

badan lain yang mengelola keuangan negara.”*%

Dampak pasal 238 UUD 1945 dan UU Ne. 1 Tahen 2004 jo UU No. 15

Tahun 2006 adslah BPK mempunyai kewensngan untuk memeriksa keuangan
BUMN.

Kewengngan BPK-RI memeriksa badan-beden hukum privat telah

¥ tndonesia (b). Op.Cir. Pasal $5 ayat (1L
32 tndunesia (g). Op.Cit. Pastl 6 ayai (1),
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mepgimbuhi pula pendapat akuntanya dengan siarerment telah terjadinya kerugian
keuangan nepara scbagai akibat tindak pidane korupsi. Selanjutnya dengan
semangal transparansi yang berlebihian, hasil laporagn pemeriksaan BPK-RI
tersebut didisclose di media electronic (website) tanpa memperhitungkan dampak
serius bagi kehidupan perckonomian negara, khususnye bank-bank BUMN/D,
vang secara drastis mengalami penurunan kinerje discbabkan menghilengnya pars
nasabah potensial, mundumya calon nassbah, serta urunpnya keinginan nasabah
mengajukan kredit ke bunicbank BUMND berdasarkan pasal 2 huruf g
merupakan keuangan negars, yang tente secara yuridis formal funduk kepada
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Konipsi, padahal kita tahu bahwa hubungan kredit antara kmeditor dan debito
adalah hubungan hukum perdata vang bersifat hubungan horizontal dan sederajat,
dan tidak termasuk ke dalam “lingkungan kuasa hukum” (rechtsgebeid) hukum
publik vang tidak sederajat serta bersifat hubungan vertikal 3%

4.2.3 Perbandingan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan TU No. 40
Tahnn 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bebagaimana telsh dikefahui di dalam sistem hukum  Priedman
sebagaimana telah diterangkan dt atas bahwa bagi BUMN selain tunduk kepada
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaba Milik Negara, tunduk
puta kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perbandingan mengenai kedua undang.undang terscbut dapat dilihat di
dalam tabel di bawah ini.

No. | Pakok Perbedaan BUMN (UU 19/2003) PT { U 4672007 )
Persero
1 | Pengertian Persero adalsh BUMN PT adalah badan
yang berbentuk PT yang | hukom yang
modalnya terbagi dalam | merupakan

saham yang seluroh atay | persekutuan modal,
paling sedikit 51% didirikan berdasarkan

33 Arifin P, Sceria Atmatia (6. Op.Ui. 28,

Univarsitas Indonosia

Dualisme Pengaturan..., Chandra Sugiarto, FEB Ul, 2010



144

sahamnya dimiliki oleh perjanjian, melakukan
negara R.1 yang kegiatan usaha dengan
fujuannya mengejar modal dasar yang
keuntungan selurubnya terbagi
dalara saharn dan
(Pasal } angks 2) memenchi persyaratan
yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini
serta peraturan
pelaksanaanya,
(Pasal 1 angka 1)
Pendirian / Diusulkan oleh Menteri Didirikan oleh 2 orang
Pembentukan kepada Presiden atau lebth dengan skta
notaris
Pasal 10 ayat (1)
Pasal 7 angka (1)
dan denpgan akia notaris
(Pasal 7 (1) jo Pasal 7
atgka (7) UU.40/2007)
Status baden Tidak diater di dalam UU | Pada tanggal
hukum 192003 sehingga diterhitkannya
mengacu kepada Ul Keputusan Menteri
404/2007 mengenal pengesahan
Badan Hukum
Pada tangyal Perseroan
| diterbitkannya Keputusan
Menteri mengenai Pasal 7 angka (4)
pengesahan badan hukum
perseroun
Pasal 7angka {4y UU
4072007
Ketentuan yang U 192003 dan UL UL 4072007 dan
berlaku 4072007 {Pasal 11) Anggaran Dasar serta
Peraturan Peruadang-
Undangan fainnya
{Pasal 4}
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Maksud dan a.menyediakan barsng Maksod dan wjuan
Tujuan dan/atan jasa yang tidak bertentangan
bermutu tinggi dan dengan kstentoan
berdaya saing kuat; peraturan perundang.-
undangan, ketertiban
b.mengeiar keuntungan wmum dan/atau
guna mentngkatian nilai | kesusilaan,
perusahaan {Pasal 12)
(Pasal 2)
Maksud dan tujuan
dimuat di dalam
anggaran dasar
(Pagal 13 angka (1)
huruf b}
Letak Anggaran Tidak diatur di dalam UL | 1) dalam Akta
Dasar 1972003 sehingpa Pendirian
mengacy kepada UU
4012007 Pasal 8 angka (1) UU
Di dalam Akta Pendician | 40/2007
{Pasal B angka 1) UU
A0F2007)
Organ RUPS, Direksi dan RUPS (Pasal 75- 913,
Komisaris Direksi dan Dewan
Komisaris {Pasai 92-
(Pasal 13} 121)
Modal Modal BUMN Modal dasar PT texdin
merupakan dan berasal atas seluruh nila
dari kekayaan negara vang | nominal saham (pasal
dipisahkan 31 ayat (13}
(Pasal 4) Paling sexiikit Rp 50
juta (pasal 32 ayat (1))
Paling sedikit 25%
harus di-empatkan
dan disetor penuh
{Pasal 33 ayat 1))
Saham Terbagi dalan saham Dikelyarkan atas
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yang selurubnya atau nama pemiliknya,
paling sedikit 51% {Pasal 48)
dimiliki oleh negara R.L
Nilai sabam harus
{Pasal 1 angka 2} dicantumkan dalam
mata uang rupizh.
(pasal 49)
Saham memberikan
hak kepada pemilik
niya untak menghadiri
dan mengeluarkan
suara dalam RUPS,
menerima pembayaran
deviden dan sisa
kekayaan hasil
likuidasi dan
menjalankan hak
lainnya berdasarkan
UU ini (Pasal 52)
10 i Rencana kerja Direksi wajib menylapkan | Di dalam UU No.
jangka panjang rancangan rencana kega | 40/2007 tidak diatur
Jangka panfang 5 tabun mengenai rencana
kerja jangka panjang
Rancangan tersebut yang
telah ditandatangani
hersema dengen
Komisarls disampaikan
kepada RUPS untuk
mendapat pengesahan
{Pasal 21}

11 { Repcana Kerja Dircksi wajib menyiapkan | Direkst menyusun
rancangan rencang keria | rencana kerja tabunan
dan anpgaran perusahaan | sebelum dimulainya
yang merapakan tainm buku yang skan
penjabaran tahiunan dari datang. (Pasal 63 ayat
rencana jangka panjang | (1))

Rancangan tersebut wajib | Rencana kerja tersebut
disampaikan kepada memual juga anggaran
RUPS unfuk memperoleh | tabunan Persercan
pengesahan untuk tahun buku
vang akan datang,
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(Pasal 22} {Pasal €3 ayat 2))

Rencana kerja fersebut
disampai kan kepada
Dewan Komisaris atau
RUPS sebagai mana
di tentokan dalam
anggaran dasar {Pasal
64 avat (1))

Pengpungan Laba | ULY No. 19/2003 tidak Persercan waiib
mengatur mengenai menyisihkan jumlah
penggunaan laba sehingga | tertentu dari 1aba
dipergunskan UL 40/2007 | bursth setiap tabun
bl untuk cadangan.
(pasal 70 ayat (1))

Kewajiban tersebut
bertaky apabila
perseroan mempunyai
saldo faba positi{
(Pasal 70 ayat (2))

Penyisihan laba bersih
dilakukan sampai
cadangan meneapal
paling sedikit 20%
dari juralab modal
yang ditempatkan dan
disetor. {pasal 70 ayat
E))

Cadangan yang belum
mencapai 20% hanya
boleh dipergunakan
untuk menutup
kerugian yeng tidak
dapat dipenuhi oleh
cadangan lain 9Pasal
70 ayat (4))

Pengpunsen laba
bersih termasuk

penentuan jumiah
penyisihan untuk
cadangan diputuskan
oleh RUPS (pasal 71
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ayat {13)

Sehruh Jaba bersth
setelzh dikurangi
penyisihan untuk
cadengan dibagikan
kepada pemepang
saham sebagai
deviden, kecuali
ditentukan [ain olgh
RUPE. {(Pasal 71 ayat
2n

Deviden hanya boleh
dibagikan apabila
Perseroan mempunyai
saldo laba positif
{Pasal 71 ayat (32}

13 | Penggabungan, Penggabungan atan Penggabungan dan
Peleburan, dan peleburan BUMN dapat peleburan perseroan
Pengambilalihan dilakukan dengan BUMN | mengakibatkan

latonya yang telah ada, Perseroan yang

{Pasal 43 ayat (I}} menggabungkan atau
meleburkag dari

Suatu BUMMN dapat berakhir karena

mengambii alih BUMN hukum (pasal 122 avar

dan/atau persercan (i3

terbatas lainnya. (pasal 63

ayat 233 Pengambilaliben
dilakukan dengan cara

Pembubaran BUMN pengambilaliban

ditetapkan dengan saham vang telah

Peratursn Pemeringah, diluaskan oleh

(Pasai 64 ayat (1)) Perseroan selalui
Direksi Perseroan atau
langsuny dari
pemegang saham,
{pasal 125 ayat (1))

i4 i Pembubaran Pembubaran BUMN Pembubaran

ditetapkan dengan Perseroan terjadi:

Peraturan Pemeringah,

(Pusal 64 ayat (1)) 1.Berdasarkan

keputasan RUPS,
apebila tidak ditetapkan 2.Karena jangka
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Iain dalam Peraturan wakty berdirinya

Pemerintah, sisa hasil yang <ditetapkan

likuidasi ataw pembubaran dalam AD

BUMN disetorkan berakhir,

langsung ke Kas Negara 3.Berdasarkan

(Pasal 64 avat (2)) penetapan

pengadilan,

Ditambah dengan 4.Dengan dicabutnys

ketentoan ada di dslam kepailitan

U 402007 berdasarkan
putusan pengadilan
nisga yang telah
mempunyai
kekuatan hukum
tetap, harta pailit
perseroan tidak
cukup untuk
membayar bizya
kepailitan,

5.Karena harta pailit
perstroan yang
telah dinyatakan
pailit berada dalam
kendnan
insolvensi,
sebagaimana diatur
dalam UU tentang
Kepailitan dan
Pesundaan
Kewajiban
Pembaysran
Utang; atau

6.k arena dicabut
izin usahsg
perusahaan
sehingga
mewajibkan
perseroan
melakukan
likuidasi sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

(Pasal 142 ayat (1))

Dalam hal terjadi
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pembubaran perseroan
waiib diikuti dengan
likuidasi yang
dilakukan oleh
likuidator

atau kurator dan
perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan
hukum kecuali
diperfukan untuk
membereskan semua
urisan perseroan
dalam rangka
tikuidasi.

(Pasal 142 ayat (2))

15 | Kewajiban Pemerintah dapat Di dalam 111 40
Pelayanan Umum | memberikan penugasan Tahun 2007 tidak
khusus kepada Persero mengatur mengenai
untuk menyeienggarakan | Kewajiban Pelayanan
fungsi kemanfastao umum | Umum
dengan (etap
memperhatikan maksud
dan tujuan Persero.
Setiap penugasan harus
teriebih dehuli mendapat
persefuivan RUPS
(Pasal 66)

16 | Tanggung jawab Di dalam Ul No. 19 Persoroan yang
sosial dan Tahun 2003 tidak diatur menjaiankan kegiatan
lingkunigan mengenat tanggung jawab | usahanya di bidang

sosial dan ingkungan. dan/atau berkaitan

Perscro tunduk juga dengan sumber daya

dengan UU 4072007 glam wajib
melaksanakan
fanggung jawab sosial
dan Hngkunpan
{Pasal 74 ayat {1}

17 | Restrukturisasi des | Restrukturisasi dilakukan | Ul 40/2007 tidak
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Privatisasi dengan meksud untuk mengator mengenai
menyehatkan BUMN agar | restrukturisasi dan
dapat beroperasi secara privatisasi
efisien, transparan dan
profesional
{Pasal 72 ayat (1))

Privatisasi dilakukan
dengan maksed untuk
a. memperlaas
kepemilikan masyarakat
atas Persero;
b, meningkatkan efisiensi
dan produktivitas
perusahaan;
¢. menciptakan strukdur
keunngan dan mangiemen
keuangan yang baik/kuat;
d. menciptakan struktur
industri yang schat dan
kompetitif;
e, menciptakan Persero
yang berdaya saing dan
bérorientasi glabal;
f. mepumbuhkan iklim
ysaha, ckonomi makro,
dan kapasitas pasar.
(Pasal 74 ayat (1))

18 [ Pemeriksaaan Pemeriksaan laporan Direksi wajib

Laporan Kevangan | keuangan perusabaan menyerahkan laporan
dilakukan oleh auditor kenangan Perseroan
eksternal yang kepada akuntan
ditetapkan oleh RUPS publik untuk disudit
untuk Persero dan oleh apabila
Menteri untuk Perum a. kegiatan usaha
{Pasal 71 ayat (1)} Perseroan adalah

. menghimpun
ﬁfzgfﬁi?m . gan!atau mengelala
untuk melakukan ana masyarakat,
pemeriksaan terhadap b. Per seroan
BUMN scsuai dengan ii%f:z ;‘;:::
ketentuan peraturan .
perundang-undangan kepada masyarakat;
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{pasal 71 ayat 2)) ¢. Persercan
merupakan Perseroan
Terbuks;

d. Perseroan
merupakan persero;
e. Perseroan
mempunyai aset
danfatay jumlah
peredaran usaba
dengan jumiah ailai
paling

sedikit
Rp50.000.000.006,00
(lima puluh miliar
rupiah); atay

f. diwajibkan oleh
peraturan perundang-
undangan,

{pasal 68 ayat (1))

Dari perbandingan di atas dapat dilihat babiwa ketike Ul Mo, 19/2003
sama sekall tidak mengatur, maka berlaku ketentuan UU No. 40/2007. Hal ini
dapat dilihat ¢i dalam hal mengenai pendirfan / pembentukan, status badan
hukum, letak anggaran dasar, penggunaan laba, tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Hal ini dikarenakan Pasal 11 Undang-Undang No 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi:

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi perseroan terbates sebagaimans diatur dalam
Undang-Undang Nomor | Tzhun 1995 tentang Perseroan
Terbatas,” >

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perserozn Terbatas telah
digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
Apabila mengensai hal-hal yang hanys diatur di dalam UU No. 1972003
hanya berlaku kepada persero BUMN saja, tidak berleku bagi perseroan terbatus
UU No. 40/2007. Hal-hal yang hanya diatur di dalaurn UU No. 1972003 adalah
rencana kerja jangks panjang, kewajiban pelayanan vmum, restrukturisasi dan

privatisasi.

3 roid Pasal 11.
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Dalam hal adanys persamaan-persamaan, kedus undang-undang tersebut
sama-sama digunakan untuk saling melengkapi. UU No. 19/2003 lebik berkesan
sehagai peraturan yang bersifat wmum dan UU No. 40/2007 lebih ke arnh yang
spesifik yang tidak diatur oleh UU No. 19/2003, sifat kedua undang-undang ini
menurut saya hersifat komplementer (saling melengkapi).

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai privatisasi BUMN, Di
dalam pasal 74 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang berbunyi sebagat berikut:

“Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

a. memperluas kepemiliican masyarskat atas Parsero;

b. meningkatkan efigiensi dan produkfivitas perusahaan;

c. menciptakan struktur kevengan dan manajemen kewangan
yang baik/kuat;

4. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif)

€. menciptakan Persero yang berdays saing dap berorientasi
global;

£ menumbuhkan ikiim usaba, ckonomi makro, dan kapasitas

pasar5s
Di dalam pasal 86 ayat (1) UL No, 19 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai
berikut:

“Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara
disetor langsunyg ke Kas Negara.™

Pcnyeromn duit Jangsung ke kas negara ini bertentangan dengan maksud
dari privatisasi, karena maksud dari privatisasi salsh satunys sdalah menciptakan
struktur kevangan dan manalemen keusngan yang balk/kuat. Permasalahan di gini
adalsh cara menciptakan strokitur kepangan yang kual sementars uang hasil
privatisasi langsung dimasukan ke kas negara. Uang hasil privatisasi scharusnya
dimasukan ke dalam keuangan BUMN schinggs bisa didapat siruktur keuangan
yang kuat.

Namun bila melihat kepada perbandingan antara UU No. 19 Tahun 2003
dan UU No. 40 Tabun 2007 tersebut maka kita dapat melihat adanya suate
perbedaan yaitu di dalam hal mengenai pemeriksgaan laporan kenangan.

¥ Indonesis (8). Op.CF, Pasal 72 3yt {2).
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Di dalam pasal 71 ayat (1) 1JU No. 19 Tahun 2003 berbunyi sebagai
berikut:
“Pemeriksaan laporan keuangan perusshaan dilakukan oleh

auditor eksternal yang ditelspkan oleh RUPS untuk Persero dan
oleh Menteri untuk Perum®

Menurnit pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 Tentang
Perusahaan Persero berbunyi sebagai berikut:**

“Direksi wajib menyernhkan perbitongan tahunan PERSERO
kepada akuntan publik etau Badan Pengawasan Keuwangan dan
Pembangunan  sebapaimana diteiapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Seham,”

Perlu diingat bahwa menurat pasal 11 Undang-Undeng MNo. 19 Tahun
2003 Tentang Badan Uszha Milik Negare berbunyiz™>’

*Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip vang
berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.” (Undang-Undang No.

1 Tahun 1995 telah digantikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Persercan Terbatas)

Dengan jelas diatur mengenai hal pemerikssan babwa pemeriksaan
BUMN perserc harus diserahkan kepada akuntsn publik sebapaimana tertera di
datam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perscroan
Terbatas yang berbunyi

“Direksi wajib menyerahkan lsporan keuangan Perseroan
kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

a, kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau
mengelola dana masyarakat;

b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada
masyarakat;

c. Persgroan merupakan Perseroan Terbuka;

d. Persercan merapakan persero;

¢. Persercan mempunyal aset dan/atau jumlsh peredaran usaha
dengan jumiah nilai paling

sedikit Rp50.000.000.060,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
f. diwajibkan olch peraturan perundang-undangan.”

¥ Indonesia (w). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Na. 12 Tahur 1998 Tentang
Pernsahaon Persero {Persero). Pasal 15,
37 Indonesia (a). Op.Cir. Pasat 11,
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Namun sanget disayangkan di dalam undang-undang mengenai BUMN
sendiri terdapat kontradiksi mengenai hal pemeriksaan. Di dalam pasal 71 ayat (2)
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang berbunyi :

“Badan Pemeriksa Kevangan berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksa Keuangan berbunyi sebagai berikut:

“BPK. bertugas memeriksa pengelolaan dan tangpung jawab
kenangan negara yanp dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembags Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan
Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara 3%

4.2.4. Perbedaan Pendapat Antara Undang-Undang No. 15 Tabun 2886
Dengsn Undang-Undang No. 48 Tabua 2007 Tentang Perserosn Terbatss

Pemeriksazn BUMN oleh BPK juga didukung oleh Tap. MPR RI No.
X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaasn Pums;n Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonssia oleh Lembaga Tinggl Negara pada Sidang Tshunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 berups
rekomendasi terhadap BPK yang berbunyi sebagai berikut**

“a  Badan peweriksa keuangan memupekan saiu-satunya

lembaga pemeriksa ekstemal keuvangan negars dan peranannya
periv lebib dimantapkan sebagai lernbaga vang independen.
b. Badan pemeriksa kevangan perlu meningkatkan intensitas dan
efektifitas pemeriksaan terhadap jembsage-lembaga tinggi negara ,
institusi pemerintah, BUMN, BUMD dan lembags lembaga lain
yang menggunakan uang negara,”

Rekomendast Tap. MPR RI No. X/MPR/200! vang bersifat imperatif
seolah-olah Ketetapan MPR tersebut menjadi dasar hukum bagi BPK-RI untuk

¥ 1adonesia (g). Op.CH. Pasal § ayat (1),
¥ phid.
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serts merta berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD. Hal
ini dilskukan tanpa mempersoatkan hukum yang beraky terhadap badan hukam
maupun status hukem “pang” yeng dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh
suatu badan hukum privat, termasuk persero, dimana secara tegas menurut
peraturan  perundang-undangan yang berlalu di nepara Republik Indonesia
merupakan badan hukem privat dan keuangannya tidak lagi dengan sangkut pant
dengan keuangan negara meski 100% sahamnya dimiliki oleh negara.*

Mengenai Tap. MPR RI No, X/MPR/2001 ini sudsh tidak mempunyai bisa
digunakan sebagai dasar kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan BUMN
kavena ketetapan MPR tersebut tidek berada di dalam pemturen peromdang.
undangan, hal ini sangat jelas tergambar di dafam pasal 2 Undang-Undang No 10
Tahun 2004 Temisng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan
yang berbunyi: *!

*Jenis dan hisrarki Peraturan Perundang-undangan adalah

sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; -

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penpganti Usdang-

Undang;

c. Peraturan Pemerintab;

d. Peraturan Presiden;

¢. Peraturan Daerah terdin dark:

» Peraturan Daersh provinsi dibuat oleh dewan perwakilan
rakyat daemh provinsi bersama dengan gubernur;

» Peraturan Dacrsh kabupaten/kota dibuat oleh dewan
perwakilan rakyat dagrah kabupaternvkota bersama
bupati‘walikota;

s Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan desa atau nama ainnys bersama dengan kepala
desa atau nama fainnys.”

Di dalam pasal & ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksa Keusngan dijelaskan babwa BPK berwenang memeriksa
BUMN, pasal tersebut barbunyi sebagai berikut:™?

S 1bid,
* tndonesia {i). Op. Ci. Pasal 2.
*2 Indonesia (). Op.CH. Pasl 6 syat (1),
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“BPK berfugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daersh, Lembags Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan
Usaha Milik Daeral, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola kevangan nepara,”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara berbunyi:

“Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayasn negara
yang dipisahkan”, ¥

Penjelasan pasal 4 ayat (1} Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negars berbunyi-’®

“Yaung dimaksud desgao dipisshkan adglah pemisahan kekayaan
negara darl Angperan Pendapstan dan Belania Negara untuk
dijadikan  penyertaan wmodal negara pada BUMN  untuk
selanjuinya pembinaan dan pengeloleannya tidak lagi didasarkan
pada sisiem Angparan Pendapaten dan Belanja Negera, namun
pembinasn dan pengelolrannya didasarkan pada prinsip-prinsip
perusahasn yang schat™

Pasal 13 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara berbunyi:*>

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.”

Undang-Undang Nomor § Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas telsh
digantikan oleh Undang-Undang Ne, 40 Tabun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Undahgwﬂndmg No, 40 Tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas pasal 68
ayat {1} berbunvi:

“Direksi wajib menyerahkan lsporsn keuangan Persercan
kepada skuntan publik:

a. kegistan usaha Perseroan adelah menghimpun danfatay
mengelola dana masyarakat;

) 1hid Pusal 4 ayst (3).
4 b, ponichsan pasal 4 ayat {1}
3% Ihid. Pasal 11.
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b. Perseroan menerbitkan surat pengakuvan wutang kepada
masyarakat;

. Persercan merapakan Perscroan Terbuka;

d. Persercan merupsekan persero;

e. Perscroan mempunyai aset dan/atau jumiash perederan usahs
dengan jumiah nilai paling

sedikit Rp58.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”

1JU.15 Tahun 2006 UU No. 40 Tahun 2007
Materiil Formil Materiil Formil
Ya Ya Ya ¥a

Dengan melihat tabel di atas maks dapat diketahui bahwa UU No. 15
Tatun 2006 dan UU No, 40 Tahun 2007 memenvhi persyaratan formil dan
materiil sehingga dapat diberlakukan asas lex specialis derogat lex generalis
(undeng-undang yang bersifat kbusus menyampingkan undang-undang yang
bersifat umum). c

U No. 15 Tahun 2006 mengatur mengenai ruang Hegkup dari
pemeriksaan dari BPK fermasuk i dalamnya adalah BUMN namun dengan
adanyas UU Ne. 19 Tahun 2003 jo Ul 40 Tahun 2007 mengatur bahwa yang
berwenang untuk memeriksa kevangan BUMN adalab akuntan p%zhiii:. Dengan
demildan BPK tidek mempunyai kewenangan unfuk memeriksa keuangan
BUMN.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954 Tentang Pemakeian
Gelar Akuntan yang penjabarannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Xevangan
dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 43/MK 07/1997 tentang Jasa
Akuntan Publik yang kemudian dinbah/ditambeh depgan Surat Keputusan
Menteri Kepangan RI Nomor 470/KMK 0171999, dimana pasel | menetapkan
Akuntan Publik adslah akuntan yang memiliki izie dari Menteri Kevangan untuk
menjalanian pekerjaan akuntan publik dan terdaftar di Departemen Keuangan, ™

8PK bukan merupakan akunmtan publik vang mendapat izin Menieri

Keuangan maupun terdaftar di Departemen Keuangan sesuvai dengan peraturan

%8 arifin P. Soeria Atmadia (6). Op.Cif. Hal. 30
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perundang-undangen yang berlaku. Denpan demikian yang berhak melakukan
pemeriksaan keuangan di BUMN adalah akuntansi publik.

Dengan edanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan

sepertl telab diterangkan di awal, ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan harmonisasi diantara peraturan
perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat di dalam fungsi Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-Undangan yaitu:
1.

67

Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang peraturan
perundang-udangan menyelenggarakan yang berlaku;

Pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
peraturan perundang-undangan;

Pemberian bimnbingan teknis dan evaluasi;

. Pelaksanaan urusan administrative kepada semua unsur di ingkungan

Direktorat enderal;

Perancangan pengharmonisasian, pemnantauan dan evaluasi penyusunian
dan pembentukan peraturan perendang-undangan;

Penerbitan dan publikasi rancangan, proses dan hasil rancangan peraturan

perundang-undangan  serta bahan pendukung rancangan perundang-

undangan,

%7 Direkiorat Jenderal Perstwan  Perundeng-Undangen. Hikum  Hom.infe.

g Hhkumbom.info Jintdex. phploptivir=com_contemt&rask=viewdid=48&emid=5F, Diunduh
puds tungpe!l 3 Innoard 2000,

Universitas Indonssla
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Keseimpulan Dan Saran

£.1 Kesimpulan

Dengan analisis-analisis mengenal status hukum kredit bermasalah bank-
bank BUMN dan terhambatmya penyelesaian NPL, dengan demikian dapat
diambil kesinpulan-kesimpulan sebagai berikul;

I. Stats hukum keredit bernmasalah bank BUMN  bukan
merupakan piutang pegara dan cara penyelesaianya digunakan
cara-cara yang umum digonakan di dalam perbankun usiuk
menyelesaikan NPL.

Z. BPK masih menganggap bahwa kekaysan BUMN adalsh
kekavasn negara schingga bisa dilakukan pemerikssan dan
proses penyelesaisn NPL harus didasarkan kepada UU No.
49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara,

3. Berdasarkan UU No. 19 Tahus 2003 jo UU No. 48 Tahun 2007
yang berhak ontuk melakukan pemeriksaan adalah akuntan
publik. BPK bukan merupakan akuntan publik yang mendapat
izin Menteri Keouangan maupun terdaflar di Departemen
Keuangan sesust dengan persturan penmdang-undangan yang
berlaku,

4. Proses penyelesaian kredit bermessish tidak perlu melalai
Paritia Urusan Piutanp Negara namun bisa melalui cara-cara
vang biasa digunakan dalam perbankan, Hsl ini menimbulkan
kepastian hukum bagi para bankir sehingga tidak periu takut
lagi skan melanggar peraturan perundang-undangan dalam
proses penyelesaian kredit bermasalah

1RO Linivarsitas Indonesia
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5.2 Saran-Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalghan ini
adalah:

1. Perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan
UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun
2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya

2. Perlu perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 tidak perlu ada pasal 71 ayat
(2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan
masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN
adalah akuntan publik.

Universitas Indonesia
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